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"Orang-orang Yahudi telah mengusir kami dari tanah air kami dari tanah sir kami. 
Orang-onmg Arab tidak mengmginkan kami di tanah air mereka. Kami sed!Ulg 
melalui suatu pengalaffi!Ul yang unik dalam sejarah umat manusia. Kami adalah 
rakyat tanpa tanah, tanpa kampung halaman, tanpa pek~aan. tanpa makanan, 
tanpa martabat dan, yang paling bllfllk. tanpa harapan. Jika Anda kebllangan 
martahat, Anda menjadi lebih hewani kethnbang manusiawi-tapi eksistensi 

Anda masih punya .sesuatu makna. Namun. jika Anda tanpa harapan, Anda tak 
punya apa-apa dan Anda bukan apa-apa ...... .Meraka ingin menutup 

buku tentang Palestina." 

(Khalad Hl!ssan-pell!!1lngsi yang kemudian menjadi salah satu tokoh penling PLO)' 

"Tidak ada pengungsi ....... yang ada 
hanyalah para pejuang yang berusaha 
untuk menghancurkan kita 
sampai ke akar-akamyal" 

(David Ben-Gurion-Perdalla Menteri Israel Pertama)" 

"No Settlement can be just and complete if recognition is not accordEd to the 
right of the Amb refugee to return to the home from which he has been 

dislodged ... It would be an offence against the principles of elemental justice if 
these innocent victims oft he cmifllct were dEnied the right to return to their 

homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and indEed, '1/for the threat of 
permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the landfor 

centuries. » 

(Count Folk Bernadette, Mediator PBB untuk Masalah Palestina)"" 

• AlanHart,Arafal: Terori.s otau Pendamoi?, Jakarta. Pus1aka Utama Gmfiti, 19&9, hal. 143~144 . 
... Tom Segev, 1949.- The First JsraeJis", New York. Free Press, 1986, pp. 35, dikutip dari Paul 
Fmdley, Diplomosi Munafik ala Yohudi: Meng:mgkap Fakta Hubungtm AS-Israel. Bandung. 
PenetbitM~ 1995, hal4S. 
u• UN Doc. A/648, Progress Re.port of lhe United Nations Medurtor on Palestine, 16 September 
194&, 
http:lldomino.wwrgluniiipttl,nsjl911798adhj322afj38525617b()06d88d71ab14d4aaft;4elhb9852562 
04004jJSfalOpenDacrmrent. 
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ABSTRAK 
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: Politik dan Hubungan Intemasional di Timur T engah 
:NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN SECURI1Y: 
Studi Kasus Sikap Pemerintah Israel Masa Pemerintahan 
Perdana Menteri Ehud Barak terhadap Masalah Pengungsi 
Palestina 

Penelitian ini dilatarbelakangj olah fenomena konf!ik Jsrael-Palestina yang telah 
berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutarna dikalangan 
Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: korban 
rneninggal dan korban bidup yang kemudian hidup teriunta-lunta sebagai 
pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari 
penelitian ini. Tujuan utarna dari penelitian ini adalah untuk menganalisa 
mengenai bagsimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintaban Perdana 
Mentari Ehud Barak terbadap keberadaan para pimguagsi Palestina tersebut dilihat 
dari konsep notional security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada kunsep 
human security (k.eamanan insani). Metode penelitlan yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah studi kasus. Dibarapkan dengan menggunakan metode ini, 
data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan 
akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari basil pengolahan data dapat 
diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ebud Barak mengguaakan 
konsep human security dari sudut pandang notional security Negara Israel 
sehingga keamanan yang dipertahankan di mala mereka bu.kanlah mengenai 
keberadaan pengungsi Palestlna melainkan para penduduk Israel yang hams 
dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kakhawatiran jika para pengungsi Palestina 
diijiu.kan kembali ke tempat asal mereka akan menganeam keamanan Negara 
Israel! Dari sisi Palestina sendiri, pe!juangan terus dilakukan baik oleh pihak 
Otoritas Palestina maupun dari para penguegsi yang tersebar di selurub dunia agar 
haqu/ auduh (bak untuk kembali) dapat mereka dapatkan Pada intinya, 
keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hal yang sangat perlu 
mendapat perhatian dunia intemasional selama sikap pemerintah Israel dalam 
memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri. 

Kata-kata Kunci: 
Kaamanan nasional; Keamanan insan; Hak untuk kembali; Konf!ik; dan 
Pengungsi. 
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: Politics and International Relations in the Middle East 
:NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN 
SECURITY: Case Study of Policy ofFormer Isrseti Prime 
Minister Ehod Barak on Palestinian Refugees Issues 

This research was triggered by Israel-Palestine conflict which bas been lasting for 
long time and causing so many casualties, especially in Palestinian side. The 
casualties can be divided into two main categories: the deads and the refugees. 
This Palestinian refugees is the main fucus in this research. The main purpose of 
this research is to analize how Israeli government in Ehud Barak edministration 
behave toward Palestinian refugees issues on the base of national security and 
human security. Research methods used in this research is """" study. By using 
this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the 
explanation can be systematic and deep. It can be said that Ebud Barak 
administration used human security coneept from national security of Israel point 
of view. Hence, security in their view is not about the existence of Palestinian 
refugees but, instead, Israeli paople must be guarded as well as possible. Even 
there is a anxiety if the Palestinian refugees are allowed to come back to their 
home, they will threat Israeli national security! On the Palestinian side, the 
struggle still keeps being fought either by Palestinian Onthority or by the refugees 
who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) 
beck. In essence, the existence of Palestinian refugees is something wbich needs 
strong concern from whole wodd as long as Israeli government always look this 
issue only from its point of view. 

Keywords: 
National security, human seeurity, right of return, conflict, and refugees. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Isu utama yang selalu menjadi main rore di dalam studi hubungan internasional 

wilayah Timur Tengah adalah masalah Arab Palestina-lsrael. Dari isu utama ini 

kemudian melebar membentuk isu-isu lain yang juga slgnifikan, namun tetap 

berintikan isu utama tersebut. 

Isu tersebut menjadi penting tidak saja karena sudah ada semenjak studi HI 

ini mulai berkembang pasea Perang Dunia II bingga sekarang, namun juga karena .. 
banyaknya aktor-aktor yang terlibat di dalarnnya, tidak saja dari dalam wilayah 

Timur Tengah sendlri, tapljuga dari luarwilayah, seperti AS dan sekutunya. 

Satu hal unik yang membedakan studi wilayah lni dengan studi-studi 

wilayab lain di dalam (HI) adalah adanya satu c>byek kbusus yang seoara berkala 

terns mendapat perhatian yang cukup serius. Dimulai semenjak akhir dekade 

1940-an-bertepatan dengan masa-masa awal perkembangan studi m di dunia 

akademik internasional--hingga saat ini. Obyek kbusus itu tidak lain adalah 

konf!lk Israel dengan Palestina pada kbususnya dan negara-negara Arab lainnya 

pada umurnnya. Lebih jauh, menarik untuk melihat apa yang dinyalakau oleh 

Jobu Laffin (1975, 164) berikut ini: 

"Since 1948 it has •- impossible to stuczy lhe Arab 
world wit haul reference of Israel. To write a book a/xmt 
the Arab Mind and omit any mention of /he irrfluence of 
Israel 011 that mind would be like writing a history of 
Britain and omitffng the monarchy, The picture wauld 
be as inromplete. " 
(Semenjak 1948 sudah tidak mungkin lagi rnempelajari 
dunia Arab tanpa mengaitkannya dengan Israel. Untuk 
menulis sebuah buku tentang Pemikirau Arab dan 
meeghilangkan penjelasan tentang pengaruh Israel 
terhadap Pemikiran tersebut kemungkinan sama halnya 
dengan menulis sejamh lnggris dan menghilangkan 
Monarki. Penggambarannya akan menjadi tidak 
lengkap). 
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IBrae!--yang menempati wilayahnya yang sekarang ini yang dimulai 

semenjak tanggal14 Mei 1948 dengan memproklamirkan berdirinya negara IBrael 

setelah berhasil merampas sebagian wilayah milik bangsa Palestina kelika itu­

dapat dikatakan merupakan musuh bersama selurub negara-negara Arnb di 

wilayah Timur Tengab ditambab Iran dan Turki. Keberadaan Israel yang 

tersendiri seperti itu, narnun bisa tetap eksis sampai saat ini, menjadikan masalab 

ini terus-menerus menjadi babsn perbatian dunia intemasional. 

Dari fokus masalab konltik Arnb-Israel tersebut, berbagai cabang 

permasalaban yang terkait dengannya pun muncul dan berkembang menjadi suatu 

hal yang penting, yang terkadang dapat memberikan penjelasan yang diperlukan 

dalam konteks konflik Arnb-Israel. Sisi pembabssannya terkadang dilihat 

berdasarkan hubungan Amerika Serikat-Israel yang berlanganng dua arab; atau 

hubungan antara Palestina dengan Israe~ baik secara diplomntik maupun secara 

militer; atau berdasarkan situasi dan kondisi geopolitik dan geo~gis dari 

masing-masing negara-negara Arab yang memang memiliki beberapa perbedaan; 

atau yang lainnya. 

Konflik Israel-Palestina yang berhuut-huut sejak 1948 sampai seksrang 

menyisakan banyak sekali dampak negatif yang sem.akin menambab kompleka 

konflik ini. Salah satunya adalah masalab pengungsi Palestina1 Pennasalaban ini 

1 Ada sebuah letucon yang b;:redar di kalangan warga Palestina yang inlinya mengenai nasib pari! 
pengungsi Palestina. lsinya sebagai berikut: Amlitt wafut sebagai - syahid dan wasuk SfitiJil. 
Di sana ia bertemu dengan teman--temannya yang lain. :M.ereka bergerombol. di luar pintu surga. 
Mereb sangat: ingin menikmari para pera:wan dan kebtm anggur mereka. Tapi para malaikat 
menghalanginya. 
Ketib onmg-onmg yang sudah jengah mtnnnggu itu melihat kebadimn Al:alll~ mereka pun 
bemapas !.ega. "Ptesiden kita ada di sini dan mau intervensi," mereka sating mengbibur satu sama 
lain. 
Al:alllt kcllingungan. "Kenapa kalian tidal< masuk ke dalam'l" tan)'allYa. 
"Nama !wni tidal< ada dalam daftsr peoghlllli surga," sahlh satu anal< bualulya melapor. "Mereka 
tidal< menrllild daftsr oama onmg Palestina." Maka Al:alllt beljalan ke samping jerulela dan 
memperkenalkan dirinyalrepada malail<al. juru tulis sebagai pemimpin Olllll8 Pal<stina. 
"Siapa?" lanya rualaikat pengurns administrasi. 
"Orang Palestina;"' jawab Arafat geram. 
Malaikat ilu !alu menyisir da.ftar nama orang yang berhak masuk surga., Ia mengangkal bahunya 
S<bagai lallrla bahwa tidal< ada 1ll!m3 yang dimaksud Ararat Ar.!lllt memmlut untllk bertemu Tuban. 
Malaikat iru l11liS1lk ke da!am untuk memberi tahu Tllluw bab.wa ada onmg dJ depan pinru dan 
sedang betleriak kalau dia dan rnkyatnya adalah syl!hid dan ingin mendapatkan surga. "Tapi," s! 
malaikat menunjuld<an, "mereka tidal< ada dalam daftM nama cal on pcnghuni surga." 
"Kau yaldn'l" Tuhan bertmya. 
"Sudah berulang kaH aku memerlJ.:sanya,." jawab si malaikat 
Tuhan be!]likir sejenak, lalu membuat keputusan. "CObalah minta Malaikat Jibril llllluk 
membangun sebuah kamp pengungsi. untuk mertka sampai kita mendapatk:an solusi yang tepat" 
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bermula dari upaya pemenuhali ambisi lawm Zionis1 Imel untuk mendiriklln 

sebuah negara Yahudi di Palestina. Faktanya, mereka berhasil-dan hanya bisa 

berhasil-dengan cam pengusitan penduduk asli dan pengarnbilalihan tanah air 

turon temurun merekli (Cattan. tanpa tahun). 

Sebuah tragedi l<emanusiaan yang menyedot perhatian dunia squk 1948; 

masalah pengungsi Palestina. Dunia Intemasional bahu-membahu untuk meneoha 

menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah melalui upaya pemulangan 

kembali atau repatrlasi. Para pengungsi Palestina dUihat sehagai korban manusia 

yang berbuk untuk mendapat perlindungan dan keamanan di manapiln mereka 

berada. Namun, sayanguya, upaya repatriasi !ni mendapat ganjalan yang besar 

dari pemer!ntah · Zionis IS!'ael. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah 

pemer!ntah Zionis Israel merasa perlu melindungi dan memberi keamanan kepada 

para penduduk Isrsel yang dikhawatlrkan bilang jika para pengungsi Palestina 

kembali. 

Konflik Israel-Palestina dangan sendirinya dapat diposisikan sebagai 

konflik sosial mengingat kasus ini dapat disoroli dari beberapa aspek: politik dan 

teologi. Menurut Oberscball (1978, 291), ~nflik sosial dapat dilu1ikan sebagai 

" ... a struggle aver values or claims to status, power, and scare 
resource, in wich the aims of the corif/lcl groups are not only to 
gain the desired values, but also to neutralise injure or eliminate 
rivals..·· 

Pengertian ini menu'!iukkan bahwa konflik sosial meliputi spektrum yang 

Iebar dengan melibatkan berbagi konflik yang membingks!nya, seperti: konflik 

antar kelas (social class conjlict), konflik ras (ethnics and rcteial conflicts), 

konflik antar pemeluk agarns (religions conjllcf), konflik antar komunitas 

(com1Titmal conjlicf), dan lain sebagainya. 

Inti darl lelucon lni adalah bahwa <li surga, sebagaimana <li bumi, omng Palestina adalah 
pengungsi abadil Lilia! hllp:llwww.etamuS!im.comlberiJaldunia/oki.aklul.Jlahas.(l)9deklarasl· 
islamabad.039-1lllluk tangani·masalah·pengungsi-muslim.blm 
'Zlonisme adalah sebuah ldeologi politik yang dikembangklln oleh Thoodor Herzl dcngan 
bertopeng ajar.ID Yalwdi. ldeo!ogi lni bertqjuan menyatuk:m kembali baogsa Yahud! yang 
lenliasporn di sebuah bukit Sllci, Zion, yang ted- di kawasan Palestina mt ini 
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1.2. Pokok Ptrmasalahan 

Saat ini teljadi perubahan cora pandang mengenai pengungsi. Jika semula 

pengungsi dipersepsikan sebagai korban yang harus dibori peoolongan, pada masa 

kontemporer ini pengungsi dianggap sebagai masalah atau bahkan ancarnan yang 

perlu diatasi dengan sarana kebijakan yang seringkali meegabaikan kepentingan 

pihak lain di luar negara. Perubahan dalam bagaimana pengungsi dipandang dan 

diperlakukan ini dirujuk oleh para ahli mengenai migrasi-salah satunya yaeg 

terkenal William Maley (2002}-sebagai sebuah krisis global (a global refugee 

crisis). Di dalamnya kemudian teljadi tarik-menarik antara konsepsi keamanan 

yang fokus pada keamanan negara (siate security) dengan konsepsi kearnanan 

yaeg fokus pada kemanusiaan (human security) 

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini terterik untuk meneliti bagaimana 

suatu negara-<lalam hal ini Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri 

Ehud Barak mencoba menerapkan pendekatan TUitional security yang berhadapan 

dengan konsep human security dalam menyikapi pengungsi-dalarn hal ini 

Palestina. 

1.3. Perumllllln Masalab 

Dalarn penelitian ini, peneliti mengsjukan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang 

nanti akan ditelaah lebih lanjut di bagian Pembahasan, yaitu 

a Bagaimana kebijakan Pemerintah Israel pada masa Perdana Menteri Ehud 

Barak terbadap peegungsi Palestina? 

b. Apa konsep pendekatan security yang digunakan oleb Pemerintah Israel 

pada umumnya dan Ehud Barak kbususnya dalam menangani 

pennasalahan Pengungsi Palestina? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan ilustrasi bagaimana dewasa ini 

penerapan kebijakB.u mengenai pennasalahan pengungsi oleh negara. Dari hal 

tersebut diharapkan dapat ditunjukkan bahwa permasalahan pengungsi merupekan 

sehuah isu yang sangat penting-khususnya dalam kajian seCW"ity. 

Penelitian ini juga berbarap dapat memperkaya kajian mengenai fenomena 

di kawasan Timur Tengah sekaligus menjadi jembatan untuk kajian mengenai 

pengungsi di kawasan ini lebih lanjut. 

1.5. Manfaat Penelidan 

1.5.1. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kreatilitas intelektual 

dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang terkait dengan studi 

politik dan hubungan internasiO!liil di kawasan Timur Tengah. Di samping itu. 

dibarapkan pene!itian ini dapat memotivasi dan menunjang peneliti untuk 

mengembangkan potensi diri dan berfikir positif serta logis dalam menyikapi 

berbagsi peristiwa terkait yang teJjadi di kemudian hari. 

1.5.2. Bagi Perkembangan limu Pengetabuan 

Dibarapkan penelitian ini dapat rnenambah referensi ekademik mengenai kajian 

pengungsi pada khususnya dan kajian kawasan Timur Tengah pada umumnya. 

Lebih jauh, diharapkan akan muncul kajian-kajian berikutnya yang dapat 

memperkaya kajian di bidang ini. 

1.5.3. BagiMasyarakat 

Dibarapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai kepada 

masyarakat berupa infurrnasi yang sebenarnya mengenai permasalahan pengungsi 

Palestina sahingga tidak teJjadi bias inforrnasi yang bisa membingungkan. Di 
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samping itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

bagaimana cara menyampaikan dan membahas sebuah permasalahan secara 

akademik dan logis sehingga dapat diterima dengan aka! sehat. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Fokus tulisan ini adalah pengungsi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan tentang definisi pengungsi. Secara garis besar, pengungsi dapat 

dibedakan rnenjadi dua: pengungsi internasional (refugees} dan pengungsi internal 

(Internally displaced personllDP) 

Pengungsi internasional adalah setiap oreng yang berada diluar negara 

asalnya dan yeng 1idak bersedia atau tidak dapat untuk kembali kesana 

ataupun untuk menernpatkan dirinya dlbawah perlindungan negara tersebut 

disebabkan adanya rasa ketakutan yeng sangat sebegai akihat dari alasan ras, 

keyakinan agama, kebangsaan.. keanggotaan dalam suatu kelompok sosial 

atau pendapat politik; atau auatu ancarnan terhadap kebidupan atau kearnanan 

sehagsi basil dari persengkataan befSel1iata dan hentuk-bentuk kakerasan yang 

meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum (UNHCR. 

2000). 

Sementara pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompnk 

orang yang telah dipaksa atau terpaksa melerikan diri atau meninggalkan rumab 

mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutarna sebagai akibat dari, 

atau dalarn rangka menghindarkan diri dari dampak-darnpak konflik bersenjata, 

situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara 

umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, 

atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan 

negara yang diakui seeara internasional. 

Salah satu solusi bagi masalab pengungsi adalah repatriasi sukarela. Ini 

adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal berdasarkan 

keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta kesadaran pengetahuannya. 

Repatriasi sukarela dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan eara diatur, 

yaitu dilakaanakan dengan bantuan negara·negara yang bersangkutan dan 
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UNHCR. Dan Kedua, deng211 cara spontan, yaitu pengungsi pulsng deng211 dana 

dan caranya sendiri tanpa keterlibatan ysng berarti dari UNHCR maupun 

pemerintah negara-negara ysng bersangkutan dalam proses kepu!Bng2!1nya. 

Ternyata, upaya pemulangan kembali para pengungsi ke tempat asaluya 

tidaldah semulus ysng dibayangkan, bahkan fakta di lapsngan menunjukkan 

betape sariognya para pengungsi mendapet penolakan untuk kembali ke tempe! 

asal mereke sendiri. Untuk . dapat menjilwab permasalahan ini, panulis 

menggunakan konsep Human SIW1Irity. Human Security adalah sebuah konsep 

ysng mencoba menekaakan pentingnya individu manusia -buk:an negaral­

sebagal subyek utarna dalarn kearnanan. Manusia sebagal individu adalah fukus 

yang paling layak dan merupek:an satu-satunya entitas yang bisa menjadi 

subyek kebijakan kearnanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan kondisi individu 

maka sernakin harus diprioritask:an kearnanan dan perlindungan baginya. Dalam 

konteks ini, para pengungsi adalah salah satu pihak yang sangat erat kahannya 

dengan konsep ini. 

1.7. Metndologi Penelitian 

1.7.1. MetndePenelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif ysng memperguneken baberapa 

pemikiran gabungan sebagai acuan. Penelitian ini bersitirt deskriplif yang 

ditujukan untuk mernaparkan bagalmana human security diterapkan oleh Israel 

dalarn menangani masalah pengungsi Palestina. Peoulisan penelitian ini barsifat 

univariat dengan satu variabel. 

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer (berupa Konvensi dan 

Protokol yang dirumuskan oleh PBB serta herbagai dokumen. legislasi serta 

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Israel Masa Pemerintahan 

Ehud Barak), serta data sekunder yang diperoleb dari buku-huku, jurnal, sural 

kabar, majalah, situs resmi di internet yang mernbabas isu pengungsi ataupun 

telaah tentang konsep-konsep keamanan. Metnde pengumpulan data adalah 

dengan studi literatur. 
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Data-data tersebut direncanakan diperoleh dari UNIC (Unit¢ Nations 

Information Center), perpustakaan British Council, Perpustakaan Pusat 

Universitas Indonesia, Perpustakaan FISIP UI, Kedutaan Palestina dan kedutaan· 

kedutaan negara Arab yang relevan. 

1.7.2. Sistematil<l!Penulisan 

Penelitian ini disusun meojadi lima bab. Bah pertama adalah pendahuluan 

menggambarkan secara umum keseluruhan penelitian Di dalarnnya mencakup 

latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematil<a penulisan. 

Bah kedua dipemntukkan bagi pemaparan tiojanan teori dan konsep yang 

diguuakan dalam penulisan penelitian ini. 

Bah kedga merupekan penjabaran dari metodologi penelitian yang sudab 

disinggung di bab pertama. 

Bab keempat merupakan pembahasan yang menoakup awal mula konflik 

Isr:ael-Palestina yang kemudian berdarnpak pada munculnya fenomeoa 

permasalahan penguogsi Palestina. Pada bab ini pula akan coba dianalisis 

mengenai sil<ap Pernerintahan Ehud Barak terbadap permasalaban tersebut dengan 

mengguuakan konsep naslonal security dan human security. 

Kernudian diakhiri dengan Bab kelima yang merupakan penutup darl 

keseluruhan tulisan. Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian 

untuktnpik yang sama barlkutnya. 
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2.1. Pengungsi 

BAB2 
TINJAUAN TEORI 

Secara garis besar. pengungsi dapat dibedakan menjadi dua: pengungsi 

internasional (refugees) dan pengungsi internal (intemally displaced personfiDP) 

Pengungsi internasional adalab setiap orang yang berada diluar negara 

asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk lrembali (kesana) 

ataupun untuk menempatkan dirinya dibawab perlindungan (negara tersebul) 

disebabkan adanya rasa ketakutan yang sangat sebagai akibat dari alasan ras, 

keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial 

atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau kearnanan 

sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang 

meluas lainnya yang secara serlus menggarggu ketertiban umum. 

Sementara pengungsi internal adalab orang-<>rang atau kelompok-kelompok 

orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meni!lggalkan rumab 

mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagsi aklbat dati, 

atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak kontlik bersenjata, 

situasi-situasi rawan yang ditandai oleb maraknya tindak kekerasan secara 

urnum. pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, 

atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan 

negara yang dialrui secara intemasional. 

Dalam kontaks pengungsi Palestina, kedua jenis pengungsi ini berada pada 

posisi yang sarna-sama lemah dan sangat memburuhkan perhatian, namun yang 

paling menyedibkan adalab para pangungsi internasional yang berada di lremp­

kamp pengungsian di negara-negara Arab tetangga ataupun yang tersebar di 

seluruh dunia. Oleh karena itu, dalarn tulisan ini, penulis tidak akan terlalu 

membedakan antara kedua jenis pengungai tersebut dan akan diistilahkan sebagai 

"pengungsi Palestina}' saja.. 

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) memberikan 

definisi tentang pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negsra warga 

negaranya atau jika ia tidak memi!iki wargs negara, negara dimana dia bertempat 
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tinggal sebelumnya, karena Ia memiliki atau pemah memillki rasa takut akan 

persekusi karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau peru:lapat politik dan 

tidak dapat, atau karena suatu ketakutan, tidak bermaksud untuk mendapatkan 

dirinya perlinduogan dari pemerintah negam kewarganegaraanya atau jika dla 

tidak memiliki kewarganegaraan, untuk kembali ke negara dimana dia pernah 

bertempat linggal sebelumnya. PBB menetapkan tanggal 20 Juni sebagal Hari 

Pengungsi Sedunia. 42 juta warga dunia hidup sebagai pengungsl. Menurut 

statistik yang diluncurkan UNHCR untuk tahun 2008, hampir dua per tiga di 

lllltaranya terpaksa mengungsl di negaranya sendiri. Siaanya, yaitu sekitar 10,5 

jula orang, mencari suake d.i negara lain. 80 persen dari para pengungsl ditampung 

di angara berkembang. Di antara mereka banyak yang letap tinggal di sana, tanpa 

peluang untuk kembali puiang. Hampir enam juta orang sudah hidup lima tahun 

lebih di pengungsian Dan negam tuan rumalt kerap mengalami kesulitan 

menghadapi arus pengungsi tersebut. 

Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau dalam bahasa lnggris 

disebut United Nations Higb Commissioner for Refugees disingkat UNHCR 

bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan padli tanggal 14 Desember 1950, 

bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi 

berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk 

mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan ternpat menetap 

mereka ke temp at yang baru. 

Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi lnternasional dan Badan 

PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi 

pengbargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan !981. Badan itu diberi 

mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkab intemasional 

untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di 

seluruh dunia. Tujuan utamllJlya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. 

Badan ioi mernastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh 

perlindungan. 

Berdasarkan Konvensl tahun 1951 di Jenewa, United Nation High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) mengelompokkan pengungsi3 menjadi dua 

3 lsJam mcmiliki peng;uuh yang teblll besot dan memperl<aya bukum tenJang "'gala hal yang 
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jenis yaitu pengungsi internal disebut Jntemally Displace Persons {lOPs) dal! 

pengungsi lintas batas atau Refugee. 

Terkait dengan Pengungsi Internal atau Internally Displace Persons 

{lOPs), UNHCR (2000) menyebutkan bahwa IDPs adalah pengungsi yang keluar 

dari wilayah tertentu dan menernpati wilayah lain tetapi rnasih dalam saru daerah 

kekuasaaan saru negara. Pengnngsi internal biasanya merupakan penduduk migran 

terpaksa aldbat konllik bersenjata atau aldbat dari situasi-situasi rawan lainnya 

(seperti tindak kekerasan, beneana alam, bencana aldbat ulab manusia) yang tidak 

melintasi perbatasan negaranya. Pengungsi internal juga dapat dia.rtikan sebagai 

seseorang atau kelompok masyarakat yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah 

lain sebagai aldbat dari bencana alam dan atau bencana sosial yang menimbulkan 

kecemasan dan ketakutau yang dapat mengancam setiap jiwa individu dan 

kelompok. Berbagai pertikaian dan kekerasan, bsik yang disebebklln oleh 

prasangka etnis (etnocentris), dan agarna (reHgiosentris), rnaupun sebagai dampak 

kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang yang berbasis ketimpangan dan 

perbedann akses atas penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, telah berakibat 

pada penguagsian besar-besaran warga masyarakat dari berbagai daerah. 

Berbeda dengan perlindungan pengungsi yang telah menjadi perhatian 

komunitas internasional sejak 1921 dengan diangkatnya Komisaris Tinggi untuk 

pengnngsi yang pertama oleb Liga Bangsa-Bangsa, perlindungan i11temal/y 

displaced persons (JDPs) (orang-orang tersingkir di dalam negeri) baru 

memperoleh perhatian komunitas seeara serius ll<liak awal 1980-an. Sebelumnya, 

letkait dengan urusan pengungsi intemasional. UNHCR beketjasama dengan OKI membuktibn 
hal tersebut lewat sebuah studi yang bertajllk '!be rughl to Asylum-· Islamic Sllari'ah and 
Intemationalll<fugee Law". SWdi ilU dipimpin 1-oleh ketua UNHCR, Anl6nio Gut.,..., 
dan disusun oleh Profesor llnkum Universliao Cairo, Ahmed Abu Al-Watit Suah ilU mencoba 
melibat dampak dati hukum Islam dan nilai-niilU yang tcrkaDJ!ung dali!m ajaran Islam pada 
kerangka ketja hukum masa kini, dang:m mengacu pada aktivitas global yang mewakili pul­
juta pengllli8Si dunia. Beriknt iiD beberapa kesimpulan pell!ing dati studi tersebuc a. sya.riah yang 
diberlakul:an 14 abad ilUu mampu -ciptakan dasar-dasar untul< -gai hukum -onal 
yang berl<aitan dengan masalah peogungsi, b. berdasa!lom syariah, umat Islam dan non-muslltn 
m.emiliki hak untuk mencari dan menikmaU suaka dati penyiksaan. e. Islam melarang pengirlman 
or.o~g-orang yang =mbutllhkan perllndungan Ire tempat yang membahayakan lll<l<lre, dan 
mendesak para pendokungnya untul< memballtu pam pengungsi agar bisa bertemu lagi dengan 
anggota lo:luarga dan menjrunin perlindungan atas jiwa dan harta benda mereka, d. Islam juga 
melarnng tindakan yang memaksl para pengungsi untuk pindall Io:yakinan agama dan 
menyi!lgldrkan kompromi hak-hak lll<l<lre, dan e. sa}'lUlgllY3, sekalipen perllalum Islam diberikan 
untuk para pengungsi, umat Islam mewakili dali!mjumiah besar untuk para penguogai dlmia 
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mesklpun perbatian komunitas intemasional sudab ada, perbatian terbadap IDPs 

tidaklab besar dan terbatas pada aspek bantuan (assistance) bukan perlindungan 

(protecnon). 

Pada tabun 1982 tercatat 1.2 juta IDPs di sebelas negara. 1umlab ini 

kemudian meningkat drastis menjadi 14 juta pada tabun 1986 dan pada tabun 

1997. menjadi 20-25 juta yang tersebar di labih dati 40 negara di semua kawasan 

di dunia. Dati jumlah tersebut. sekitar I 0 juta terdapat di All:ika, sekitar 5 juta di 

Eropa (Timur), sekitar 5 juta di Asia, dan antara 1 dan 2 juta di Asnerika Latin. 

Pada 2002 ini jumlab IDPs dipastikan lebih banyak dati jumlab pada tabun 1997 

tersebut karena meningkamya jumlab IDPs di Afghanistan sebagai akibat 

serangan atttiteroris terbadap Taliban sejak Oktober 2001 dan terdapatnya IDPs di 

Indonesia yang beljumleb sekitar 1.3 juta orang yang tersebar di sembilan belas 

provinsi. 

Di manapua, penyingkiran di dalam negeri (mtema/ displacement) terjadi 

sebagai akibat situasi konflik, terutama konflik bersenjata (armed conflicts), 

kakerasan (violence), dan pelanggaran hak asasi manusia (violation of human 

rights) yang disebabkan oleh hal-hal antara laia, konflik antar kelompok· 

kelompok politik yang masing-masing memperoleb dukungan Asnerika Serikat 

atau Uni Soviet sebuna Perang Dingin ( di Afrika: Angola, Ethiopia, Liberia, 

Mozambik, Somalia; di Asia: Afghanistan, Kamboja; di Asnerika Latin: El 

Savador}; runtuhnya sistem kenegaraan dan bangkltnya aspirasi nasiol!lllistik 

serta timbulnya· persaingan etnis (dibeberapa negara baru di bakas wilayab Uni 

Soviet dan bekas Yugoslavia); keseojangan besar dalam distribusi kekayaan 

negara diantara para warganya, pemllikan tanab, dan kekuasaan pemerintaban 

(Burund~ Rwanda); masalab tanah (Kolombia) ; penekanan golongan minoritas 

oleh golongan pengusss (Sudan, Turki); konflik antara pemerintah pusat dan 

kelompok separatis bersenjata (Sri Lanka; di Indonesia: Aceh, Irian 1aya); 

pertentangan kelompok berlatar belakang emls (di Afrika: praktis semua konflik 

internal di Afrika mempunyai unsur pertentangan etnis; di Indonesia: Kalimantan 

Barat, Kalimantan Timur); pertentangan kelompok berlatar belakang agama (di 

Indonesia: Maluku, Sulawesi Tengab); dan pemisabao suatu wilayah negara ( di 

Indonesia: Timor Timur). {Pax, 1998) 
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IDPs berada dalam kondisi yang lazim disebut kondisi atail situasi yang 

ml!lp dengan kondisi atau situasi pengungs~ karena keduanya terpaksa 

meninggalkan atau berada diluar kampung halamannya karena aneaman terhadap 

keselamatan atau hak asasi dan kebebasan fundamentalnya; dan dalam. kondisi 

demikian; selaln itu, keduanya membutuhlw! perlindungan dan bantuan, sampai 

terselesaikannya masalab yang mereka hadapi. Namun bedanya, IDPs berada di 

dalam wilayab negera asalnya, sedangkan pengungsi berada di luar wilayab 

negara asalnya; selaln itu IDPs memperoleh perlindungan nasional (pemerintab 

negara asalnya), sedaegkan pengungsi tidak memperoleh perlindungan nasional 

dan karenanya ditempatkan di bawah rezim perlindungan intmlasional. 

Dalam kondisi demikian, perlindungan IDPs sena jaminan pelaksanaan 

hak asasi dan kebebasan fun.damernal mereka sungguh-sungguh tergantung pada 

sikap, lindakan, kebijakan, efuktivitas, dan kemauan pemerlntab negara IDPs yang 

bersangkntan. Perlindungan yang harus diberlkan oleh pemerlntah nasional, 

termasnk Pemerlmab IU, kepada IDPs mencakup dua bidang utama. Y akni, 

perta.rna, keaelamatan (yang meliputi keselarnatan jiwa, keamanan fisik dan 

mental, dan integritas fisik dan moral) dan, kedua, pelaksanaan hak asasi dan 

kebebasan fundamental (yang sangat dasar dan yang paiing dibutuhkan oleh IDPs 

sesuai dengan kondisi mereka). Melihat kemiripan kondisi IDPs dengan kondisi 

pengungs~ maka pokok-pokok perlindungan bagi pengungs~ dapot diterapkan, 

yang pada IDPs merupakao perlindungan sudab harus diberikan oleh pemerintah 

nasional pada w~ mereka masih berada di daerab kediaman asal. pada waktu 

proses penyingkiran, di tempat trnnslt, di daerab pernmkintan sementara selama 

peljalanan kembali ke daerab asal atau ke daerab relokas~ dan pada masa awal 

relntegrasi mereka (di daerah asal) atau kehidupan mereka di daerab re!okas~ 

sampai dinilai mantapnya reintegrasi IDPs di daerab asal atau kehidupan mereka 

di daerah re!okasi. (Korn, 1998) 

Di samplng penanganan masalah pasca penyingkinln hai yang sama 

penlingnya adalah peneegaban penyingkiran secara pakaa (forced displacement), 

yang mungkin teijadl di tempat lain atau terulang kemba!i di tempat yang sama. 

Dalam penanganan pasca penyingkiran per1u disadari dua hai pokok, yaitu 

pertama masa penyingkiran itu dapat berlangsung lama sebelum tercapainya 
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solusi jangka panjang (d11rable solution). Kedua, bagi para lrorban, penyingkiran 

terpakaa itu merupakan pelanggaran atau non- penghormatan hak asasi dan 

kebebasan fundamental tertentu milik mereka yang hams dipulibkan. ltuleb 

sebabnya, selama masa penyingkiran itu, harusleb dapat dipastikan terlindungi 

dan terpenuhinya hak asasi dan kebebasan fundamental mereka, setidak-tidaknya 

yang paling esensial, paling dibutubkan, dan dimungkinkan pelaksanannya 

mengingat kondisi-kondisi yang mungkin tidak senantiasa kondusif. (Cohen & 

Deng, 1998) 

Apa yang dimaksud dengan Pengungsi Lintas Balas (RefUgee)? RefUgee 

adalah seseorang atau sekelompok orang yang oleh karena rasa takut yang wajar 

akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

pada suatu kelompok sosial tertentu atau pandangan politik. terpakasa keiuar dari 

negara asalnya dan tidak bisa atau karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada 

di dalam perlindungan negeri tersehut. 

Dalam peijalanan statusnya, pengungsi mengalami heherapa tebap, yaitu : 

• Tabap sehelum pelarian (pre:flighf) yaitu pengungsi ditampung di suatu 

tempat yang aman sebelum akhirnya dipindab ke tempat tujuan. Lamanya 

di tempat penampungan tergantung dari sarana yang ada untuk 

memindabkan pengungsi ke tempat tujuan. 

• Tabap pelarian dan keterpiseban (flight and separation). Pada tabap ini 

pengalaman pengungsi dalam peijalanan ke tempat tujuan. Kondisi ini 

sangat tergantung pada sarana transportasi yang didapatkan oleh 

pengungsi. Banyaknya pengungsi dapat menimbulken masaleb pendataan 

anggota keluarga pengungsi dan lremungkinan terpisah dengan anggota 

keluarga yang lain. 

• Tebap penampungan di tempat tujuan (Asylum). Pengungsi ditampung di 

tempat penampungan darurat yang fasilitasnya sangat terbatas, bisa juga 

tinggal di rumab-rumab penduduk. Lama tinggal di penampungan 

tergantung pada penyediaan tempal baru yang disediakan pemerintah 

setempat yang menjadi tujuan pengungsi. 

• Tebap penempatan di tempat tinggal yang ham (resettlement). Pada tabap 
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ini pengungsi menempati tempat tinggal tetap yang disediakan pemerintah. 

2.2. Repatriasi 

Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal 

berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta kesadaran 

pengetahuannya. Salah satu organisasi internasional yang Jnengurusi masalah 

tersebut adalah PBB melalui sebuah badan khusus yang bernama UNHCR (United 

Nations High Comissioner of Refugees). Badan ini bertugas untuk memasrikan 

repatriasi yang aman, cepat dan lancar sehingga para pengungsi bisa kembali ke 

tempat asalnya. Ada dua fungsi utama UNHCR, yaltu perlindungan internasional 

dan pencarian solusi beijangka panjang terbadap masalah pengungsi Dalam 

melaksanakan fungsi kedua--solusi permanen, UNHCR mempunyai tiga 

alternatif penuntasan masalah pengungsian, yaitu (Pujiono, 2004: 31-32): 

I. Kembali ke tempat asal. Hal ini hampir selalu menjadi pilihan utama karena 

setiap orang pada umumnya mempunyal ikatan kultural, emosional dan 

ekonomis dengan tempat asal-usulnya.-

2. Membaur dengan masyarakat setempat. Dengan kata lain, membangun hidup 

baru di tempat pengungsian. Dalam hal inL masyarakat pengungsi dan 

masyarakat setempat mungkin menyepakati suatu pemukiman barn dengan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi melalui mekanisme formal atau 

kultural. Namun, mungkin juga masyarakat setempat tidak mengijinkan 

dibukanya pemukiman baru melainkan menghendaki agar para pengungsi 

tinggal di kamp-kamp penampungan yang dirancang menjadi semacam 

perkampungan khusus. 

3. Relokasi ke temp at pemukiman barn. Ketika kedua altematif di alas buntu, 

maka para pengungsi terpaksa dicarikan tempat pemukiman lain melalui 

mekanisme mediasi oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau LSM. 

Altematif yang pertarna lebih sering diistilahkan sebagai repatriasi sukarela 

(voluntary repatriation). Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi 

ke negara asal berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta 
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kesadaran pengetahuannya (UNHCR, tanpa tahun). Repatriasi sukarela dapat 

dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara diatur, yaitu dilaksanakan 

dengan bantuan negara-negara yang bersangkutan dan UNHCR. Dan Kedua, 

dengan cars spontan, yrutu pengungsi pulang dengan dana dan caranya sendiri 

tanpa keterlibatan yang berarti dari UNHCR maupun pemerintah negara-negara 

yang bersangkutan dalam proses kepulangannya. 

T ernyata, upaya pemulangan kembali para pengungsi ke tempat asalnya 

tidaklah semulus yang dibayangkan, bahkan fakta di lapangan rnenunjukkan 

betapa seringnya para pengungsi mendapat penolakan untuk kembali ke ternpat 

asal meraka sendiri. 

2.3. Konsep Security (Keamanan) 

2.3.1. Security 

&curity merupakan salah satu konsep penting dalarn kajian hnbungan 

internasional. Pada awalnya konsep ini sangat erat kaitannya dengan peran negara. 

Secara sederhana security dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang 

membiearakan tentang masalab keamanan negara dalam berinteraksi dengan 

pihak ekstemal. 

Jika kita melibat kembaU ke sejarab, dunia internasional pada awal abad ke-

20 mengalarni dua kali perang dalarn skala basar-yang lazim dikenal dengan 

istilah Perang Dunia I dan ll-<lalam kurun waktu yang sangat berdekatan. lnilab 

awal mula yang membuat para pemikir politik internasional kemudian 

memfokuskan kajiannya pacta masalah security. 

Begitu pentingnya kajian ini sebingga bangsa-bangsa ketika itu--terutama 

dari Barat mernikirkan perlunya didirikan sebuab badan internasional yang di 

dalamnya ada sebuah tembaga khusus yang menangani masalab security ini. 

Lahirlab kemudian League of Nations I Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan kemudian 

diteruskan oleh United Nations /Perserikatan Bangsa·Bangsa (PBB). Di dalam 
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PBB terdapat sebuah badan yang sangat powerful untuk menangani masalah 

security yang disebut Dewan Keamanan PBB (DK-PBB). 

Dewan Keamanan meogadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 

1946 di Church House, London dan keputlisan yang mereka tetapkan disebut 

Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. 

Mereka aslinya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia fi: 

Republik Cina (Taiwan), Perancis, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat. 

Republik China (Taiwan) dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik 

Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya. 

Dalam hal mempertebankan perdamaian dan keamanan intemasional 

diserahkan kepada . Dewan Keamanan, dengan syarat semua tindakan Dewan 

Keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugan dan 

kewajiban Dewan Keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : 

1. Menyelesaikan perse!Jsihan dengan cara-cara damal, yaitu dengan cara yang 

didasarkan atas; persetujuan sukatela atan paksaan bukum dalam menjalankan 

persetujuan. 

2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan 

yang berarti penyerangan 

Sedangkim fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut: 

l. Memelihara perdamaian dan keamanan intemasionaal selaras dengan azas­

a28S dan tujuan PBB. 

2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan 

pergeseran intemasional 

3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang 

demikian atau syarat penyelesaian. 

4. Merumuskan rencana~rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur 

persenjataan 

5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi 

dan mengusuikan tindakan apa yang harus diarnbil 

6. Menyerukan untuk rnengadalcan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang 

bnkan perang untuk rnencegah atau menghentikan agresor 

7. Mengadakan a1r!li militer terbadap seorang agreaor 
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8, Mengusulklln pernasukan anggota-anggota barn dan syarat-syarat dengan 

negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalarn setatus mahkamah 

internasional, 

9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah "strategis", 

10. Meogusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, 

. dan bersama-sama dengan majelis umum,- pengangkatan para haldm dari 

mahkamab internasional, 

11, Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum. 

Dari tugas serta fungsi DK-PBB di alas dapat disimpulkan hahwa betapa isu 

tentang sectlrity bukanlab aekedar isu biasa dalarn konteks hubungan intemasional. 

2.3.2. Konsep Awal Becurit/ 

Dalam studi mendalamnya tentang security dalam konteks negara, Stephan Del 

Rosso, Jr. mengemukakan bahwa istilah tersehut berasal dari kata Latin 

securita&-terkait dengan kata securas-yang berarti "tanpa perhatian". Pada 

level paling mendasar, kearnanan dipabami sebagai ketiadaan perbatian atau 

kebebasan dari risiko, bahaya, keraguan, kecemasan, dan ketakutan (Smhh­

Windsor, 2001). Ditambabklln bahwa Security sebagai sehuab nHai sosial (social 

value) dan sebagai sebuah tujuan sosial (societal goal) dapat didetinlsiklln, sooara 

obyektif, sebagai suatu ketiadaan kondisi b<:rbahaya atau ancaman dan, sooara 

subyektif, sebagai suatu perasaan atau kepastian adanya perlindungan terhadap 

kondisi berbabaya. 

Penekanan konsep security pada negara tidak terlepas dari salah satu 

paradigma penting di dalam kajian Hubungan Jntemasional, yaitu Paradigma 

4 Agar konsiste.n, dalam tuJisan inl penulis memilih ut11uk menggunakan veiSi balta sa Inggris. 
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Real is. Menurutlallangan penganut paradigm irii, yang menjadi · objek utama dari 

masalab security adalab negara, dan pada prinsipnya konsep security menjadi 

sinonim deogan pertahanan negara (Ayoob, 1994: 225). 

Dalam literatur hubnngllll internasional, secara tradisional penggunaan istilah . 

security didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu pertama, babwa pada prinsipnya, 

ancaman terbadap keamanan suatu negara berasal dari luar perbatasan negara, dan 

kedua, bahwa secarl! primer-jika tidak ekslusiE-ancaman-ancaman tersebut 

merupakan ancaman militer dan biassnya membutubkan tanggapan militer jika 

negara target menginginkan keamanannya tetap tetjaga. Ini kemudian lazim 

disebut dengan istilab keamanan nasional. Kearnanan Nasional (Nati011t1l 

Security) merujuk pada kebntuha.n untuk memelihara dan mempnrtabanksn 

ekaistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik ~ 

pengembangan diplomasi. Secara kunveasional, tafsir kollSep Keamanan 

Nasional menekanksn kepada kemampuan pemerintab dalam melindungi 

integrltas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam 

negaratersebut. 

Beberapa langksh yang penting untuk memastiksn keamanan nasional : 

• Penggonaan diplomasi untuk menggalang sekum dan mengisolasi 

ancaman 

• Penataan Angkstan Bersenjata yang efektif 

• Implernentasi kunsep pertabanan yang bersifilt sipil dan kesiagaan dalam 

menghadapi situasi darura~ termasuk terorisme. 

• Memastikan daya dukung dan ketersediaan illfrastrukter dalam negari 

yang penting 

• Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalabkan 

atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi 

informasi rahasia 

• Penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk Melindungi Nagara 

Iiks dikaitkan dengan bagian pendahuluan di atas, babwa asal mula 

munculnya kajian security ini karena adanya Perang Dunia yang erat kaitannya 

dangan militer, maka dapat disimpulkan babwa konsep awal security hsnya 

menekankan pada masalah keamanan negara dari sudut pandang militeristik 
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belaka. Hal ini kemudian memunculkan ~ pennasalahan yang lazim disebut 

sebagai "Security Dilemma" (Gilpin, 1981: 94). 

Maksud dari istilah diaafas adalah bahwa setiap individulkelompoklnegara 

memiliki kekhawatiran bahwa dinnya tldak aman sebingga sangat mungkin 

diserllllg atau didominasi oleb pihak lain. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk 

mendapatkan security dengllll cara memperoleh power militer sebesar mungkin. 

Temyata upaya tf!fS<lbUt secara langsung maupuu tldak langllllng juga bemrti · 

meningkalkan ketidakamanan bagi pibak lain sehingga menimbulkan kompetisi 

untuk juga meraib security dan power minter yang sama. Dengan kala lain, upaya 

untuk meraib keamanan temyata bisa menyebabkan ketldakamanan di pihak lain. 

Contoh konkrit dari masalah di alas adalab munculnya era Perang Dingin 

antara Amerlka Serlkat dan Uni Soviet pasca berakhirnya Perang Dunia II hingga 

akhir !990-an. 

llustrasi: 

Deflnisi Keamanan pada Era Perang Dingin 

PENDEFINISIAN KEAMANAN 
SECARA SEMPIT: 
• Santralisasi banya pada ancaman militer 

den eksternal 
• Nalion-amlered dan state-cenliJred 
• Kebijakan negara terfokus pada 

perlindungan wilayah nagara 
• Ancaman yang ditanggapi adalah yang 

bersifat langsung dan yang kasat mata 

Diabaikannya 
peimasatahan keamanan 
dalam konteks yang lebih 
luas (mencakup sosial, 
ekonomi, dan Hngkongan 
hldup) 

Sumber: Vaugban Robinson, "Security, Migration and Refugees," artikel dalam 
Nana Poku and David T. Graham (ads), RedefiNing Securll)l: Population 
MQIIements and Nationnl Security, Westport, CT Praeger, 1998. 

2.3.3. Perluasan Konsep Keamanan dan Ancaman 

Paska berakhlrnya perang dingin konsep dan isu keamanan internasional mulai 

berkembang. dimana konsep ini sebelumnya selalu diasosiasikan dengan 
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pendekatan militeristik dan saat ini mulai bergeser Ire isu humott security, societal 

securiry, envirottmental security dan economics security. IBu·isu keamanan pada 

saat dan sebelum perang dingin didominasi oleb isu-isu pertabenan, security 

dilemma, arm race, m~ldlr, persen]alaott dan lain sebagainya. Seiring dengan 

perkembangan dinamika bubungan internasionai, banyak para penstudi Hubungan 

Intemasional mulai untuk memperluas konsep dan defenisi darl kajian keamanan. 

Oleb karena itu kosep keamanan sampai saat sekarang dianggap sebagai "konsep 

yang masih diperdebatkan" (conle$ted concept). 

rsu keamanan internasional secara tradisional dapat ditemukan dalam 

pemahaman keamanan militer-politik, dalam konteks ini konsep keamanan 

berhicara bagaimana untuk survive (Buzan, 1998: 21). Dalam agenda keamanan 

yang lebih 1uaa deflnisi keamanan menyangkut isu-isu yang lebih luas yalmi isu 

kesmanan tidak banya dititikberatkan pada isu keamanan militer tetaPi juga 

menyangkut kesmanan lainnya Seiring dengan perkembangan interaksi antar 

aktor-aktor di dalam arena dunia intemasional baik stale actor maupon non-state 

actor, interaksi yang dibangun tidek lagi hanya be/main pada tataran politik, 

militer , ideologi (isu-isu high politics) akan tetapi mulai meluas kepada aspek­

aspek lain seperti ekonomi, sosial, infonnasi dan komunikasi, tekoo1ogi dan lain­

lain. lnteraksi tidak lagi bersifat slate centric tetapi juga melibatkan ektor-aktor 

non-state dan lebib mengglobal. Perkembangan inilab yang kemudian 

melahirkan gagasan globalisas~ dimana adanya saling keterkaitan antar aktor­

aktor di dunia internasional di dalam isu-isu yang beragam baik polltik, ekono~ 

sosial, pertabanan, lingkungan dan lain sebagainya. 

rerma keamanan memiliki pengertian universai yang beraneka ragam, 

sehingga pengertiannya bergantung pada kata yang meogiketinya. Ditinjau dari 

tatarannya, paling tidak dapat dikategorikan sebagai: ( 1) lntemati(}Tl(1/ Security, 

untuk level dunia (2) National (State) Security, untuk level negara, (3) Public 

Secttrlty (and OrdEr), untuk level masyarakat, dan (4) Human Sect~rity, untuk 

level individu. 

Semakin berkembangnya globalisasi, maka ancaman akan tatanan dunia 

semakin beragam. Ancaman yang semula merupaksn terminologi darl konsep 

militer mulai bergeser ke konsep yang lebih luas seperti apa yang dikemukakan 

Universitas Indonesia 

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana UI, 2009



22 

oleh Brown, Ullman, Nye dan Lyn-Jones yang mengatakan bahwa Intemational 

88curil)l Studies membutuhkan .sebuah agenda yang secara substansial lebih luas 

dibandingkan dengan keamanan militer (Buzan, 1991: 23). 

Untuk memabami keamanan internasional itu sendiri, Beberapa para 

ilmuwan hubungan internasional mencoba untuk mendefenisikan kearnanan 

intemaslonal antara lain : 

Sebuah bangsa dikatakan aman apabila marnpu memperiabankan keadaan 

tidak dalam biihaya akan · pengmbanan ni!ai-nilai pokok jika berharap untuk 

menghindari perang dan jika ikut berperang harus marnpu untuk mempertahankan 

kemenangannya (Walter Lippmann, 1999: 195). 

Keamanan dalarn pengertian objelctif merupakan ukuran-ukuran tidak 

adanya ancaman terhadap nilai-nilai dan secara subjelctif tidak adanya ketukutan 

bebwa nilai-nilai tersebut akan diserang. 

Stabilitas keamanan hanya mampu dicapai o!eh orang-orang dan 

kelompok-kelompokjika mereka tidak saling menghan<:urkan satu sama lain. Hal 

ini mampu dicapai jika keamanan dipabarni sebagai sebueb proses emansipasi. 

Memahami konsep keamanan te!ah termasuk di dalamnya aspek politik, 

ekonomi, societal dan !ingkungan sebagaimana aspek mi!iter yang didefinisikan 

dalam lingkup yang lebih luas. Dimana keamanan merupakan sebuah keadaan 

yang bebas dari ancaman. Dalam kunteks sistem internasional keillllliiliU1 adalah 

mengenai kemampuan negara dan masyarakat untuk memelihara kemerdekann 

indentitasnya dan fungsi integritasnya. Dalam mencapai keamanan negara dan 

masyarakat kadengkala memiliki interaksi yang harmonis satu sama !ainnya dan 

kadangkala saling bertentangan, 

Secara sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipahami bebwa suatu 

kondisi yang aman (secure) adalah suatu kondisi yang behas akan adanya 

ancaman baik itu dari aspek militer maupun aspek lainnya dan keadaan yang tidak 

aman (insecure) dapat didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan man usia 

di dalam sehuah kelompok, masyarakat dan negara di segala aspek kebidupan 

manusia. 

Bagi kelompok pemikir crilical security studies seperti Richard Wyn 

Jones (1999: 166) dalam bukunya Security, Strategy and Crilica/ Ther:ny, konsep 
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keamanan harus dielaborasi dan didefinisikan kembali untuk melahirkan sebuah 

bentuk gerakan emansipasi terhadap dominasi di dunfu internasional. Oleh karena 

terdapat beberapa alternatif dalam melihat keamanan itu sendiri, yakni : 

• Deeper (lebih · dalam) bahwa perlunya pemahaman bahwasanya 

keamanan adalah sebuah konsep yang dibangun (derivative concept) dimana 

keamanan merefleksikan asumsi yang lebih dalam mengenai keadaan alamiah 

politik dan peran konflik dalam kehidupan politik. 

• Broader (lebih luas), adanya pangakuan bahwa kekuatan mlliter tidak 

hanya sebagai satu-satunya ancam!llf potensial terhadap keamanan dan bahwa 

ancaman lalnnya sama pentingnya dan sama-sama dipertimbangkan didalam 

kajian ksamanan. 

• Extended (diperluas), bahwa adanya perluasan terhadap objek terancam 

lalnoya dibandingkan negar11, kebidupan iadividu manusia dan bagalmanapun 

semuanya dian!!S"P sebagai objek yang paling temncam (ultimate referents). 

Adanya pemfokusan bahwasanya antarn. teori dan praxis keamanan dapat terlihat 

sebagai sebuah kesatuan. 

2.3 .4. Perkembangan Konsep Security ke Arah Konsep Human Security 

Seiring dengan perkembnngan isu-isu intemasional yang terjadi, serta munculnya 

kompetisi mlliteristlk yang tidak sehat, menimbulkan munculnya kririkan 

terhadap konsep security yang umum berlakn. Sejak kurun waktu 1970-an dan 

1980-an muncullah ide untuk mengemhangkan konsep seCllrity dari bersifat 

military-centered dan stale-centered menjadi barsifut non-military-centered dan 

humtDH:entered. Konsep lni lazim disebut sebagai human security (keamanan 

insani). 

Walaupun semula merupakan isu yang terpinggirkan, namun sebenarnya 

sejak 1960-an isu perluasan definisi security sudah mulai dibicarakan oleh 

kalangan akademisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Del Rosso (Buzan, 1998: 

37), sebarusnya ada perluasan konsep keamanan dari semula banya mencaknp 

keamanan warga negara dari a:ncaman agresi asing bersenjata ke gagaaan bahwa 
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keamanan barns mencakup pula kebebasan individu dari ancaman-ancaman 

nonmiliter terlladap manusia (human security). Konsep keamanan pada awalnya 

memang memiliki akar dari konsep kebijakan luar negeri, karenanya tidak 

mengherankan jika perbatian utama dari keamanan negara ditakankan pada 

perlindnngan wilayalt nasional dan populasi sebagai dua atribut utama dari negara. 

Human security dapat dianggap sebagai sebuah paradigma baru. Berbeda 

dari paradigma sebelumnya yang lebih banyak merutikberatkan dari sudut 

pandang kepentingan negara. keamanao inaani Iebih memusatkan perhatiannya 

peda kepentingan umat manusia. Dalam konteks ini, isu kedaulatan berdasarkan 

prinaip taritorialitas digantikan dengan kedaulatan berdasarkan legitimasi 

demokratis. Wilayalt nasional digantikan dengan transnasionalitas; dan 

independensi negara bereda dalam bayang-bayang interdependensi bak-bak asasi 

manusia. 

Lebih jauh, dengan adanya paradigma baru tersebut, security dapat 

dikatakan menailiki lima dimensi tambaban. Pertarna, pergeseran sumber ancaman 

keamanan dari lingkungan eksternal menjadi lingkungan domestildnasional. 

Kedua, perubaltan sifat ancaman dari militer rnenjadi non-militer. Ketiga, 

perubahan re.spon dari millter setnata menjadi non-militer. Keernpat, perubaban 

tanggung jawab keamanan dari negara somata menuju tanggnng jawab kolektif. 

Kelima, perubaban nilai inti keamanan dari negara menjadi individual dan dari 

nasional menjadi keamanan global. 

Perluasan konaep tersebut mencakup setidakuya lima komponen: 

L Military security yang di dalarnnya mencakup dinarnika kemampuan ofunsif 

dan defensif angkstan bersenjata suatu negara serta persepsi negara terbadap 

masing-masing dinamika tersebut. 

2. Political security yang di dalamnya mencakup kestabilan organisasi 

kenegaraan, sistem pemerintaltan dan ideologi yang memberi legitimasi 

kenegaraan. 

3. Economic security yang di dalarnnya mencakup akses terhadap sumber­

sumber daya, kenangan, dan pasar yang diperlukan bagi pencapaian tingkat 

kesejaltteraan dan kekuasaan negara yang berkelanjutan. 
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4. Societal security yang di dalamnya mencakup keberlaogsungan di antara 

k.ondisi·kondisl yat1g mungkin bagi proses perubahan secara bcrtabap di dalam 

pola·pola tradisional di dalam masyarakat, seperti babasa, bcdaya, identitas 

nasional serta tala cera peribadatan keagamaan. 

5. Environmental security yang di dalamnya mencalrup pelestarian biosfer lokal 

dan biosfer dunia sebagsi suatu sistem pendukung yang teramat penting yang 

padanya selurub aktifitas kemanusiaan sangat tergantung. 

Dalam penerapannya, keUma sektor ini tidak beroperasi secara terpisab dari 

yat1g lainnya. Masing-masing menekankan titlk fokus atau prioritas tertentu 

namun semuanya terajut dalam sebuah jaring keterkaitan yang kuat (UNESCO, 

1995: 38). 

Argumen kuat yang menuntut dikembalikannya individu sebagsi objek 

utama dalam keamanan dapat ditemui pada pemikiran Ken Booth yang 

menyatakan bahwa tidak logis untuk menernpatkan negara pada pusat pemikiran 

kita mengenai keamanan. Ia mengu~pkan analogi antata sebuab negara dengan 

sebuab rumab dengan pengbuninya Sebagaimana negara, tentu rumab tersebut 

memer!ukan pemeliluullan. Akan tetapi, tidak logis bila semua anggaran dan 

usaba dibabiskan untuk melindnngi rumab tersebut dari ancaman banjir, 

kelapukan, dan kemungkinan dimasuki pencurl sementara pengbuni rumab itu 

sendiri justru diabaikan (McSweeney, 1999: 86). 

Dalam pengembangan konsep security tradisionai menjadi human security, 

PBB mempunyai sumbangan yang tidak bisa dikatskan kecil . InisiatifPBB yang 

besar sumbangsihnya adalab UN Human Development Report 1993. Di dalam 

laporan tersebut dijelaskan bahwa konsep human security adalab 

" .. _ sebuab konsep yang menekankan keamanan manusia bukan 
hanya keamanan bangse-bangsa .. _ , .. Konsep keamanan harus 
berubab---dari penekanan ekslusif terhadap keamanan nasional 
ke penekanan lebih besar kepada keamanan manusia, dari 
keamanan melalui persenjataan ke keamarum melalui 
pernbangunan manusia, dari keamanan wilayab ke penyediaan 
pangan, lapat1gan peketjaan, dan keamanan lingkungan." 
(UNDP, 1993: 2) 

Universitas Indonesia 

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana UI, 2009



Setahun kemudian laporan tersebut dipertajam dengan dikeluarkannya 

UNDP Human Development Report 1994 yang mengajukan konsepsi lttmum 

security berdasarkan dua pilat: freedt>m fram fear dan jreedtJm from want yang 

tetejawantah dalam tujuh kategori utJuna. yaitu keamanan personal, komunitas 

dan politik (masuk dalam pilar freedom from fear) serta keamanan ekonomi, 

pangan, kesebatan dan Jinglcungan (masuk dalam pilar freedt>m from want). 

Laporan dati UNDP tersebut dapat diringlcus ke dalam bagan sebagai berikut: 

B"l!"" 1: 

Pembagian Human Security ke dalam Tujuh Indiketor Utama 

Keamanan Elronomi Menyikapi ancaman pengangguran, 

ketidakamanan dalam beketja, 

linglcungan ketia yang buruk, 

ketimpangan pendapatan, inflasi, 

jaringan pengaman sosial yang tak 

memadai, ketiadaan perumahan 

Keamanan Pangan Menyikapi permasalahan yang terkait 

dengan akses fisik dan ekonomi 

terhadap pangan 

Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap 

kesehatan dan kehidupan dari penyakit-

penyakit yang bersifat parasit dan 

menginfeksi; IllY dan virus-virus lain; 

penyakit yang ditimbulkan oleh udara 

dan air yang terpolusi; serta akses yang 

tidak memadai terhadap pelayanan 

kesehatan 

Keamanan Linglcungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal 

dan global, kelangkaan air, banjir dan 

bencana alam lainnya, penggundulan 

hutan, serta polusi air, udata, dan tanah 
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Kelll!l!ll!an Personal Menyikapi ancaman terhadap kekerasan 

fisik yang dilalrukan oleh negara dan 

organjsasi kriminal. atau dalam 

keluarga. Juga mencakup kekerasan di 

tempat ke!ja, serta kecelakaan industri 

atau lalu lintas 

Keamanan Komunltas Meyikapi ancaman ketegangan dan 

benturan kekerasan etnis 

Keamanan Politik Menyikapi ancaman terlladap 

pelanggaran HAM dan tidakao represif 

yang dilakukan oleh negara 

Sumber: UNDP, Human Development Report I 994 

Konsep human security adalab sebuah konsep yang masih berl<embang. 

Namun, pada intinya, ~auh ini konsep human security ini adaleh sebuab konsep 

yang berusaba untuk dikembangkan agar lebih menjadikan kajian hubungan 

internasional menjadi lebih bersifat manusiawi dari berbagai aspeknya daripada 

sebelumnya yang hanya menekankan kekuasaan negara semata beserta segala 

kepentingannya. 

Human Security adalab sebuab konsep yang mencoba menekankan 

pentingoya individu maTiusia -bukan negara!-sebagai suhyek utama dalam 

keamanan. Manusia sebagai individu adalab fokus yang paling layak dan 

merupakao satu-satunya entitas yang bisa menjadi subyek kebijakao keamanan. 

Semakin tinggi tingkat kerentanan kondisi individu maka semakin hams 

diprioritaskan keamanan dan perlindungan baginya. Dalam konteks ini, para 

pengungsi adalah salah satu pihak yang sangat erat kaltannya dengan konsep ini. 

Leblh jauh, menurut Raquel Freitas ( vot 20: 4) konsep human Security 

dapat dilihat dari dua dimensi: positif dan negatif. Hu111t1n security dalrun dimensi 

positif menekankan pada ketiadaan ancaman terhadap individu dan kualitas 

bidupnya terkalt dengan HAM dan kesejahteraan universal. Individu di sini dilibat 

tanpa mempadulikan apakeh individu tersebut bagian dalnm keanggotaan suatu 

komunitas atau tidak 
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Di lain pihak, huma11 securt(y dalam dimensi negatif diasosiasikan dengan 

keamanan internal yang eksklusif berlandaskan pada sistem intemasional yang 

bersifat state centric. Individu di dalarn sebuah negara harus dilindungi dari 

ancal11lUl yang bersifat eksternal. Perlindungan didapatkan dengan status 

keanggotaan di dalam komunitas. Dalam dimensi yang negatif ini, human 

securlo/ fokus pada koosep keamanan yang bersifilt altruistik, yaitu berdasarkan 

kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan serlngkali bersifat polltis. 

2.4. Teori Elite 

Seeara etimologi, istilah elite berasal derl kata latin eligere yang berarti memilih. 

Pada abad ke 14, istilah ini berkembang menjadi a choice '!fpersons {orang-orang 

pllihan). Kemudian pada abad ke 15, dipakai untuk menyebutkan hest of the best 

( yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke 18, kata elite yang 

berasal dari babasa Pcrancis, dipakai uotuk menyebut sekelompok orang yang 

memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat 

Elite dalam konteks lbuu Politik menunjuk pada sekelompok kooil orang 

yang memiliki kekeasaan, sebaliknya massa adalab bagian terbesar yang justru 

tidak merailiki kekuasaan. Namun, meskipun jumlah elite kecil, tetapi sebetulnya 

dialah yang mengatur kehidupan secara keseluruhan, dan semakin besar 

masyarakat, sernakin sokar kelompok massa mayorltas untuk mengorganisasikan 

sikap mereke terhadap kelompok elite minoritas itu (Budiman, 2002, 82-85). 

Dalam perkernbangan kemudlan terdapat pemilahan menjadi elite dan sub 

elite. Elite adalah mereke yang berada pada top level atau puncak kekuasaan 

sementara sub elite adalah mereka yang menduduki rankiog atau tingkatan 

menengah dari struktur kekuasaan, sementara rakyat berada pada tingkat yang 

paling bawah. Lapisan elite terdiri dari: Pemerintab, anggota dari parlemen atau 

kongres, serta juga anggota pemerintah dan pimpinan part& dan kelompok oposisi 

{bila ada disatu Negara). Termasuk dalam kategori elite adalah, Birokrasi, militer, 

polisi dan para penegak hukum (judiciary). Termasuk juga dalarn kategori ini 

adalah elite ekonomi {bisnis), terutama top manajer deri organisasi bisnis berskela 

besar serta juga pemimpin utama dari buruh serta organisasi perdagangan, mereke 
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terkategori kelompok kepentingan dalam masyarnkat mode!lL Di posisi elite, juga 

masuk para tokoh utama media, baik elektronik maupun media cetllk, juga apara 

akademisi dan kelompok intelektual serta akhirnya pemimpin-pemimpin utarna 

dmi gerakan-gerakan social ataupun gerakan demokratislgerakan protes. 

Sub elite, memiliki kekossaan yang sedikit dibawah elite, tennasuk disini 

edalah pemimpin-pemimpin kelompok kepentingan yang tidak terlalu besar, dari 

kalangan bisnis juga para pemilik dan manager dari perusahaan besar (tidak 

sebesar di kelompok elite). Termasuk juga, kalangan meneagah dari birokrasi 

negara termaauk polisi dan tentara pada rangking menengab, pemimpin gerakan 

soelal yang lebih kecil, juga media dan akademisl serta aktivis partai buruh dan 

pirnpinan gerakan sosial. Atau dengan kata laln, sub elite adalah mereka yang 

menduduki posisi kedua di bawab posisi elite dari struktur' dan organisasi mana 

mereka berasal (Budiman, 2002: 89-92). 
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3.1. Pengantar 

BABIII 

METODOLOGI PENELITIAN 

Salah satu sifat yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sifat ingin 

tahu (curiasl{l'}-terutama dalam hal pencorian kebenaran. Tahap awal dalam 

upaya pencarian tersebut bennuara pada penemuan pengetahuan-pengetahuan 

(lmowledgo). Dalam prosesnya kemudian, manusia mulal berpikir dan 

mempertanyakan hakikat kebenaran dari pengetabuan-pengetahuan yang mereka 

peroleb !enlebut. Hal ini lazim dlk!lual dalam ~ian metodologi pengetahuan di 

dunia akademis dengan istilah epistemolol!i. 

Makna dari epistemologi-yang berasal dari bahasa YWlllni, episteme, 

yang berarti pengetahuan--adalab teori pengetahuan.. Ada tiga hal penting di 

dalamnya, yaltu: 

1. Apakah sumher-sumber pangetabuan itu? Dari manakah pengetabuan yang 

benar itu berasal dan bagaimana kita mengetahuinya? 

2. Apakab watak pengetahuan itu? Apakeb ada dunia yang benar-benar di 

luar pikiran klta, dan kalau ada, apakab klta dapat mengetabuinya? 

3. Apakab pengetahuan kita itu benar (valid)? Bagalmana kita dapat 

membedakan yang benar dari yang salah? 

Pertanyaan-pertanyaan episternologis semacam itu kemudian sangat 

membantu dalarn teroentuknya perkembangan ilmu pengetahuan. Dari sekedar 

temuan-temuan pengetahuan awal, para pemikir kemudian berhasil menyusun 

suatu metodologi bei}Jikir ilmiah yang sistematis sehingga saat ini kita bisa 

melihat beragamnya ilmu pengetalruan yang berdasarkan metodologi tertentu 

yang membedakannya dengan ilmu pengetahuan yang lain. Singkatnya, 

pengetahuan-pengetahuan awal yang di dapatkan manusia berkembang menjadi 

sebuab ilmu pengetabuan yang sistemaris melalui sebuah prosea herpikir ilmiah 

yang sistematis yang terangkum dalam sebuah metodologi ilmiah. (Nolan hall87-

188, 1984) 
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llmu itu sendiri mencakup Japangan yang sangat lua.s, meujangkau semua 

aspek tentang progres manusia secara menyeluruh. Tennasuk didalamnya 

pengetahuan yang telah ditumuskan secara sistematik melalui pellglllllatan dan 

pareobaan yang terus-menerus, yang telah mengbasilkan kebenaran yang bersilil! 

umum. Keingintabuan seseorang terhadap permasaahan disekelilingnya dapat 

menjurus kepada keingintahuan ilmiah. Manusia dibekali aka! pikimn guna 

menjawab rasa keingintahuan dan masalah yang W<jadi dalam kehidupannya di 

dunia. Sehingga konsep antar• ilmu dan berpikir adlllah sama. Dalam 

memneahkan masalab, keduanya dimulai dari adanya rasa sangsi dan kebutuban 

akan suatu bat yeng bersifat umum. Kernudian timbul suatu pertanyaan yang khas, 

dan relanjutnya dipilih · suatu pemecalum tentatif untuk penyelidikan. (Nazir, 

1988) 

Dari keingintahuan itulah muncullah suatu proses berpikir untuk mencari 

tabu penjelasan. Proses berpikir lahir dari rasa sangsl akan sesuatu dan keinginan 

untuk memperoleh suatu ketentuan, yeng kemudlan tumbuh menjadi suatu 

masalah yang khas. Masalah ini memerlukan suatu pemeoahan, dan untuk itu 

dilakukan penyelidikan terbadap data yang ternedia dengan metode yang tepat. 

Dia merupakan suatu re!leksi yeng teratur dan hati-hati. Akhirnya sebuah 

kesimpulan tentatif akan diterima, tetapi masih tetap dibawah penyelidikan yang 

kritis dan terus-menerus untuk mengadakan evaluasi secara terhuka. Karena 

manusia normal selalu beriki.r dengan situasi permasalahan. Hanya terbadap bat­

hal yeng lumrah saja, biasanya, reaksi manusia teJjadi tanpa berpikir. lni adalah 

suatu kebiasaan atau tradisi. Tetapi jika masalah yang dihadapi adalah masalah 

yang rumit, maka manusia normal akan mencoba memneahkan masalah tersebut 

menurut langkah-langkah tertentu. Berpikir demikian dinamakan berpikir secara 

reflektif (reflective thinking). 

Salah satu wujud dari proses berlikir adalah penelitlan. Penelitian adalah · 

teJjemahan dari bahasa Inggris research, yang kernudian di-Indenesia-kan 

menjadi istilah riset. Research itu sendiri berasal dari ka!ll re, yang berarti 

"kernbali" dan (to) search yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya 

dari research atau riset adalah "mencari kembali". Penelitian tidak lain dari suatu 

metode studi yang dilakukan seswrang melalui penyelidikan yang hati-hati, 
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sungguh-sungguh dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh 

pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk 

mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil­

dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dafil tersebut. Dari itu, penefitian 

dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus­

menerus terhadap sesuatu. Penefitian juga merupakan percobaan yang hati-hati 

dan laitis untuk menemuk:an sesuatu yang barn. 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penelitian 

kualitatif ini berawal dari kelompok ahli sosiologi dari "mazhab Chicago" pada 

tahun 1920-1930, yang memandang pentinguya penelitian knalitatif untuk 

mengkaji kelompok kehidupan manusia. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau 

karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis Jaionya. Ada sebelas ciri 

penelitian kualitatif, yaitu: 

I. Penelitian kuafitatif menggunakan Jatar alantiah atau pada konteks dari 

suatu keutuhan (unity). 

2. Penelitian kualitatifintrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri" atau 

dengan bantuan orang lain. 

3. Penelitian kualitatif menggunakan metode kuafitatif 

4. Penelitian kualitatifmenggunakan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif Jebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori 

subtantif yang berasal dari data. 

6. Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, garnbar) 

bukan angka-angka. 

7. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil. 

8. Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian nya atas 

dasar fokns yang timbul sebagai masalah dalam peneltian. 

9. Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, realibilitas, dan objektivitas 

dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam 

penelitian klasik 
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10. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus 

disesuaikan dengan kenyataan lapangan (becsifat sementara). 

II. Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan basil intecpretasi 

yaag diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan 

Kajian penelitian kualitatif berawal dari kelompok alili sosiologi dari 

"mazhab Chicago" pada!alrun 1920·1930, yang memandang pentingnya 

penelitian kualitatif unruk mengkaji kelompok kebidupan manusia.sumber 

datll. 

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan, 

yang mirip dengan pekeljaan detektif. Dari sebuab penyelidikan akan dihimpun 

data-data utama dan sekaligns data tambahannya. Sumbec data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan Sedangkan data tertulis, foto, 

dan statistik adalab data tambahan (Moleong hal 157, 2000). 

Dari seldan banyak jenis penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif ini 

kernudian akan peneliti fukuskan pada penelltian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fellOmena­

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubaban, hubungan, 

kesamaan. dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena labmya. 

Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, 

misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses 

yang sedang berlangsung, akibat atnu erek yang terjadi, atnu tentang 

kecenderungan yang tengah berlangsung. (Sukmadinata hal 72, 2006) 

Furchan (hal 448-465, 2004) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif 

mempunyai tiga karakteristik yang menonjo~ yaitu (I) panelitian deskriptif 

cenderung menggambarkan suatu renomena apa adanya dengan cara menelaah 

secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cennat, (2) 

tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. dan (3) tidak adanya uji 

hipotesis. 

Ditambahkan. ada beberapa jenis penelitian deskriptif, yaitu; (!) Studi 

kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu, dan atau unit sosial yang 

dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel panting tentang 
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perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini 

dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian dapal digunakan untuk 

membuat hipotesis. (2) Survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data 

yang relalif terhatas dari kasus-kssus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya 

adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang 

individu. Berdasarkan ruang lingkupnya (sensus atau survai sampul) dan 

subyeknya (hal nyata atau tidak nyata), sensus dapat dikelompukkan menjadi 

beberapa kategori, yaitu: sensus tentang hal-hal yang nyata, sensus tentang hal-hal 

yang tidak nyata, survei sampel tentang hal-hal yang nyata, dan survei sampet 

tentang hal-hal yang tidak nyata. (3) Studl perkembangan. Studi ini merupakan 

penetitian yang dilalrukan untuk memperoleh infonnasi yang dapat dipereaya 

bagaimana sillrt-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka 

dalam tingkatan-tingkatan uaia ito, serta bagaimana mereka tumbuh dan 

barkembang. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan metode 

cross-sectional. (4) Studi tindak lanjut, yaitu studi yang menyelidiki 

perkembangan subyek setelah dibari perlakukan atau kondisi tertentu atau 

mengalami kondisi tertentu. (5} Analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebat 

analisi isi yang juga dapat digunakan untak menyelidiki variabel sosiologis dan 

psiknlogis. (6) Analisis kecenderungan, yaitu analisis yang digunekan untuk 

meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhaliken 

kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. \1) Studi knrelasi, yaitu jenis 

penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubutigan antar variabel 

yang diteliti. 

3.3, Jenis Pene!itian 

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian studi kasus dalam penelitian 

ini. Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dabulu apakab yang dimaksud dengan 

kasus itu. Kasus adalah suatu kejadian atau situasi yang ada dalam kebidupan 

yang sesunggubnya, yang diangkat sebagai masalah yang barns ditangani atau 

sebagai alat untuk belajar. lstilah kasus juga dipakai untuk deskripsi (laporan, 

oorita) tentang paristiwa atau situasi yang sedang dibahas. 
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Sebualt kasus dapat saja. disampaikan secara lisan, tetapi lebih mudah 

dipelajari bersama apahila kasus itu dirunruskan secara teitulis. Ada beberapa 

syarat klilau kita ingin menuliskan sebualt kasus: 

I. Singkat (tidak memuat infornlasi yang tidak relevan) 

l. Jelas dan teliti (SIIpaya orang lain dapat "masuk ke dalam" dan memaltami 

situasi kaSIIa) 

3. Obyektif (sesuai dengan kenyatsan, menghindari prasangka atou ta!Siran 

pribadi penufis) 

Ada empat Jangkalt dalam melakukan pembebesan kasus. Setiap langkab 

dalam pembaltasan kasus perlu diikuti secara berurutan untuk me.tllibindari kita 

dari m-mpub "jalan pintas". Yang dimaksud dengan jalan pintas ialalt 

kecenderungan untuk melompat langaung pada •jaJan keluar" sebelum kita 

memahami situasi yang dihadapi dengan balk. 

Keempat langkah teciebut secara benuutan adalalt sebagal berikut: 

I. Deskrlpsi: 

Pertanyaan kunci: Apa yang teijadi? 

Deskripsi artinya menggambarkan dengan jelas. Pada langkah ini kita 

melihat, mendengar, dan menggambad<an kasus itu apa adanya. Di sini semua 

filkta-fakta yang harus diketabui untuk memaltami dan menanggapi situasi kasus 

dikemukakan. Hal-hal yang bersifut pena!Siran atau kesimpulan penutis dibindari. 

Kalau informasi mengenal kasus sudalt cukup jelas dan lengkap baru kita maju ke 

langkalt ys.ng berikut. 

2. Anolisis: 

Pertanyaan kunci: Mengapa teijadi begitu? 

Annlisis berarti uraian. Pada langkah ini kita mengnraikan kasus untuk 

mempardalarn pemaltarnan lcita tentang faktor-fsktor dan sebah-sebab yang 

mempengarubi kejadian atau situasi yang dihadapi. Siapa para pelaku 

(stakeholders) dalam kasus ini? Bagalmana pandangan, perasaan, dan motivasi 

dari pelaku-pelaku ini? Apakab ada pengaruh dari keadaan-keadann ekonomis, 

sosial, atau adat-istiadat yang memainkan peranan? Di manakah terletaknya 

masalah atau pokok yang paling penting untuk diperbatikan? 

3. lnte!Jlretasi: 

Universitas Indonesia 

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana UI, 2009



36 

Pertanyaan lrunci: Apa arti sebenarnya? 

Interpretasi artinya penafsiran. Dalam langkah ini kita ooba memberikan 

pendapat kita ""ndiri tentang kasus lertentu. Kita membuka sebuah dialog di 

antara peristiwa-peristiwa dalam kasus dengan apa yang kita pabami. 

4. Perencanaan rekomendasilaksi: 

Pertanyaan lrunci: Apa yang bisa dibuat? 

Berdasarkan tiga langkah sebelumnya, kita merencanakan tindak lanjut 

yang dapat berwujud rekomerulasilaksi terbadap kasus tertentu yang diamati. 

Tugas perenpanaan ini bukan saja menyanglrut dengan tindakan-tindakan teztentu 

tetapi juga termasuk dasar, patnkan, dan tujuan yang hendak dicapai. Dasar-dasar 

aksi ini bertolak dari pemaluunan yang dibasilkan oleh analisis dan interpretasi 

!rita. Berdasarkan semuanya itu, parulekatan yaag bagahnana yang paling baik 

untuk menjawab permasalahan dalam kasus ini? Ada bsiknya untuk merumuskan 

aksi-aksi yang culrup realistis, yang bukan di luar kemampuan !rita. Ada juga 

baiknya kalau kita memikirkan jangka pendek dan jangka panjang dalam 

merumuskan rekomendasi/aksl tersebut 

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian 

dengan metode atau perulekatan studi kruius. Data studi kasus dapat diperoleb dari 

berbagai sumber dan basil penelitian ini llanya berlaku pada kasus yang diselidiki. 

Penelitlan studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif 

tentang Jatar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang 

berlangsung saat ini, sezta interaksi fingkungan unit sosial tertentu yang bersifi>t 

apa adanya (given). Subjek penelitian dapat herupa individu, kelompok, institusi 

atau masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit 

sosial teztentu dan basil penelitian tersehut memberikan gambanm luas serta 

mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang ditefiti relatif terbatas, 

namun veriabel-variabe! dan folrus yang diteliti sangat luas dimen.;inya (Furchan, 

2004) 

Pengeztian yang lain, studl kasus bisa berarti metode atau strategi dalam 

penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. 

Dalam konteks tulisan in~ penulis lebih memfolruskan pada pengertian yang 

peztama yaitu sebagai metode penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan 
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untuk mempelaja.ri, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam 

kontekanya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar, Pada intinya studi 

ini berusaha untuk menynroti suatu keputusan atau seperangkat kepntusan, 

mengapa keputusan itu diambi~ bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya. 

(Salim, 2001). 

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus 

meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, Jatar, dan 

dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah seoara menrlalam sebagai suatu 

totalitas sesuai dengan Jatar atau kontekanya masing-masing dengan maksud 

untuk mernnbami berbagai kaitan yang ada di antara va.riabel-va.riabelnya. 

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data · 

(sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan 

menjelaakan secara komprebensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu 

program, organisasi atau pa.ristiwa secara sisternatis Hasil akbir metode ini adalah 

deskripsi detail da.ri topik yang diteliti Apa yang mernbadakan metode studi kasus 

dengan metode penelitian koalitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada 

kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomens tertentu) (Sevilla, 

1993) 

3.4. Ruang LiDgknp Peuelilian 

Meliputi dua hal batasan obyek penelitian dan karakteristik data penelitiaa 

Jlata$an obyek penelitian meliputi: 

• Sikap Pemerintah Israel dl bawah Pemerintahan Perdana Menteri Ehud 

Barak tetbadap masalah pengungsi Palestiaa. 

• Sikap tersebut akan disoroti dari sudut pandang kajian human security. 

Karakteristik data penelitian meliputi: 

• Teks-teks tertulis 

• Paristiwa dan ekspresi mengensi sikap atau perkataan Ehud Barak 

mengenai penguogsi Palestina 
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3.5. Somber Data 

Jenis data yang akan dikumpulklrn adalah data primer (berupa Konvensi dan 

Protokol yang dirumuskan oleh PBB serta berbagai dokumen, legislasi serta 

pernyataan resmi yang dilreluarlarn oleh Pemerintah Israel Masa Pemerintahan 

Ehud Barak), serta data sekunder yang dipernleh dari buku-buku, jumal, sural 

kabar, majalah, situs resmi di internet yang membahas isu pengungsi ataupun 

telaah tentang konsep-konsep keamanan. Metode pengumpnlan data adalah 

dengan studi literatur. 

Data-data tersebut direncanakan diperoleh dari UNIC (United Nations 

Jrifonna/lon Center), perpnstakaan Bri/Jsh Council, Perpustakaan Pusat 

Universitas Indonesia, Perpustakaan FISIP Ul, Kedutaan Palestina den kedutaan­

kedutiUIIl negara Arab yang relevan. 

3.6. Metnde Pengampulan Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa tekuik dalam mengampulkan data, 

Sevilla (1993) mengemukakan babwa pengumpulan data penelitian dapat meliputi 

pangamatan, pertanyaan. angket (kuesioner), danlatau studi dokumenter. 

Penelitian ini menggunakan studi dokumenter dalarn pengumpulan data. Hal ini 

disebabkan metode ini peneliti anggap paling tepa! untuk penelitian ini. Studi 

dokumenter merupakan merupakan suatu teknik . pengumpnlan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dnkumen, baik dokumen tertutis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen yang Ielah diperoleh kemudian dianalisis, 

dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu basil kajian yang 

sistematis, padu dan utult Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpnlkan 

dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlab 

dokumuen yang dilaporkan dalam penelitian edalah basil analisis terhadap 

dokumen-dokumen tersebut. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Untuk menganalis data dalam penelitian in~ peneliti menggunakan met<>de 

anatisis kasus. Metode analisis kasus adalab pengembangan suatu kerangka kerja 

deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus (Yin, 2002}. Dalam hal ini, 

peneliti akan bekerja dalam kerangka studi dokumen, dalam arti perlunya 

dilakukan pengamatan dan penelaahan secara sistematis terhadap data-data yang 

ada. Analisis data akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Setelab pengumpulan data selesni, tahap berilrutnya adalab meredukai data. 

Yeng dimaksud dengan meredukai data adalab menganalisis data secara 

keseluruban kepada bagian-bagiannya, atau menjelaskan tahapan akhir dar! proses 

perkambangan sebelumnya yeng lebih sederhana. Di dalamnya mencakup proses 

memilih data, memisabkannya, kemudian mengidentifikasi dan mengelompokkan 

data. Data-data yang tidak relevan tidak perlu digunakan 

Setelah tabsp mereduksi data sele~ tahapan berikutnya adalab penyajian 

data. Data yang disajikan harus mampu menunjang segala aspek penelitian 

sehinggs hasilnya dapat dengan jelas ditelaah dan dipabsmi oleh pemhaca. Selain 

itu, validitas data juga sangat penting untuk diperhstikan dalam penyajian data. 

Tabapan terakhir adalab penarikan kesimpulan. Tabap ini merupekan inti 

dati keseluruban penelitian. Kesimpulan yang baik akan membuat pembaoa 

dengan mudab memaberni inti dati topik penelitlan dan pada akhirnya 

permasalaban yang sebenamya dalam pembabssan juga dapet dipahami dengan 

jelas. 
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MBTODOLOGI 
PENELITIAN 

+ + + + 
I PENDEKATAN I ~:w. SUMBER I lliSlRUMEN I iAIJSIS J DATA 

~ l l ~ 
DATA 

KUALITATIF STUD! DOKUMEN PENELITI ANALISIS 
KASUS DESKRIPTIF 

I REDUKSI 1-DATA 

I PENYAJIAN I DATA 

PENARIKAN I KESWPULAN I 

3.8. Tahapan Penelilian 

No. Tahapan Kegiatan 

l. Persia pan • Mengumpulkan tema-tema yang berkaitan 

dengan penelitian ini 

• Penentuan dosen pembimbing 

• Menyusun propnsal penelitian 

• Mengadakan seminar penelitian 

• Pernaikan usulan penelitian 

2. Pelaksanaan • Menentukan target penelitian 

• Perpustakaan 

• Kedutaan Besar 

• Nara sumber 

Universitas Indonesia 

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana UI, 2009



41 

• Mengumpulklln data 

• Analisis data 

• Mereduksi data 

• Menyajlklln data 

• Menarik kesimpulan 

3.9, Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan 

menggambarkan seeara umum keseluruban penelitian. Di dalamnya mencakup 

latar belakang permasalahan, perumusan masalab. tujuan penelitian, metodolOgl 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua diperuntukken bagi pemaparan tinjauan teori dan konsep yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

Bab ketiga merupakan penjabaran dari metodologi penelitian yang sudah 

disinggung di bab pertama. 

Bab keempat ·merupaken pembabasan yang mencakup awal mula konflik 

Istael-Palestina yang kemudian berdampak pada munculnya fenomena 

permasalahan pengungsi Palestina. Pada bab ini pula akan coba dianalisis 

mengenai sikap Pemerintahan Ehud Barak tcrhadap permasalaban tersebut dengan 

menggunakan koosep nasio11t1l security dan human security. 

Kemudian diakbiri dengan Bab kelima yang merupakan penutup dari 

keseluruhan tulisan_ Bah kelima ini berisi kesimpulan dan saran bagi peoelitian 

untuk tupik yang sama berikutnya. 
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BAB4 
KEBIJAKAN ISRAEL TERHADAP PENGUNGSI PALESTINA 

PADA MASA EHUD BARAK 

4.1. Latar Belakang Koollik Israe1-Palestina 

Berbicara · tentang konOik Arab-Israel, penting menurut penulis untuk 

mengawalinya dengan membahas salah satu pihak penting yang terlibat di 

dalamnya, yaltn IsraeL Sejarah pembentukan Israel diawali ketika pada tahun 

1856 Leon Pinsker mengajukan apa yang disebut sebagai Se/fDeterm/naticn (hak 

menentukan diri sendiri) bagi orang-orang Yahudi. Kemudian pada tahun 1896, 

Theodore Hem menyerukan pembentukan The Jewish State!Der Judenstaat 

(negara Yahudi) bagi tempat tinggal orang-orang Yahudi yang terdiaspora dengan 

melalui tiga buah program kelja, yaitu pertama, mewujudkan koloni Y abudi di 

Palestino-dimana di sana diyakini oleb orang Y ahudi terdapat sebuah bukit suci 

yang bemama Bukit Zion yang dari nama inilah ideologi zionisme herawal-yang 

teratur rapi pada suatu areal yang luas; kedua, mendapalkan hak sah dan diakui 

dunia dalam menduduki Palestina; dan ketiga, membentuk organisasi tetap untuk 

mempersatukan kaum Y abudi demi tercapainya cita-cita zionisme. Program kerja 

tersebut merupakan bagian penting dari doktrin zionisme yang ia susun semenjak 

1882 di Wino.. 

Usulan ini kemudian ditanggapi dengrm diadakannya sebuah konggres 

Yahudi sedunia di Basel pada tahun 1897 yang menjadi titik awal berkembangnya 

paham :cionisme. Pada 2 Nopemher 1917 Mentari Luar Negeri Arthur James 

Balfour yang berkebangsaan Yahudi mengirim sepucuk sural kepada Raja Jnggris 

yang isinya pada intinya berupa pernyataan agar aspirasi zionis untuk mendirikan 

sebuah negara di tanah Palastina direstui. Surat ini kemudian dikenal sebagai 

Deklarasi Balfour. Seleogkapnya isi deklarasi tersebut adalah sebagai barikut: 

Foreign Office 
November 2nd. 19 I7 

"Dear Lord Rothschild, 
1 have much pleasure in conveying to you on behalf His 

Majesty's Government the following declarafian of sympathy with 
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Jewish Zionist aspiration which has been submitted and approved by 
the cabinet, 

HIS Majesty's Government vtew with favor the establishment in 
Pales~ne of a natural home for the Jewish people, and will use their 
best endeavor to facilitate the achievement of this object, Jt being 
clearly understood that nothing shall be done which my prejudice the 
(.'ivil and religious rights of existing mm..Jewish communities in 
Palestine, ar the rights and political status enjoyed lry Jewish In any 
other country. l should be gratefo/ if you would bring this dec/aranon 
~o _the Jrnowledge of the zionist federation. t~ 

Yours sincerelys, 
Arlhor James Balfour 

(DepartemenLuOTNegeri2 November 1917 

Lon! Rothschild yang rerhormat, 
Saya sangat senang daJam menyampaikan kepada Allda, atos nama 
Pernerintahan Sri Baginda, pernyat,aan simpa!i terhadap aspimsi 
Zionis Yahndi yang telah diajukan kepada dan disetujui oleh Kahinet. 
"Pomerintahan Sri Baginda mernandang positif pendirian di Palestina 
tanah air untuk omog Yahudi, dan akan menggunakan usaha kems 
terbaik ruereka untuk: memudahkan teroapainya tujuao ini~ karena jcfas 
dipahami bahwa tidak ada swrtupun yang bo1eh dilalrukan yang dapat 
merugi!Gm hak·bak pendnduk dan keagamaan deri komunita:s­
komunitas non-Y ahudi yang ada di Palestina, alallpun hak-bak dan 
Slatus politis yang dimiliki orang Y ahudi di negrua-negara lahmya. 
Saya sangat herterima kasih jika Anda dupat menyampaikao deklarasi 
ini untnk diketahui o1eh Federasi Zionis. 

Salam, 
Arthur James Balfour) 
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Berdasorkan deldarasi tersebut, Pemerintah Jnggris yang ketika itu 

menguasai wllayah Palestina' mer as a herhak dan berencana untuk memberikan 

wi1ayah lersebut kepada bangsa YahudL Ternyata di dalam negeri 1nggris sendiri 

terjadi pertentangan pendapat (yang terwakili di dalam parlemen) antara yang 

mendukung pemberian tanah Palestina kepada bangs a Y ahudi dengan yang tidak 

Masalah ini kemudian diteruskan ke PBB yang kemudian melalui sidang Majelis 

Umumnya menge1uarkan Reso1usi Majelis Umum PBB no. 181 (ll) 29Nopamber 

1947 (Reso1usi ini disetujui 33 negara, 13 menolak, 10 abstain, 1 absent) yang 

'Wilayah Palestina sebelumt!ya bemda di bawah kekuasaan K<:kbalilllhan Tum Utsllll!Iliyab. 
Sctelab kalllh dalam Perang Dunlll ~ keldlalifahan tersclmt runtuh dan wilayahnya dibagi-bagi 
berdasarkan Pe!janjian Sykes-PiGot 1916 kepada negara~negara pemenang pc.rang, salah sabmya 
adalah Inggris. Wilayah Palestina yang dikuasal. Inggris ketika itu JllCllCakup Sinai dan Jalur Gaza. 
Tepi Barat Sungai Y ordan, serta D""""' Tinggi Golan. 
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pada intinya rnembagi wilayah Palestina yang ketika itu berada di bawah 

kekuasaan Inggris menjadi riga wilayah: 

1. Wllayah untuk Arab yang meliputi Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, 

Ramallah, Hebron, Jalur Gaza, dan kola pelabuhan Jaffa. 

2. Wllayah untuk Yahudi yang meliputi Safad, Tiberias, Beisan, 

Haifa, Tulkann, Ramleh, Sahara Negeb, dan Jaffa. 

3. Jerusalem sebagal wllayah di bawah pengawasan intemsalonal. 

Resolusi ini culrup diterima oleh pihak Yahudi namun ditolak oleh pihak 

Arab karena dirasakao tidak adil. Pembagian wilayah untuk Arab dan Yahudi di 

dalam resolusi tersebut secara ideal didasarkan pada banyakoya penduduk 

Arab/Y ahudi yang tinggal di daerah tersebut. Namun, dalam kenyataannya bangsa 

Y ahudi lebih diuntungkan kareaa ada daerab yang diberikan untuk bangsa Y ahudi 

walaupun jumlah penduduk Y ahudinya lebih sedikit. Diawali dengan penyerangan 

sehuah bus yang mengangkut penumpang Yabudi deri Petach Tikva ke Lad oleh 

hangsa Arah, meletuslah Perang Arab-Israel yang pertama Peristiwa ini teJjadi 

sehari setelah resolusi MU PBB tersebut dikeluarkan. Dalam perang tersebut 

Israel memperoleh kemenangan yang telak dengan berhasil menguasai wilayab.­

wilayab yang sebelumnya diperuntukkan untuk bangsa Palestina 6 berdasarkan 

resolusi MU PBB 1947. Setelah ketn¢nangan tersebu~ pada tanggal 15 Mei 1948, 

David Ben Gourion7 memproklarnasikan berdirinya negara hagi bangsa Yabudi 

dengan nama Israel'-

Negara Israel yang baru terbentuk tersebnt ternyata bukan sebuah kesatuan 

yang monolitik, karena bangaa Yabudi yang kemudian datang ke negara tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

1. The real zionist: mereka yang datang ke Israel dengan tujuan utama 

membentuk sebuah negara Y abudi berdasarkan pabam :<ionisme. 

' Selain kantong-kanlong wila~ banyak direbut oleh lsme' bangsn Palestina daJam po:rang 
t<rSebut juga kelillangan wilayah Tepi Bruat Sungai Yordan setelah diduduld oleh Yordania 
dengan klaim bahwa wila:yah r(t'Sebut adalah bagian yang sah berdasarkan sisi historis. 
1 Proklamator berdirinya negara tsrnel ini kemudian menjadl Pertlana Me:nteri Israel yang 

1'%;::\srael lnl metujuk kepada salah salu nabi besar bangsn Y ahudi yaitu Y almb, yang dari 
garis ke1llr\U1aiUI;alerdapat banyak nabi"l!aa>i bangsa Yahudi lahlnya. Keturunannya ini kanludiru> 
membentuk sebuab sulru yang dikenal dengan oama Bani Israel. 
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2. The opportunist zionist: mereka yang datang ke Israel karena didasarkan pada 

kenyataan tidek memiliki tempat tinggal dan pakerjaan yang tetap, terbagi 

atas: 

A Kelompok Azkenazi: orang-orang Yahudi Eropa dan Rusia yang dikejar­

kejar oleh kelompok fasis dan Nazi saat itu. 

B. Kelompok Shepardi: orang-orang Yahudi dari wilayah Asia dan Timur 

Tengah, diaotarauya Yordania, fillk, dan Yaman. 

C. Kelompok Falasha: orang-orang Yahudi dari kalangan kulit hitam Afiika 

terutama Ethiopia. 

4.2. Klalm Israel atas Palestina 

Klaim hangsa Yahudi atas wilayah Palestin.a sebenamya didasarkan pada 

kenyataan sejarab bahwa bangsa tersebut pemab menjadi penduduk Kanaan 

(Palestina sekarang) antara tahun 1900-1700 SM. Disebut Kanaan karena wilayab 

tersebut didominasi oleh suku Kanaan yang berasal dari Pulau Kreta, di kawasan 

Laut Tengah. Dominasi mereka secata perlahan mulai berkurang dengan 

kedatangan imigran Semi! ( han gsa Y ahudi) dari wllayah Mesopotamia ( Irak 

sekarang). Di Kanaan, kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok Ibri 

yang berarti " dari seberang", !;arena mereka datang dengan menyeberangi Sungai 

Tigris dan Sungai Eufrat. Sedang nama Palesti.oa merujuk pada nama suku Filistin, 

yaitu salah satu suku yang menginvasi Kanaan setelah kedatagan imigran Semit. 

Suku-suku lain yang ikut menginvasi Kaoaan adalab suku Edom, Moab, dan 

Ammon. Suku Filistin ini menduduki wilayah pantai barat daya Kanaan yang 

sekarang di.kenol sebagai Jalur Gaza. Karena suku Filistin ini menguasai wilayah 

pantai, maka para penguasa Yunani sebagai per;jajah asing waktu itu menyebut 

seluruh wilayah suku tersebut sebagai Polaistina, yang merupakan sebuah lalhl 

Yunani dan habasa Ibrani "Pleshet", yang artinya "Tanah Suku Filistin". Sebutan 

ini dipekai juga olah penguasa Romawi sebagai penguasa berikutnya, dan babkan 

dihidupkan kembali sesudab Perang Dunia I untuk menyebut wilayah bekas 

Kanaan. Tetap~ yang dimaksud dengan Palestina sekarang adalah seluruh wilayah 

Negara Israel dan dan selumh wilayah pendudukan Jalur Gaza ( Gaza Strip) dan 

Tepi Barat (West Bank), termasuk Jerusalem Timur, yang dianekaasi oleb Israel 
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sesudab pecab Perang Arab-Israel tabun 1967. (Dimon!, 2002: 32-57) 

Keterikatan historis bangsa Y abudi dengan wilayab Palestina adalab sesuai 

dengan cerita yang dikisahkan dalam kitab suci mereka, Taurat yaitu bahwa 

Yahwe (sebutan Tuhan bagi Yabudi) memerintabkan Ibrahim dan para 

pengikutnya meninggalkan Mesopotamia (kota Haran), tempat persinggaban 

Ibrahim, menuju Kanaaa Ibrahim sendiri sebetulnya berasal dari kola Ur di 

wilayab Babilonia, yakni sebuab Negara yang terletak di sebelab selatan 

Mesopotamia. Kepergian Ibrahim dari tanab kelabirannya itu dimaksudkan untuk 

menghindari dari kejaran Raja Namrud yang menolak seruan Ibrahim untuk 

menyembah Tuhan. Pengembaraan Jbrabim menuju Kanaan yang disertai istrinya, 

Sarah, dan saudaranya, Luth, tetjadi pada tabun 1943 SM. Sejak saat itu. 

dimulailab sejarah Palestina dalam kai!annya dengan bangsa Y abudi. 

Peljalanan Ibrahim menuju Kanaan bukannya tanpa menemui banyak 

rintangan, karena sesampainya di wilayah tersebut negeri yang semula subur ini 

kemudian ditimpa oleh babaya musim kema:rau yang panjang Kemakmuran 

Kanaan yang sernpat dinikmati Ibrahim dan pengikntnya menjadi sima dan 

mengancam kehidupan mereka, sehingga memaksa mereka meninggalkan daerab 

itu untuk kembali mengernbara, Belekangan untuk beberapa abad lamanya, 

mereka semua berhijrab ke Mcsir. Dipimpin oleh Musa, seorang keturunan Imran 

Lewi, dan jugs seorang Israel yang dipungut dari tepi Sungai Nil dan dibesarkan 

oleh Raja Firaun, akhimya mereks keluar dari negeri itu untuk kembali ke 

Palestina sekirar abad 12 SM. Dari keadaan yang lemab dan terpecab-belah 

akhimya Talut berhasil mempersatukan mereka dan membenl1lk sebuab kerajaan. 

Kerajaan itu semakin berkembang di bawah Daud. Pada tabun 10 SM, Sulaeman, 

putra Daud, mendirikan Tempel atau Kuil Pertama di Jerusalem. Kerajaan Israel 

panama inilab yang berlangsung lrurang dari dua abad, yang telab meletakkan 

dasar religius dan emosional bagi kepentingan Y abudi di Pales tina maupun bagi 

tuntutan Zionis alas wilayab tersebut. (Wauran, 1986: 37-39) 

Sejak abad ke S sampai ke 1 SM, negeri i!1l herturot-turut diknasai oleh 

Assiri~ .BabHonia, Persia, Yunani dan RomawL Dalam masa pemerintahan 

Romawi ini sempat teijadi tiga ksli pemberontakan Y ahudi, yakni antara tshun 

64- 135 Masabi, sehinggs memaksa pernerintab Romawi menghancurkan knil 
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mereka dan membunuh, memperbudak serta menguslr kaum Yahudi darl 

negerinya. Sejak saat itulah dimulai periude terdiaspora ( tereerai berai ) kaum 

Yahudi ke negara-negara Benua Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. 

Sejak terusir dari Palearina sampai me'1ielang abad XX, y.lkni lcira-ldra 

selama 1800 tahun hanya ada sedikit orang Yahudi yang tinggal di Palestina 

Hingga tahun 1914, jumlah merek.a kurang dari 10% penduduk Palestina Tetapi, 

setelah kemerdekaan Israel tahun 1948, yang segera diikuti dengan peristiwa 

Perang Arab-Israel tahun 1948.-1949, dengan ditandai oleb pengungsian secara 

besar-besaran penduduk Arab Palestina ( sebanyak 700 ribu orang), orang-orang 

Y ahudi im kemudian menjadi kelompok mayoritas di Palestina. 

Ketika kek.aisaran Romawi pecab pada tahun 395 Maselli. wilayab 

Palestina menjadi bagian dari kek.aisaran Byzantium. Pada walctu itu, 

penduduknya. yang sebagian besar keturunan penduduk asli Kanaan memeluk 

agsma Kristen. Pada tabun 634 M, datang orang-orang Amb yang berasal dari 

Semenanjung Arabia dengan membawa keyakimm Islam. Dalam tabun 691, 

mereka membangun masjid AI- Aqsha di Jerusalem. 

Kedatangan hangsa Arab ini membawa konsekuensi Arabisasi Palestina, 

yakni suatu proses asiml!asi antara pendatang dengan penduduk asli, sehingga 

peududuk Palestina larna-kelamaan menjadi berbangsa dan berbabasa Arab, serta 

beragama Islam. ldentitas penduduk Palestina sebagai orang Arab dan Islam ini 

berlang>ung sampai pertengshan abed X. Namun demil<ian, kekuasaan Arab ini 

banya berlangsung sampai tahun 1071, k.arena bangsa Seljuk Turlci mengambil 

alih kekuasaan di wilayah tersebut. 

Dalam ahad-abad berikuteya, setelah teJjadi Perang Salib (abed XI-Xlll) 

Palestina kemudian diperintah oleh Bangsa Tartar, Mongo~ Mamluk Mesir, dan 

sejak tahrm 1517 sampai Perang Dunia I diperintah oleh kekaisaran Ottoman 

(Turl<i). Tetap~ siapapun yang memerintah palestina, penduduknya sebagian 

tetap adalah orang Arab dan Muslim. Bahkan sejak abad XIII, penguasa Palestina 

selalu orang Muslim hingga tumbuhnya nasionalisme bangsa Arab pada akhir 

abed XIX dan awal XX. 
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4.3. Gerakan Zlonisme 

Orang-orang Y ahudi semmtiasa mendambakan berakhirnya "diaspora" mereka 

dengan jalan kembali ke negerinya yang dijanjikan, sebagaimana yang termaktub 

dalam Kitab Taurat. Alasan yang dikemukakan mereka adalah alasan-alasan 

Historis religius dan kemanusiaan.' 

Sebelum akhir abad 19 gerakan Yahudi di Palestina masih bersifat religius. 

Ketika itu para emigran Y ahudi di Palestina mendapat bantuan keuangan dari 

hartawan-hartawan Yahudi di Eropa Tetapl pada akhir abad 19 beberapa orang 

tokoh Y ahudi Eropa mulal melihat Palestloa dari sudut kepentingan politik. 

Mereka mulai menyatakan cita-cita mereka untuk membuat Palestina sebagai 

Rumah Nasional Y ahudi di bawah pemerintaban orang-orang Y ahudi rendiri. 

Salah satu usaba kaum Y ahudi un!uk mengatasi be ban pendaritaan akibat 

tertindas di negara-negarn pengembaraan Eropa, terutama rekali di Rusia sebagai 

tempat bermukimnya mayoritas Y ahud~ para pemikir Y ahudi meneri>itkan 

tulisan-tulisannya guna membangkitkan semangat orang-orang Y ahudi sebagai 

sebuah bangaa. Orang pertarna yang membangkitkan pemugaran kembali Y ahudi 

Palestina di Rusia adalah Eliezer Ben Yahuda (1858-1922). Dalarn tufisannya 

pada tahun 1881 yang dimuat oleb Journal Haahahar di Wina, ia menunjuk 

gerakan-gerakan kebangaaan di Eropa yang baru lahir yang berhasil 

memperjuangkan nasibnya dan berdiri sendiri dalarn bidang politik. Oleh sebab 

itu, ia mengingatkan bahwa regala sesuatu yang dapat dicapai oleh bangsa-bangsa 

' Meskipnn ocrlibao culrup berllasil dalam beooprah, gernkan polilil< kebangsaan model Zionisme 
ini ada juga yang menentangnya. Ahad Ha'am, seorang ahll filsalllt terkenal Yahudi Ru.9a 
misalnya, ~ak awal menolak pengabaian keberndaan ~ Alllb di lilllllh Paleslina. Daiam 
esainya "The Truth from the Ltmd of Israel\ setetah kunjungannya ke Palestina tahun 1891, ia 
berkesimpulan bahwa adalah berklulyal jika memboyllngkan Palestina sebagai sebuah wil>yah 
yang kosong. Dia jnga terusJk dengna sikap guru pemuklm Yahudi yang seriD;l berperilaku kejam 
dan l!asar ocriladap letangga Amhll)'a. Dia mengkrilik bangsanya yang lidak dapat belajar dan 
pengalaman pahionya sebagai minorilas <li negori asing. Kritik S<nl])a juga dilontarkan nleh 
Yil::!hak Epstein. seorang pengajar kelahl!lln Rusia yang bermukim di Palcstina tahun 1886, 
Disamping itu adajujJa nama seperti Yosel'Lvria, seomngwartawan dan guru kelahl!lln Rumania, 
Arthur Ruppin. seomng ketua Asoslas:i JteUanjian Da.mai (Covenanl of Peace). Mereka semua 
adalah guru pemikiT Yahudi yang menolak paham Zianisme kllrena banyakll)'a ke!emahan yang 
oerdapat da!am realiu pah&m ten;ebuo. Semcmam dan kalllngan Orthod<>lo;, pam Ra!Jbi (pendeta 
Yahutti) sejak awal mencela bahwa Zionisme adalah mesianisme yang keliru, mesk:ipun Hen1 
tidak melupakan ide tneSS.ianis da1am gerakannya yang sering ia katakan ,'" Dunia abn bebas 
deniJllll kemetdokaan kils, ballllgia dengna Io;jayaan kioa danjaya dengan keb<saran kita Apayang 
ldla 1!.'illhakan adalah kejayaan kernanuslaan". 
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lain itu harus juga terjadi pada kallm Yahudi. Eliezer juga berhasil mempelopori 

pemakaian kembali bahasa Yabudi sehari-hari. Ketika ia kemudian bermukim di 

Palestina, ia wujudkan ide memasyarakntkan bahasa Y ahudi ini sebaik-bailmya. 

(Scboerunan, 1988) 

Sedangkan orang pertama yang mengemukakan wawasan nasionalisme 

Yahudi adalah Leon Pinsker, seorang Yahudi Rusia, pada tahun 1882. Namun, 

yang menumbubkannya menjadi ideologis dan gerakan Zionisme adalah Theodor 

Hers!, seorang Yahudi Austria. Atas prakarsanya, pada tahun 1897, 

diselenggarakanlab kongres Zionis penama di Bazel, Swiss, yang mengbasilkan 

terbentulmya Organlsasi Zionisme Dunia yang bercorak politis dan memilih Herzl 

sebagai ketua Gerakan Zionis Dunia ini. Hampir selurub perutusan yang hadir di 

kongres itu menyatakan keinginan mereka untuk menjadikan Palestina sebuab 

negara Y ahud~ namun karena pertimbangan-pertimbangan praklis maka dalam 

resolusi Kongres banya disebutkan tentang "mmah untuk bangsa Y ahudi di 

Palestina". 

Di bawah Herzl pula, Organisasi Zionis Dunia ini berkembang menjadi 

organisasi yang kuat dengan jaringan institusi yang komprehensif, seperti edanya 

lernbaga keuangan Yahudi (Jewish Colonial Trust Lid) yang bergerak di bidang 

perbankan. Bad an Pengumpulan Dana Y ahudi (Jewish National Fund) yang 

berfungsi melaksanakan pembelian tanab di Palestina bagi pemukiman­

pemukiman Yahudi serta Jewish Agency. 

Untuk mencapai makeudnya Herzl mula-mula mencoba mendekati 

Kekhalimban Daulah Usmaniah agar bersedia menyetujui didirikannya suatu 

badan khusus untuk mengurus pemukiman orang-orang yahudi Palestina. Tetapi 

usabanya ini menemui kegagalan, Pada tahun !903 Herzl berpaling kepada 

lnggris. Tawaran pemetintah lnggris unrak menjadikan Protektorat Afrika Timur 

( belakangan dikenal sebagai Kenya) sebagai "homelGJid' Yahudi ternyata ditolak 

oleh orang-orang Zionist yang tidak melihat alternatif selain Palestina. 

Tokoh-tokoh Zionis terkemuka lainnya ialah Cbaitu Weizmann dan 

Nahum Sokolov. Masing-masing adalah Yahudi lnggris dan Rusia. Sejak tahun 

1906 Weizmann telan menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh pemerintahan 

lnggris. seperti Balfuur, Milner, Lloyd Georga serta Mark Sykes, redaktur sural 
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kabar Mlmchester Guardian yang berpengaruh. Melalui hubungan iru dia 

meyakinlmn pemerintah Insgris, babwa posi•i Insgris tentulah akan semakin kuat 

di kawasan itu, bit a Palestina berada di bawah dominasi Y ahudi. (Garaudy, 2000) 

Dalam organisasi Zionis sendiri, sejak awal permulaan berdirinya Ielah 

ada tendensi konflik. Politik Zionisme Herzl yang bersifat borjuis dan sekuler, 

atau yang lebih dikenal dengan General Zionist mondapat tentangan dari 

kelompok huruh atau Labor Ziomsl stau Zionisme Sosialis, yang lebih 

menekaakan hukan pada big power diplomacy, tetapi lebih pada kebijakan 

imigrasi dan pamukiman untuk menciptakan masyarakat sosial-demokrasi Y ahudi 

di Palestillll. Tokoh yang terkenal dengan kecenderungan demiklan adaJah David 

Ben Gurion (1886-1973). 

Pada tahun 1920, rnuncul " kelompok kanan" (Right wing) dalam 

organisasi Zionis yang dipimpin oleh Vladimir Jabotin8kY (1880-1940) yang 

terkeoal dengan kelompok Revisionist. Jabotinsky menolak sistem gradual dalam 

paham Zionis, serta menolak melakakan kompromi dengan bangsa Arab Palestina 

T etapi bagaimanapun juga Generzl Zionist memaiakan peranan pen ling sejak 

awal berdirinya hingga permulaan tahun !930-an. Pada periode berikutnya, 

kepemimpinan organisasi Zionis diambil alih oleh kelornpok huruh (Labor 

Zionist) yang pengaruhnya juga terasadi dalarn Yishuv (sehutan bagi komunitas­

komunitas masyarakat Yahudi di Palestina). Kelompok buroh ini berjaya selarna 

empa! dekade dan memainlmn peranan penting dalam rneletakkan landasan 

ekonomi, sosia~ kultural dan politik bagi masa depan negara Israel di kemudian 

bari. Dominasi Labor Zionist ini berangsur-angaur surut ketika dalam !abun 1977 

murid Jabotinsky, Menachem Begin (1913-1992) berbasil memenangkan pemilu. 

Sejak saat itu, selama dua periode Organisasi Ziorus didominasi oleh "kelompok 

kanan" yang bernaung di bawah bendera Partai Likud. Untuk masa-mas 

selanjutnya kedua partai besar ini ( partai Buruh dan partai Likud) selalu bersaing 

ketal dalam setiap pernilu, dan menjadi penentu dalam kehidupan politik Israel. 

(Geraudy, 2000) 
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Istilah Zionisme berasal dari akar kata zion" yang pada masa awol sejarah 

Y ahudi menjadi sioonim dengan penyebutan untuk kota Jerusalem. 

Keterkaitannya adalah bahwa zion itu adalah nama bulcit yang diatasnya kota 

Jerusalem berdiri. Bagi bang sa Y ahud~ kota Jerusalem mempunyai satu ternpat 

khusus dalam keyakinan mereka karena di sanalah Sulaiman 11 mendirikan 

kerajaannya yang didalamnya terdapat sinagog" pertama. 

Istilah ini pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Makna yang 

terkandung di dalamnya adalah bahwa pabam ini adalah sehuah pabam gerakan 

yang bertujuan untuk mengembalikan bangsa Yahudl ke eretz (tanah) Israel yang 

berada di bulcit Zion. Mengaps ada ·istilah "mengernbalikan"? Kalau begitu, 

. berada dimana sebenamya ban gsa Y ahudi selama ini? Perlu diketahui bersama 

babwa setelab hang sa Y ahudi terusir dari komunitasnya oleb bangsa Romawi, 

maka bangsa Y ahudl kemudian hidup tersebar di seluruh penjuru dunia 

(terdiaspora). Dalam kondisi seperti itu, mereka kemudian menjadi golongan 

minoritas di dalam masyarakat yang mereka dlami. Karena sifatnya yang tertutup 

(kamungk.inan karena efek dari pengejaran bangsa Romawi tadi sehingga mereka 

takut teridentifikasi) ditambah dengan ketatnya menjaga tradlsi (seperti cora 

berpakaian, ritua~ dsb.) maka hangsa Yahudi yang terdiasPQra ini menjadi 

terkucilkan dan bahkan tidak jarang menimbulkan kecurigaan yang berakibat pada 

pengusiran-pengusiran dan penganiayaan-penganiayaan. Melihat kondisi yang 

semacam itu, beberapa tokoh Y ahudi kernudian mulai menyuarakan pentingnya 

sebuah ikatan bersama bangsa Yabudl ngat dapat hidup secara layak. Persoalan 

besar kemudlan timbul, yaitu apa yang dapill dijadikan sebagai simbol pemersatu, 

dan dimana mereka dapat bidup bersama? Bermula dari sinilah bibit-bibit 

zionisme mulai tumbub, 

Seoara garis besar perkembangan Zionisme dapat dlbagi menjadi tiga 

tabapan, yaitu: (Husaini, 2004: 28·32) 

I. Zionisme dengan fokus utama mempersatukan bangaa Israel. Alat utama 

yang digunakan adalah simbol-simbol keagamaan Y ahudi, seperti tradisi 

10 I<a!a in! dapat ditemulout di dalam PeQa!ljian Lama pada bagirul Kitab Mazmur 137:1 "Di lepi 
Sllngai·sungai Babylon, eli sana ldta dudul< sambil menaugis, ketika ki!a teriogat Zion." 
" Salah satn nabi besar kall!D Yahudi yang juga diimani oleb kaum Nasrani dan Muslim. 
"r._tperibadatankaum Yabudi. 
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pakaian, simbol bintang David, dan yang terutama adalah re!1!ntuhan 

kerajaan Sulairnan di Jerusalem akibat dihancurkan oleh bangsa Rornawi. 

Reruntuhan yang berupa ternbok batu 13 itu kemudian dijadikan sebagai 

salab satu tempat ritual bagi bangsa Yabudi, yang di dalam ritual tersebut 

terkandung doa agar kejayaan bangsa Y abudi dapat terulang kembali salah 

satunya dengan berdirinya kembali banglman kerajaan Sulaiman yang 

didalarnnya mencaknp sinagog pertama Zionisme tabap pertama ini sering 

diistilabkan dengan nama Zionisme Religius yang mulai berlangsung 

sekitar tabun 1880-an hingga awal abad ke-20. 

2. Salab satu tokoh penting Zionisme, yaitu Theodor Hertz!, kemudian 

melakukan penguatan landasan zionisme dengan memasukkan unsur 

politis dan kekuasaan. la melibat bahwa temyata jika hanya menjadikan 

Jerusalem sebagai tempat berkumpul bangsa Y abudi sangat jauh dari 

meooukupi. Setain itu, ia juga merasa babwa jika ha.nya sekedar 

berkumpul maka hal tersebut belumlab terlalu kuat untuk dijadikan 

sebagai faktor pemersatu bangsa. Bang sa Y abudi perlu sebuab temp at 

berkumpul yang kuat secara politis. Dengan katalain, bangsa Yahudi perlu 

sebuab negara sendiri. Maka ia kemudian mencoba mencari dasar 

pembenara.n untuk rnernperluas wilayab dan kemudian mendirikan negara 

di atasnya bagi bangsa Y abudi. Ia kemudian menggunakan sa!ab satu ayat 

di dalarn Pe!janjian Lama dirna.na di dalamnya tersurat ja.nji Tuhan babwa 

bangsa Y abudi dijanjikan taaab tempat tinggal yang bamama Judea dan 

Samaria. Kemudian dengun penafsirannya sendiri, ia mene!jemabkan 

wilayah Judea dan Samaria sebagai wilayab Palestina hingga ke tepi 

sungai Euphrat di Irak (Lihat lampiran 3). Permasalaban yang kernudian 

menghadang adalab bahwa ternyata kawasan yang ia ldaim tersebut 

bukanlah wilayah yang sama sekati kosong; di da!amnya terdapat 

penduduk yang sudab lama menetap. Maka kemudian ia memasukkan 

cara-cara politis dan kekuasaan, seperti dangan melakukan loby ke Inggris, 

melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat dengan cara 

mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di sana hlngga menjadi 

13 Dikenal dengan istilah the Wailing Wall (TembokRatapan). 
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penduduk mliyoritas yang tidak jarang menyebabkan penduduk asli 

terpaksa menj!llll tanlibnya dan pindah, dsb. Zionisme tabap kedua ini 

sering diistilahkae dengan nama Zionisme Politis yang mulai berlangsung 

semenjak awal abad ke-:W hingga berdirinya Israel 1948. 

3. Setellib tabapan mernpersatukim dan mengikat bangsa Y libudi secara 

politis, maka tlibapan terakbir (sampai sekarang masih berlangsung) adalah 

tlibapan mempertlibankan ekaistensi. Untuk dapat melakukan hal ini tentu 

mengandalkan kemampuan loby politik saja tidak cukup. Mereka hams 

merniliki mekanisme pertlibanan sendiri yeng cukup baik untuk dapat 

mengbaiau gengguan baik dari dalam maupon luar negeri setiap saat. Pada 

titik inillib Zionisme kemudian memasuki tabapan militerisme .. Zionisme 

militmsme ini dalam pelaksanaannya selama ini ternyeta memiliki dua 

kepentingan. Tidak banye untuk mempertlibankan eksistensi negara Israe~ 

tapi juga digunakan (terutanta oleh para penganut pola pikir Hertz!) 

sebagai alat untuk melakukan ekapansi ke wilaylib·wilaylib yang hingga 

saat ini belum berbasil dikuami. Contoh paling jelas adallib pada Perang 

1967 (lihat penjelaaan di atas) serta Perang 1982 ketika pasukan Israel 

memasuki Lebanon dengan dalih untuk mengusir gerilyawan FLO yang 

bermarkas disano. Tlibapan ketiga ini mulai beriangsung sekitar lahen 

1967 hingga sekarang 

4.4. Kebijakan Kolonisasi dan Imigrasi Bangsa Yabudi 

Seperti yang tellib disebutkan di alas bahwa sallib satu tujuan Zionisme adallib 

mendirikan '"rumah bagi bangsa Ylibudi di Palestina". Karena itu, terutama setellib 

kongres Zionis Sednnia I tlibun 1897, berbagai gelombang imigrasi berdatangan 

dari berbagai negara sepeni : Rusia, Rumania, Polandia, Jennan, Bulgaria, 

Yugoslavia, Yaman, Aden dan negura·negara Afrika. Mereka mellikukan 

kolonisasi atas tanah-tanah Palestina selama berpuluh-puluh tlibun hingga 

menjelang terbentuknya negara Israel tabun 1948. 

Kolonisasi yang mereka lakukan mengambil bentuk pernukiman­

pemukiman pedesaan dengan konfigurasi dan distribusi sademikian rupa sehingga 

kemudian menjadi penentu batas-batas negara lsra~ serta terbukti mampu 
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mempertahankan klaim Israel atas natio1111fhomeland Y ahudi di Palest ina. Hal ini 

karena fungsi tempat-'tempat pemukiman pedesaan yang me!llDgk:ap sebagai 

bentong pertahanan, terutama dalam pelllDg Arab-Israel tahun 1948. 

Pasco perang tahun 1948, kembali orang-oTll!lg Yahudi melakukan 

kolonlsasi tenah-tanah Palestina untuk mengisi kekosongan tanah atllu wilayah 

yang ditinggalkan oleb orang-orang arab Palestina karena meogungsi. Hal serupa 

juga dilakukan kaum Y ahudi pasca perang Arab-Israel tahun 1967 (Perang Enam 

Hari). Dengan demik.ian, berkaitan dengan masalah kolonisasi ini, terdapat liga 

periode kolonisasi Yahud~ yakni kolonisasi menjelang akhir abad XIX sampai 

dengan awal kemerdekaan Israel tahun 1948, dan kolonisasi sesudah perang Arab­

Israel tahun 1948 serta tahun 1967. 

Untuk mencapai tujuannya Yahudi berbondong-bondong melakukan 

emigrasi dari negara asalnya. Setelah diadakaunya Kongres Zionis Sedunla I 

tahun 1897 gelombang imigrasi ke Palestina berdatangan dari berbagai negara. 

Bahkan sebelum diadakannya kongres tersebut pada 1882 gelombang ali yah 

pertama sudah mulai berdatangan ke tanah Palestina. Aliyah (bahasa ibrani: naik 

ke atas) adalah sebuah istilah yang dipergunakau luas untuk merujuk kepada 

imigrasi Yahudi ke Tanah Israel. Aliyah adalah sebuah konsep budaya Yahudi 

yang penting dan dasariah dari Zionisme sehingga konsep ini ditempatkan dalam 

Undang-ondang Kepulangan ke Israel, yang mengizinkan setiap oamg Yahudi bak 

bukum untuk meodapatkan bantuan berimigrasi dan menetap di Israe~ serta 

kewarganegaraan Israel secara otomatis. 

Periode imigrasi Y ahudi-dengan. tujuan untuk membentuk koloni di 

Palestina-sejak akhir abad XIX sampai tahun 1948 dapat dibagi menjadi 5 

bagian: (Husaini, 2004: 34-44) 

I. Periode tahun 1882-1903 

Sebelum periode in~ sebenarnya Ielah ada beberapa ribu orang Y ahudi Uthan 

yang tinggal di kota Jerusalem, Safad dan Tiberias. Mereke adalah para penganut 

Yudaisme yang melakukan kegiatan spiritual agama Y ahudi dan tidak puny a 

kehendak politik apapun. Oleh karena itu, kebadimn mereka di Palestina tidak 

menyebabken keresahan, babkan mereka bisa bergaul dengan penduduk setempat 

yang beragama Islam atau Kristen seeara damai. 
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Pada tahun 1882. sesaat setelah dilreluarkannya Undang-undang anti Semit 

di Rusia, datang secara massal sebanyak 24.000 orang imigran daii negara 

tersebut. Menyusul kemudian pada talmn 1903 sebanyak 24.000.30.000 imigran, 

terutaina dari Rusia, Rumania dan Polandia. Para imigran pada periode pettama 

ini merupakan pioneer berdirinya pemuldman pedesaan Yahudi di Palestina. 

Mereka mendirikan pemukiman dengan sistem pertanian moshava ( benltlk jamak 

dari mrn~havot). Sistem ini mereka adopsi dari negara asalnya yaitu Erops Timur, 

menganut sistem penanaman dengan tanah pertanian yang dibagi ke dalam 

beberaps· blok-blok besar, dao masing-masing petani mendapat sebidang tanah, 

tetapi karena kurangnya pengalaman dari para petll!li dan tidak berkembangnya 

sistem pelayanan sentral mengakihatkan sistem pertanlan ini kurang sukses. 

2. Periode 1904-1918 

Dalam periode ini, sebanyak 35JlOMO.OOO orang imigran secara massal 

kembali datang dari Rusia. Tetap~ mereka yang datang belakangan ini berbeda 

dengan para pendabulu mereka. Disamping jumlabnya yang mayoritas terdiri dari 

kaum muda yang terpelajar, kedatangan mereka disertai dengan penerapsn ide-ide 

Karl Mark yang pernab mereka pelajari. Oleh karena itu, hagi mereka sisem 

mosbavot adalab tldak sesuai dengan ide mereka. Unltlk memperoleb 

pengbidupan yang balk, mereka menciptakan sistem pemuldman pertanian 

kibbutz (benltlk jamaknya: kibbutzim) dao kemudian moshav (benltlk jamaknya: 

moshavim). 

Dalam sistem pertanian yang bercorak sosialis ini, dibutuhkan 

pemberdayaan orang-orang Y abudi me\alui penciptaan kias petani untuk bersama­

sarna bekerja bagi kepentingan bersama mereka, guna terciptanya masyarakat 

yang adil. Sistem ini menganut enam asas yaitu : 

tldak eda upah bagi mereka 

segala sesuatu adalab milik bersarna 

pertanian dao segala bentuk produkai sepenuhnya kolektif 

sistem kepemimpinan yang tunduk pada mayoritas 

anak-anak dan kebidupannya dididik secara kolektif 

adanya pembatasan penggunaan buruh dari luar 
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Sistem kibbutz inl, yang mulai berlrembang pada tahun 1918, memiliki daya tarik 

linggi dan terbukti mampu terns berkembang, bingga mencapai sembilan kibbutz 

sebelum beralthimya Perang Dunia I 

3. Periode 1915-1931 

Pada periode ini, total jumlab mereka yang datang k.e Patestina sebanyak 

82.000 orang. Kadatangan mereka terbagi kedalam tiga gelombang, yakni lahun 

1919-1923, lahun 1924 dan akhir tahun 1931. Kebadiran mereka dalam jumlah 

yang sangat besar ini sebagai akibat deri adanya deklarasi Balfbur 1917 yang 

merupakan hasil kolaborasi kaum Yahudi dengao Pemerinlah Inggris untuk 

memasukkan sehanyak-banyaknya imigran Y abudi. Dabun peri ode ini, jumtab 

orang Yabudi telah mencapai 17% darl total penduduk sebesar 1.036.000 orang, 

kehanyakan darl mereka benssal darl Rusia dan Polandia. 

Kehidupan pemukiman pedesaan Yahudi pada periode ini menjadi lehih 

berarti dengao diperkenalkannya system pertanian mosbav, sehagai alternative 

darl system kibbutzim dan moshavot. Sistem ini menganut empat asas, yakni : 

kepemillkan tanah secara nasional dengan system sewa yang dapat dialibkan ke 

pihak lain, penggunaan teaaga kerja sendiri untuk pertanian keluarga, gotong· 

royong dan mengemhangkan sikap bertanggung jawab diantara anggota, serta 

pembelian dan pemasaran secara kooperatif. 

Pada masa ini mu!ai diperkenalkan siatem perlanian campuran yang 

memadnkan ragam pertanian anggur, jeruk, dan biji-bijian dengan usaha 

pemeraban susu, petemakan unggas dan sayur-mayur. Diversifikasi ini dilakukan 

untuk mengantisipasi k.ekorangan pangan seperti yang pemah mereka alami 

selama Perang Dunia I dan sebagai persediaan bagi kebutuhan konsumsi 

masyarakat Yahudi urban yang jumlahnya semakin meningkat. Pad a rna sa ini juga 

mulai diperkenalkan penggunaan mesin-mesin pertanian dan mulai beroperasinya 

Dana Nasional Yahudi yang melakokan pembelian laban secara besar-besaran 

untuk disewakan kepada para petani dengan bunga yang ringan. 

4. Perlode 1932-1939 

Gelombang imigrasi pada periode ini diakibatkan oleh bangkitnya 
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Naziisme· di Jerman. Pada akhir tahun 1939, jumlah mereka yang masuk ke 

Palestina mencapai 230.000 orang. Mereka terutamll darl1erman dan Austria, juga 

sebaglan kecil darl Polandia dan Rumania yang datang sebagai korban 

kebijaksanaan anti- Semit darl pemerintah yang bersangkutan. Pada masa ini 

perklraan populasi masyarakal Y abudi di Palestina sudah mencapai 22% 

penduduk 

Kolonisasi yang mereka lak:ukan kali ini adalah dengan cara mernbeli 

tanah-tanah Palestina dalam jumlah yang lebih besar untuk membangun kibbutzim 

di bukit Meoashe ( Tepi barat). Mereka juga membeli kembali lenibab Hefer guna 

kepeniingan kibbutzim dan mosbavirn, sebingga pemukiman Yahudi di sebelah 

utara dan selatan dataran Sharon dapat dihubungkao. Yang lebih penling dalam 

periode ini adalah diperkenalkannya sistem kolektif mosbav, atau mosbav shitufl, 

yakni usaha untuk mengkombinasikan prinsip-prinsip terbaik kibbutz dan mosbav, 

yang merupakan suatu kombinasi antara keuntungan sosial sistem mosbav dengan 

keuntungan sosial sistem kibbutz, 

5. Periode 1940-1948 

Mesklpun pemeriotah mandai Inggris mulai membatasi jumlah imigran yang 

masuk ke Paleslina, tetapi pada perinde ini mereka yang datang mencapai 110.000 

orang. Imigrasi ilegal ini dikenal sebagai Aliyah Bet ("imigrasi sekunder"), atau 

Ha'apalah, dan diorganisasiken sebuah lembaga Zionis yang belakangan meJ\iadi 

Mossad, serta oleh Irgun. Imigrasi dUakukan terotama lewatlau~ dan pada tingkat 

yang lebih sndildt lewat jalan darat melalui Irak dan Suriah. Mulai pada 1939 

imigrasi Yahudi dibatasi lebih sndildt lagi, dengan memberikao izin hanya kepada 

75.000 iodividu untuk masa lima tahun dan sesudah itu imigrasi harus sama sekali 

dihentikan. Britania menjadikan penjualan tanah kepada orang Yahudi ilegal di 

95% darl wilayah Meodatnya. 

Pada Perang Dunia II dan tahun-tabun setelah ltu hingga kemerdekaan, 

Allyah Bet menjadi bentuk utama dari imigrasi Y ahudi ke Palestina. Setelah 

perang, Berihah ("pelarian"), sebuah organisasi deri bekas partisan dan para 

pejuang Ghetto Warsawa terutama bertanggnng jawab dalam menyelundupkan 

orang-onmg Yahudi dari Polandia dan Eropa Timur ke pelabuban-pelabuhan ltalia 
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dan dari sana mereka pergi ke Palestina. Meskipun Brillmia berusaba mencegah 

imigrasi ilegal, pada masa 14 tahun berooperasinya, 110.000 orang Yahudi 

berimigrasi ke Palootina. Dengan kedatailgan imigran ini pemerintah 

mengandalkan Amerlka Serlkat untuk memenuhi biaya hidup para imigran Dan 

kebijakan kolonisasi pemerintah Israel hingga kinl mengbasllkan pencaplokan 

wilayah ini sebasar 60"A. di West Bank dan 40% di Gaza.Kebanyakan para 

pengungsi dari korban kekejarnan Nazi Jerman. Mereka gencar membangun 

tempat·tempa! pemukiman. Dengan bantuan Dana Bantuan Nasional Y ahudi 

mereka berbasil mendirikan 60 kibbutzim dan 20 moshavim. Tujuan pemuk:iman 

pada masa ini semakin nyata bersilllt politls dan sttategis untuk merebut kembali 

Bretz Israel sebagai warisan dari leluhur mereka dulu serta sebagsi persiapan bagi 

berdirinya negara Israel. Pada periode ini jumlah mereka mencapai 31% dari total 

paeduduk Palestina atau dari 2.065.000 orang. 

Kolonisasi Yahudi tabap kl>-2 terjadi setelah berakhimys Perang Dunia I 

tahun 1948·1949: Pada tahap ini, kolonisasi dilakukan untuk mengisi kekosongan 

tanah-tanah bangsa Amb Palestina yang ditinggalkan penghunlnya karena pergi 

mengungsi. Kekosongan tanah ini bahkan sudah dimulai sejak pengumuman 

Rencaua Partisi PBB tahun 1947. Pada waktu itu, untuk menghindari segala 

kemungkinan buruk, sebanyak 200.000 orang Arab Palootiua menlnggalkan 

kampung selamanya. 

Sebelum 1948 hanya ada tujuh komunitas Yahudi di tauah·tanah yang 

diduduki pada 1967, dan pemilikan tanah Y ahudi paling-paling hanya 1 persen di 

daerah·daerah itu_20 Seperempat abad kemudian, pada Mei 1992, Kementerian 

Luar Negeri melaporkan ada 129.000 orang Yahudi di Jerusalem Timur Arab 

(dibandingkan dengan 155.000 orang Palestina); 97.000 orang Yahudi di 180 

pernukiman di Tepi Barat dengan separuh tanah berada di bawah konttol Y abudi 

sepenuhnya; 3.600 di 20 pemukiman di Jalur Gaza; dan 14.000 di 30 pemukiman 

di Dataran Tinggi Golan.21 Menurut laporan lain, Israel dalam waktu seperempat 

abad itu Ielah menyita atau menjauhkan 55 persen dar\ tanah di Tepi Barat, 42 

persen di Jalur Gaza, dan seluruh Dataran Tinggi Golan, yang telah dicaploknya 

bersama Jerusalem Timur Arab dari pemilikan bangsa Palestina. Seluruh sumber 

air berada di bawah konttol Israel dan 30 persen air di Tepi Barat dialibkan ke 
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Israel ala!! para pemukimnya (Khalid~ 1991). 

Hal ini terulang kembali ketika berlangsung perang Arab-Israel I yang 

membawa konsekuensi sebanyak 700.000 orang Arab metarikan diri. Kaum 

Y ahudi kemudian berhasil mengkoloni tanab-tanab orang Arab seluas 20.700 km2. 

Sebagai aldbat perang dan kolollisasi ini panguasaan tanah Palestina oleb kaum 

Y ahudi menjaru 77% dari semula 56% yang dill.lokasikan bardasarkan Ren<:ana 

Partisi PBB tahun 1947. 

Dengan bertambah luasnya wilayah kamn Y ahudi. Pemerintah Israel 

ketika itu segera mengeluarkan undang-undang Law if &tum (Hak Kembali ke 

Tempat Asal) 1949 yang memberi kewarganegaraan penuh bagi orang-orang 

Yehudi yang ingin kembati ke Patestina. Di tahun itu juga; sebanyak 250.000 

orang lmigran Jerman berdatangan ke tanab Palestina. Pada tahun 1950, 

Pemerintah Israel juga mengeluarkan Undang-undang Absentee Property Law 

yang memberi kekuasaan pemerintah untuk roenyita tanab milik nlliSyarakat Arab 

Palestina yang ditinggalkan sejak November 1947. 

Dangan undang-undang yang pada dasarnya mencabut hak milik 

pengungsi Palestina ini, Pemerintah Israel sekaligus melorang mereka untuk 

kembali ke kampung halornannya. Dengan undang-undang itu pula, pemerintah 

Israel secara leluasa memilild ·hak untuk menutup tanah-tanah milik masyorakat 

Arab Palestina yang ditinggalkan dengan alasan untuk kepentingan negara atau 

militer. 

Pada tahun 1967, sesuai berakhimya Pemng Arab- Israel, tetcatat 

sebanyak 350.000 orang Arab mengursi. Mereka berasal dari wilayah Lambah 

Yordan dan Jericho. Untuk mengisi kekosongan tanah tersebu~ pemeriotah Israel 

di bawah Partai Buruh yang berkuasa waktu itu melakukan kolonisasi berdasor 

pada "Rencana Alton", suatu istilah yang meogacu kepada premis yang 

dikemukakan oleh Deputi P.M Yigal Alton bahwa''wilayah Tepi Barat akan 

menjadi hak milik Yahudijika mereka bermuldm di daerah itu". 

Setelah kemenangan Partai Lilrud pad a tahun 1977, penekanan 

pembangunan pemukiman Y ahudi berubah sesuai dengan ideologi dan pandangan 

po!itik partai tersehut. Berbnda dengan partai Buruh yang menekaakan 

penegembangan bidang pertanian, Partai Likud menanggap kebijaksanaan 
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pemukhnan (kolonisasi) bukan sekedar taktik dan strategi politik semata, tetapi 

lebih dari itu, yalmi merupakan bagian dari ikatan sejarab. Perdana menterl 

Menachem Begin dan para pendukungnya, waktu itu percaya bahwa jika orang 

Y ahudi diberl hak untuk membangun pemukiman di daerah pantai, maka klaim 

mereka atas ludea dan Samaria (sekarang dikenal dengan kawasan Tepi Barat atau 

West Bank) akan menjadi lebih kuat, karena disitulab letak kerajaan Israel kuno. 

Di bawab Paitai Likud, kolonisasi terhadap tanah-tanah Palestina terlihat 

semakin internsif. S~umlah larangan pembelian tanah-tanah milik Arab untuk 

kepantingan pribadi yang semula diterapkan oleh pemerintah terdahulu dicabnt. 

Selain itu, herdasarkan "RenClUla Drobless• (Drobless Plan) tahun 1978, 

percepatan kolonisasi diarabken pada pembangunan blok-blok pemukiman besar 

yang mengelilingi kota-knta utarna Arab, sebingga diperkirakan wilayab Arab ini 

akan terpecab-pecah dan terpisah menjadi bagian-bagian kecil. Politik pemecah­

belahan wilayah Arab ini, tentu saja al<an mempersulit klaim bangsa Arab untuk 

merdeka dengan wilayab yang bersatu. 

Dampak yang segera terlihat dari kebijaksanaan Partai Liked ini adalah 

meningkatnya jumlah pemukiman Yahndi secara tajam di daerah tepi Barat. 

Antam tabnn 1978-1985 jumlah pemukituan di Tepi Barat meningkat dari 24 

pemukiman menjadi 114 pemukiman. Jumlah pcmukim juga meningket dari 

3.200 orang menjadi 45.000 orang. Lebih jauh, pemerintah Israel dibawah 

Matityahu Dobless, yang juga mengetuai Departemen Pemukiman Organisasi 

Zionis Dunia, mengeluarkan "RenClUla Seratus Ribu", yaitu suatu rencana untuk 

memukimkan sebanyak 100.000 orang Yahudi pada tahun 1990 di wilayah West 

Bank guna mengimbangi jumlah orang Arab yang pada tahun 1987 sudah 

berjumlah 800 ribn orang. Dalam renClUlO tersebut juga diperkirakan babwa pada 

tahun 2010 akan terdapat 1,2 juta orang Yahudi di Tepi Barat yang akan marnpu 

mengimbangi jumlah orang Arab yang kira-kira akan meningkat menjadi 1,3 juta 

orang (Khalid~ 1991). 

Namun, rencana yang ditetapkan Partai Likud ini tidak sepenubnya dapat 

terealisasi disebabkan oleb berbagai faktor, antara lain bahwa pertumbuhan 

penduduk Yahudi baik di Israel maupun di wilayah-wilayah pendudukan tidak 

sebesar ban gsa Arab. Angka kelahiran penduduk Y ahudi pada tahun 1990 hanya 
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berkisar 1,3%, sementara angka kelahiran penduduk Anm 3,1%. Perhedaan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi ini jelas tidak mampu memenuhi target 

kebijeksanaan pomerintah. 

Namun demlkian, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Israel berusab.a 

mendatangkan imigran Y ahudi dari Uni Soviet se<:ara besar-besarn.n. Pada tahun 

1990 jumiah mereka yang datang ke Palestina sebew 170.000 orang. Jumiah 

inipun semekin meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi target tahun 2010. 

Akan tetap~ ekandus Yahudi Soviet ini telah membawa sejumlah konsekuensi 

bagi Pemerintahan Israel Jumlah rnereka yang rnenoapai 300.000 orang pada 

tahuu 1995 Ielah semekin rnernperhes&' angka pengangguran penduduk Israe~ 

yang di tahun 1994 saja S\ldah mencapai 14%. Pemerintah Israel sendiri semakin 

kesulitan dengan kebijaksanaan yang ditempuhnya, karena dengan kedatangan 

imlgran ini pemerintah harus menyediekan sarana perurnahan, biaya hidup, 

pendidikan, dan peketjaan. 

Hal ini bukan persoalan yang mndah, karena otuk memenuhi biaya itu 

pemerintah Israel banyek mengandalkan pada pinjaman luar negeri, terutama dari 

mitra abadinya, Amerika Serikat. Meskipun begitu, kebijeksanaan kolonisasi 

pemerintah Israel secara konsisten baik di bawab partai Likud maupun Partai 

burub, hingga kini Ielah menghasilkan pencaplokan wilayah Arab sebesar 60"/o di 

West Bank dan 40% di wilayah Gaza. 

4.5. Penyangkalan Israel terbadap Eksistensi Bangsa Palestiua 

Eksistensi bangsa Palestina adalah inti dari konflik Arab Israel. Bangsa 

Palestinalab yang sejek 1948 kehilangan rumah-rumah dan tanah mereka, 

pekerjaan, kebun-kebun dan ladang-ladang mereka karena direbut orang-orang 

Israel Banyek di antara mereka dan keturunan mereka yang menjadi pengungai 

sekarang ini. 

Eksi.stensi bangsa Palestina itu sebenarnya diakui oleh para perintia Zionis. 

Sebagaimana dikatakan oleh David Ben Gurion, perdana menteri Israel yang 

pertama, pada 1936: "Kami dan mereka (orang-orang Palestina) menginginkan hal 

yang sama: kami berdua mengingiukan Palestina. Dan itulah lronflik yang 
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mendasar." (Kbalid~ 1991) 

Namun, derni memuluskan ambisi menduduld kawasan Palestina, para 

pernimpin dan propagandis Israel cenderung berusaha mengecilkan arti dan tidsk 

rnernanusiskan orang-orang Palestina. " Perdana Menteri Menachem Begin 

rnenyamskan orang-orang Palestina dengan "hewan berkski dua." (Findley, 1995) 

Penggantinya, Yitzbsk Shamir, membandingkan seorang Palestina dengan seekor 

"lalat" dan seekor "belalang." Sharnir bahkan melangkah demikian jauh dengan 

menyebut orang-orang Palestina, sebuah bangsa yang telah hidup selama berabad­

ahad di tanah Palestina, sebagai "para penyerang asing yang brutal dan liar di 

Tanah Israel yang dimiliki olah bangsa Israel, dan hanya oleh mereka." Rafael 

Eitan, kepala staf mil iter Israel semasa Invasi Lebanon pad a 1982, menarnbahkan: 

"Ketika kmul telah mendiami tanah itu, semua orang Arab skan berlari 

mengelilinginya seperti kecoa-keeoa yang mabuk di dalam sebuah botol." Eitan di 

kemudian hari mendirikan partai Tsomet (Persimpangan ]alan) sayap kanan yang 

diabdikan untuk "mmulndahkan" orang-orang Palestina, yang dieapnya baik dan 

buruk -"yang butuk harus dibunub, yang baik dideportasi." Fsksi Tsnmet Eilan 

melonjsk popularitasnya dalam pernilihan tahun 1992, metipatkan empat kali 

perwakilannya sehiogga seeara mengesankan mendapatkan rota! delapao knrsi di 

Knesset. (Findley, 1995) 

Para pernimpin Partai Buruh yang telah lama berknasa juga berulangkali 

berusaha untuk menyangkal eksiste11si bangsa Paleatina. Pada 1969 Perdana 

Menteri Levi Eshkol rnenngasksn: "Apa itu bangsa Palestina? Ketika saya datang 

ke sini terdapat 250.000 orang non-Yahudi --terutama Arab dan Badui. Yang ada 

hanyalah gurun pasir- lebih dari terbelakang. Tidak ada apa-apa." (Findley, 1995) 

Beberapa bulan kemudian Perdana Menteri Golda Meir, yang 

menggantikan Eshkol, berkata: "Kapan ada bangsa Palestina dengan negara 

Palestina? Wilayah itu adalah Syria Selatan sebelum Perang Dunia Pertama, dan 

kemudian menjadi Palestina termasuk Yordania. Tarnpaknya tidsk ada bangsa 

Palestina itu, jadi tidsk benar kmul datang dan melempar merska keluar serta 

mengambil negeri itu dari tangan mereks. Mereka tidsk ada." (Amdur, !990) 

14 Kecende:rungan ini semakin gcncar setdah Partai Likud sayap Iwm.n meraib kek:uasaan pada 
1977. 
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Shimon Peres, per dana menteri pada pertengahan I 980-an, juga menu! is 

sebuah bulru yang diterbitkan pada 1970: "Negeri itu sebagian besar berupa gurun 

pasir kosong, dengan hanya beberapa kelompok pemukimnn Arab." (Khalidi, 

1991) 

Sejumlab orang Israel masih mempertahanksn pendapat ini. Pada 1988 

ekstremis Rabbi Meir Kahane (Kahane, 1988}, pendiri Liga Pertahanan Yahudi 

militan, menulis dalarn sebuah iklan di The New York 1lmes: "Tidak ada yang 

disebut sebagai 'bangsa Palestina' itu ... Orang-orang Palestina itu tidak ada." 

Ketika Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkesan melakukan pembelaan 

terhadap eksistensi bangsa Palestina, Israel berjuang keras selama bertallun-tahun 

untuk melalrukan pendiskreditkan terbadap apa yang dilalrukan oleb PBB. Salah 

satu paristiwa penting terjadi pada 1969 ketika Majelis Umum (MU) PBB 

mangambillangkab besar dengan mengeluarkan sebuah resolusi 2535 B (XXIV) 

yang mengubah persepai dunia atas eksistensi bangsa Palestina. Resolusi tersebut 

mengakui bangsa Palestina aebagai suatu bangsa tersendiri dan menegasksn "hak­

hak mereks yang tak dapat dicabut." (Tomeh, 1975: 74-75) Resolusi teraebut juga 

mencatat ballwa majelis mengalrui "ballwa para pengungsi Arab Palestina muncul 

akibat penolakan atas hak-hak mereka yang tak dapat dicabut di bawah Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekiarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal." 

Dikeluarkannya resolusi itu menandai awal pengakuan dunia alas bangsa 

Palestina sebagai bangsa yang dicabut hak-hak dasarnya menumt hukum 

intemasional. Sebelumnya MU PBB dan sebagian besar pemarintallan non-Arab 

memusatkan perbatian pada bangsa Palestina sebagai individu-individu pengungsi 

dan korban perang. Inilall sikap yang dengan gencar didukang IsraeL yang telah 

lama berketetapan untuk memperlalrukan orang-orang Palestina sehagai individu­

individu dan bukan sebagai bagian dari suatu komunitas. 

Resolusi-resolusi MU PBB selanjutnya antara 1970 dan 1974 menetapkan 

hak-hak mendasar bangsa Palestina. MU PBB melalui Resolusi 2672C (XXV) 

mengakui bahwa "rakyat Palestina mempunyai hak yang sama dan boleh 

menentukan nasihaya sendiri, sesuai dengan Piagam PBB (Tomeb, 1975: 80-81), 

Resolusi 2649 menegaskan 'keabsahan perjuangan bangsa yang berada di bawah 
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ke!ruasaan penjajah dan pihak asing, mempunyai hak untuk menentukan nasib 

sendiri untuk merebut kembali hak itu dengan segala sarana yang mereka 

miliki", dan Resolusi 30S9D (XXVBI) menyatakan bahwa hak-hak yang tidak 

dapat dicabut dari bangsa Palestina itu mencakup pertalian antara hak mereka 

untuk menentukan nasib sendiri dan hak kaum pengungsi untuk kembali (Tomeh, 

1975: !02). Pada 1974, MU PBB rnengeluarkan sebuah resolusi penting. yaitu 

Resolusi 3210 (XXIX), yang mengakui Organisasi Pernbebasan Palestina (PLO) 

sebagai "wakil sah bengsa Palestina" pada 1974 (Torneh, 1975: 109). Dua nringgu 

kemudian, pertemuan negara-negara Arab di Rabat, Maroko, menetapkan 

Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "satu-satunya wakil sab" dan suara 

bengsa Palestina. 

Dikeluarkannya resolusi-resolusi ini menjadi landasan hukum dan moral 

bagi perjuangan Palestina sebagaimana yang kita kana! sekarang. Dalam kata-kata 

ilmuwan Palestina Gbayth Armanazi: "Bengsa Palestina kini sepenubnya 

didukung oleh masyarakat dunia dengan empat hak utama: bak untuk kembali, 

bak untuk rnenentukan nasib sendiri, hak untuk berjueng dan menerima bantuan 

dalam perjuangan merelca." (Shiblak, 2009) 

4.6. Peogungsi Paleslina 

Pada saat kita berbicara mengenal pengungsi Palestina, pada saat itu pula kita 

barns membicarakan tentang asal·usul berdirinya negara Zionis Israel yang 

bermuara pada senrang tokoh yang bomama Tbaodor Herzl, seorang wartawan 

berkebangsaan Austria. Melalui penyebaran pamflet-pamflet yang bertajuk Der 

Juderutaat (Negara Yahudi) pada I 896, dia mengembangkan ide agar bangsa 

Y ahudi yang terdiaspora dapat memiliki sebuah negara. Salah satu tempat yang 

dia usulkan adalah tanah Palestina. Untuk mewujudkan idenya tersebut, setalmn 

kemudian di BaseL Swiss, diadakan Kongres Zionis Pertama. Kongres ini tidak 

secara terbuka mendukung pendirian negara Y ahudi, tapi hanya 

merekomendasikan agar tanah bangsa Palestillll dapat dijadikan sebagai "rumah" 
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sehingga bangsa Yahudi dapat hidup bebas dari rasa taJrut· (Cattan, tanpa tabun: 

330). 

Langkah selanjutnya yang dilalrukan oleh para pengagas ide Zionisme ini 

adalah melakukan pendekatan-pendekatan politis kepada pihak-pihak yang 

berwenang dengan tanah Palestina ini, seperti Sultan Turki Utsmaniyah, kemudian 

ke Pemerintah Kerajaan Inggris selepas kekalahan Turki pada Perang Dunia I 

yang menghasiikan sebentuk dukungan yang terkenal dengan istilah Deklarasi 

Balfour", dan kemudian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan UN 

Gem!ral Assembly Resolution of November 29th, /947 (No. 181) atau yang lebih 

dikenal sehagai Partition Resolution 1947, reso!usi berupa pembagian tanah 

Palestina menjadi tiga bagian: sebagian untuk Israel, sebagian lagi untuk bangaa 

Palestina, dan Jeruaalem yang berada di bawab pengawasan PBB. (Lihat Gambar 

di bawah) 

Setahun setelah peristiwa ini, meletuslab konflik besar pertama antara 

hangsa Palestina dengan kaum Zionis Israel yang sering disebut dengan Perang 

1948. Konflik ini teijadi akibat ketidakpuasan di kalangan bangsa Arab yang 

menganggap pembagian tersebut tidak memenuhi prinsip keadi!an berdasarkan 

jumlab pnpulasi. Saat itu, populasi Arab Palestina yang memang sejak lama 

linggal di wilayah itu beljumlah 509.708 jiwa sementara Yabudi yang mayoritas 

berupa pendatang beljumlab 499.020 jiwa (Cattan, tanpa tabun: 338). 

uDeklamsi ini merupakan sebuah surnt yang dialamatkan oteh Arthur James Balfour (Menteri 
Luar Negeri Inggris saat itu) tertanggal 2 Nopember 1917 kepada Ulrd Rothschild yang inlinya 
berisi dukungan bag! berdir\nya sebuah "nation<>! noms" bagi bangsa Yabudi di Pales!lna. Lihat 
hal. 42. 
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Konflik Arab-Israel telah menimbulkan dua gelombang besar pengungsi 

Palestina. Gelombang pertarna akibat Perang 1948 dengan juinlah pengungsi 

sebesar 726 ribu orang-<lua pertiga dari selunah penduduk Palestina yang 

herjumlah 1,2 juta jiwa Gelombang kedua akihat Perang 1967 ketika 323 ribu 

orang Palestina kehilangan rumah-rumah mereka. Dari jumlah itu, 113 ribu 

diantaranya telah menjadi pengungsi sejak 1948 {Findley, 1995: 45). 
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Tabel 

Persebaran Pengungsi Paleslina di Kawasan Timur Tengab 

~ West Gaza Jordan Syria Lebanon 
Bank 

Registered 675,670 938,531 1,758,274 417,346 396,ll90 
refugees 
Refugees 177,920 464,075 281,211 110,450 1!12,557 
in 
cam us 
o/e of 26% 49% 16% 26% 49% 
refugees 
in camns 
S011rce: UNRWA in Figures 30 June 2004. 

Para pengungsi Palestina, balk yang terdaftar oleh UNRWA ataupun tldalc, 

tersabar di banyak angara di dunia. Menurut Departemen Urusan Pengungsi PW, 

hampir 83 persen pengungsi Palestina berdiam di wilayah Palestina dan negara­

negara tetangga, 10 persen berdiam di negara Arab yang lain, dan 7 person di 

belahan dunia yang lain (Abu-Libdeh, 2007: 21). 

4.7. Hlll/uiAudoh (Bak untnkKembali) 

Program kaum Zionis Israel untuk mendirikan sebuah negara Y ahudi di atas tanab 

Palestina telab melibatkan dan terns menerus melibatkan upaya-upaya pengusiran 

penduduk pribumi Palestina. Hal ini kemudian memicu sebuah pertanyaan 

pcnting: apakah bangsa Palestina yang terusir itu mempunyai hak untuk kernbali? 

Bagi mereka yang terusir, jawabannya tentu saja ya. Namun, bagaimana dengan 

dunia internasional? Count Folke Bernadette, seorang Mediator PBB (yang tak 

lama kemudian dibumh oleh kelompok teroris Zionis Y abudi - Stem Gang), telah 

menyatakan (UN Doc Al648, 1948): 

"It would be an offence against the principles of elemental 
justice if these innocent victims of the coriflict were derried the 
right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into 
Palestine'' 
(adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
keadilan mendasar jika korban-korban tak bersalah dari konflik 
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Hak untuk Kemliali memiliki sebuah dasar legal yang kuat PBB telah 

memborlakukan Resolusi 194 pada tanggal II Desember 1948. Paragraf ll dari 

resolusi tersebut menyatakan: 

" ... the riiftigees wishing to re/um to their homes and live at 
peace with their neighbors should be permitted to do so al the 
earliest practicable dale ... compensation should be paid far the 
property of those choosing not to return" 
( ... para pengungsi yang ingin kembali ke rumah-rumah mereka 
dan akan hidup dengan darnai dengan para tetangga mereka 
harus duzinkan untuk kembali secepatnya dalam waktu paling 
memunglclnkan ... lrompensasi harus diberikan untuk mengganti 
harta benda dari mereka yang memilih untuk tidak pulang 
kembali) 

Semenjak itu Resolusi 194 telah terus menerus ditegaskan kemb.U dalam 

sebuah konsensus universal, dengan perkecuauan bagi Israel dan Amerika Serikat. 

· Dan resolusi tersebut ditegaskan lebib lanjut oleh Resolusi Majelis Umum PBB 

No. 3236 yang menegaskan dalarn Subseksi 2 tentang, "the inalienable right of the 

Palespnians to return to their homes and property from which they have been 

displaced and uprooted, end calls for their return" (hak yang tak dapal disangkal 

dari bangsa Palestina untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah-tanab mereka 

dimana mereka telah diasingkan dan dicerahut dari akar mereka, dan menyerukan 

pemulangan mereka). Penghalangan atas hak ini adalah sehuah tindakan agresi, 

yang layak untuk ditanggapi dengan tindakan oleb Dewan Keamanan PBB. 

Bergabuognya Israel dengan PBB bersifat conditional, tergantung dari 

ketaatannya pada resolusi-resolusi PBB yang relevan termasuk Resolusi 194. 

Yallditas dari Hak untuk Pulang .l(embali tidak hanya berasal darl resolusi­

resolusi PBB saja. Pasal 13 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 

(Universal Declaration of Human Rights} telab menegaskan hak dari setiap 

individu untuk pergi meninggalkan dan pulang kembali ke tanah aimya sendiri. 

Terlebih lagi, Prinsip Kemerdakaan (Principle of Self Determination) menjamin 

tentang hak kepemilikan dan domisili dari seorang individu di tanah airnya sendiri. 
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PBB telah mengadopsi prinsip ini pada tahun 1947. Pada tahun 1969 hingga saat 

ini, priosip tersebut secara eksplisit juga diberlakukan bagi bangsa Palestina, 

termasuk "the legality of the Peoples' struggle for Se!f-Determination and 

Liberation" (legalitas deri peljuangan Rakyat untuk mendapatkau Kemerdekaan 

dan Pembebasan). Hukum-hukum intemasional telah menetapkau bahwa, baik 

penduduken maupun kekuasaan tidak menghilangkan hak-hnk kepemilikan 

prihadi. 

Program kaum Ziollis Israel untuk mendirikau sebuah negara Yahudi di atas 

tanah Palestina telah melibatkau dan terns menerus melibatkau upaya-upaya 

pembasmian etnis atas penduduk pribumi Palestina. Sebelum, selama dan segera 

setelab berdirinya negara Israe~ lebih dari 800.000 orang pengungsi Palestina 

telah dibasmi secara etnis dari rumab-ruemb dan tanah-tanah mereka. Para 

pengungsi ini barikut annk cucu mereka adalah merupnkan sebuab populasi 

pengungsi yang paling besar dan paling awet di dunia ini. Jumlab pengungsi 

Palestina di selurub dunia saat ini t.elah mencapai hampir 6.5 juta orang. 3.8 juta 

orang pengungsi Palestina dan ketorunan mereka yang !erasing telah terda:ftar 

sebagai penerima bantuan kemanusiaan PBB. 1.5 juta orang pengungsi dan 

ketorunan mereka tidnk terda:ftar karena mereka tidak tergulong yang 

mernbutuhkan bantuan. 263.000 orang pengungsi Palestina dan keturunan mereka 

telab !erasing secara internal di dalam wilayah Israel. 773,000 orang pengungsi 

dan keturunan mereka telab terasing untuk pertama kalinya pada tahun 1967. 

Ketorunan deri para pengungsi Palestina telah digabungkau dalam jumlah total 

pengungsi Palestina karena mereka masih belum diberikan bak-bak asasinya. 

Puluhan ribu penduduk Palestina juga telah meninggalkan Wilayah-wilayah Yang 

Diduduki (Occupied Territories) semenjak pecahnya serangan Israel yang paling 

mutakhir pada bulan September 2000. S"'-"lJ"a umum para pengungsi barmukim di 

dekat tempat-tempat dimana mereka telah diusir. 

Penelitian yang dilakukan selama ini tidak saja menunjukkan bahwa bak deri 

para pengungsi untuk pulang kembali itu suci dan legal namun juga 

memungkinkan. Penelitian-penelitian demografis telah menunjukkan bahwa 78% 

deri Wllfga Israel hidup di 14% dari wilayah Israel sementara 22% lainnya hidup 

di alas 86% dari tanah millk para pengungsi. Selain itu, dari 22% itu, 20"/o hldup 
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di kota·lro!a sementara 2% hidup di kibbutzim dan mosbav·moshav (pemukiman). 

Sekitar 5.000 orang pengungsi hldup di setiap I km persegi laban di Jalur Gaza, 

sementara dibalik jeruji kawat berduri yang menglrungkung mereka, tanah yang 

merupakan hak milik mereka tetlantar dan kosong sama sekali (Abu-Libdeb, 

2007: 54). 

Menurut sebuab )aporan dari websile Amnesty International, Israel telah 

mengbaneurkan ribuan rumah-rumab penduduk Palestina di Jalur G1!za dan Tepi 

Barat, termasuk di wilayab Yerusalem Timur, dengan dalih alasan keamanan atau 

karena tidak memililci izin. Selain itu, rlbuan hektar tanab milik penduduk 

Palestina telab dirampas untuk membangun pemukiman-pemukiman di wilayah· 

wilayab yang didudu!d ini. Pernbangunan pemukiman-pemukiman ini melanggar 

Pasal 49 dari Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa "Occupying Power shall 

nat transfer parts of ils own civilian population into the territory it occupies" 

(Negara yang menduduki tidak boleh memindabkan bagian darl populasi warga 

sipilnya sendiri ke wlayab-wilayah yang didudukinya). 

Israel tengah membangun ternbok-tembok pemisah dan benteng-benteng 

di sakeliling kota·kota dan desa-desa Palestina di wilayab Tepi Barat. Setelah 

mereke merampas sebagian besat dari laban-laban pertanian milik penduduk 

Palestina. Dan kemudian tanah-tanab yang dirampas itu, dalam sebuah 

pelanggaran alas hukum iotemasioruli, digunakao uotuk mendirikan pemukiman­

pemukimanlkoloni-koloni. 

Hak-hak yang tak dapat disangkal dari para peogungsi dan meraka yang 

terusir tidak dapat digantuogkan pada "perundingan-perondingan" antara Israel 

dan Otoritas Palestina saja. Hukum-imkum intemasional memandang perjanjian­

peljanjian antara sebuab kekuatan pendndukan militer dengan pihak yang 

didudulci tidak salt jika mengakui hak-hak asasi manusia dari para penduduk sipil 

yang menjadi korban pendudukan, termasuk hak-hak untuk repatrlasi dan restitusi. 

Semua orang Palestina di berbagai tempat bertekad uotuk mendapatkan hak 

kembali mereka ke Palestina. Rentang waktu puluhan tahun menjadi pengungsi 

dan jauh dari tanab air, kondisi kekerasan dan penderitaan, berbagai upaya 

pembauran dan penempatan (untuk bermukim) tidak mampu membelokkan 

keterkaitan hari mereka dengan tanah suci mereka. Pengungsi Palestina tahun 
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1948 masih mendidik anak cucu mereka untuk mendapatkan harapan ini, 

mengajarkan kepada anak cucunya hahwa mereka adalah anak dari desa atau kota 

Palestina. Banyak di antara mereka yang masih menyimpan kunci-kunci rumah 

mereka dan dokumeJ~.dokumen kepemilikan tanah yang meraka miliki di 

Palestina. Kamp-kamp yang mereka tempat sendiri sampai saat ini masih dibagi 

berdasarkan kota-kota dan desa-desa di mana mereka menetap. Tidak sedikit dari 

mereka yang tinggal di kamp-kamp menolak perl>aikan pelayanan terhadap 

mereka, karena khawatir itu sebagal bagian dari proses agar mereka bermukim 

tetap. 

4.8. Upaya-Upaya Repatriasi Penguugsi Paleslina 

Fakta menggembirakan mengenai masalah repatriasi pengungsi Palestina ini 

adalah banyakuya elemen-elemen dari dunia intemasional yang turut serta, balk 

dari level organisasi, negara, kumpulan negara, maupun PBB melalui UNHCR 

dan UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Beberapa contoh bisa 

disebutkan di sini, seperti penyelenggaran Konperensi Madrid dan Pcrjanjian 

OSLO yang salah satu butirnya menyinggung tentang upaya repatriasi pengungsi 

Palestina, ke!uarnya Resolusi-resolusi PBB, seperti Resolusi Dewan Keamanan 

PBB 242 pada 22 Nopembar !967 yang menghendaki Israel mundur dari wilayah 

Palestina yang didudukinya pada perang 1967 sehingga penduduk Palcstina bisa 

kembali ke rumah-rumab mercka, bantuan-bantuan yang diberikan kepada para 

pengungsi melalui European Commission Humanitarian Office (ECHO) (Dumper, 

2007: 70), atau usulan mantan Presiden Bill Clinton pada bulan Desember 

2000--yang lazim diistilabkan sebagai Clinton Parameters, yang di dalamnya dia 

menyebut lima kemungkinan repatriasi pengungsi Palestina, yaitu di Negara 

Palestina sendiri, di wilayah Israel yang diberikan kepada pengungsi Palestina, 

rebabilitasi di sebuah negara penerima, pemukiman kembali di negara ketiga, atau 

otonomi. Belum lagi banyaknya kamp-kamp pengungsian yang dibangun di 

Lebanon, Jordania, Syria, dan lainnya untuk menampung sementara para 

pengungsi Palestina sebclum kembali kc kampung halamannya. 
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Belakangan munt~Il ide di sebuah website dengan alamat www. 

palestineremembered.com untuk membentuk Palestine Land Society, sebuah 

badan yang dibentuk untuk mendokumentaaikan semua propertl milik para 

pengungsi di wilayah yang saat ini diduduki oleh penduduk lmel dan kemudian 

mempetjuangkan kembali hak kepemilikan atas semua properti yang terdata. 

Sebagai tambahan informasi atas beratnya penderitaan para pengungsi Palestina, 

terkadang ada negara Arab tetangga tidak memperlakakan seeara semestinya para 

pengungsi Palestina yeng bermukim sementara di negara mereka dengan dalih 

masalah ekonomi dan sosial, sementara di lain pihak negsra-negara tersebut sudah 

menyatakan komitmen mereka, selah satUnye lewat Protokol Casablanca. Pada I! 

September 1965, Negsra-nagara di kawasan Timur Tengah menyelenggarekan 

sebunh pertemuan mengenai nasib para pengungsi Palestina-yang kemudian 

dikenal sebagai Protokol Casablanca Protokol ini adalnh selah saru produk dari 

Liga Arab yeng intinya menakankan kapada selurub negsra Arab untuk turut 

membantu menjaga para pengungsi Palestina selama mereka bermukim di dalam 

negara mereka. 

Contoh yang lain adalah OK!. Sebagai sebuah organisasi yang banyak 

memfokoskan prograrn-programnya mengenai berbagai fenomena di kawasan 

Timur Tengab, Organisasi Konferensi Islam (OK!) merupakan selah satU dari 

sekian organisasi yang pedu6 mengenai masalnh pengungsi Palestina Salah satu 

hasilnya adalab 'Deklarasi lslarnahad' yang merupakan deklarasi pertarna OK! 

terkait dengan posisi mereka yang peduli terhadap masalah pengungsian, 

khususnye pengungsi Palestina. 

Menurut data PBB yang dilansir di website www.eramuslim.com, sejumlah 

negara anggota OK! menampung 9,4 juta dari 20,8 juta pengungsi yang ada 

diseluruh dunia, yang menjadi perhatian UNHCIL Angka itu termasuk para 

pengungsi dari Palestina yang terusir dari ruman-rumab mereka akibat penjajahan 

Israel. 

Pada 24 Nopember 2008, di Damaskus diadakan sebuah Konferensi Arab 

Intemasional untuk Hak Kembali Para Pengungsi Palestina. Dari kon&rensi ini 

kemudian lahirlah pernyataan bersama yang disebut Deklarasi Damaskus. Barikut 

ini adalab isi dari Deklarasi Damaskos tersebnt: 
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24 Nopember 2008, 

Kami peserta "Konferensi Arab Intemasional untuk Hak Kembali (Haqul AudahJ' 

yang- diadakan di ibukota Suriah; Damaskus, selama dua hari 23 - 24 November 

2008, dengan diikuti oleh lebih dari 5 ribu tokoh dari berbagai lembaga, partai, 

orgenisas~ persatuan-persatuan dan komite-komite untuk hak kembali pengungsi 

Palestina. Lembaga-lembaga ini mewalcili rokoh-tokoh Palestina, Arab, dunia 

Islam dan internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah; yang datang 

dari berbagai ideology dan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak keringgaian, 

para peserta juga datang dari persatuan dan perkumpulan pengungsi Palestina dari 

seluruh penjuru dunia. 

Demi mewujudkan kemenangan hak kembali pengungai Palestina dan 

betjanji untuk terns mendukungnya, maka kauri peserta konterensi 

mendeklarasikan sebagai berikut: 

!. Hak pengungsi Palestina uiltuk kembali ke rumah-rumab dan tanab mereka 

yang mereka tinggalkan, mendapalkan ganti rugi atas kerugian dan bi.haya yang 

menimpa mereka, adalah hak yang tidak b!sa diganggo gugat, tidak boleh 

dikompromikan dan ditawar-tawar, apalagi dikurangi. 

2. Hak kernbali adalah bak legal dan alami, hak setiap individu dan kolektif, yang 

dijamin oleh semua agama, piagam dan hokum internasional. Dia ndalah bak tetap 

yang tidak bisa digugurkan oleh masa kndaluarsa. Dia jugs adalah hak mutlak 

yang siapapun, baik indivldu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah; tidnk 

memiliki hak untuk mengurangi atau melepaskannya. Juga tidak boleh di!akakan 

referendum atasnya. 

3. Koferensi menegaskan pentingnya penyebaran se<;ara merata wawasan 

perlawanan dan jalan yang ditempuhnya. Karena pilihan perlawanan adalab jalan 

yang paling berguna dan paling pendek untuk merealisasikan kembalinya orang­

orang Palestina ke rumah-rumah mereka. Konferensi juga menyerukan 

pengayoman terbadap piliban ini dan perlindungarmya pada tingkat nnsional, 

kebangsaan, dunis islam dan internasional. 

4. Behwa berpegang teguh pada hak kembali adalah prioritas proyek pernbebasan 

nasional Palestina serta proyek pembebasan Arab, dunia Islam dan intemasional. 
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Tindakan putra-putra umat i.ni dan orang-<>rang merdeka di dunia ini membela bak 

kembali i.ni, adalab komitlnen dan kewajiban kemanusiaan Berta peradaban. 

5. Kami serukan kepada llangsa Palestina untuk selalu menegaskan komitmennya 

berpegang teguh pada humi dan tanab almya, berpegang tegub pada warisan 

paradaban, identitas kearaban dan kaislarnannya. Juga menegaskan komitlnennya 

berpegang tegub pada persatuannya di dalam dan di luar, sebegai syarat untuk 

melindungi hak-baknya yang adil, yang tidak bolab diabaikan atau ditawar-tawar, 

dipecah.-pecah atau ditunda-tunda. 

6. Babwa pengusiran rakyat Palestina terjadi di tangan pasukan Zionis melalui 

rencana yang bersandar pada cara-cara teror, pembunuban dan pembantaian yang 

merupakan kejabatan pembersihan etnis dan kejabatan terhadap kemanusiaan. Hal 

i.ni juga menjadi tanggung jawab pasukan intemasional yang meudukung dan 

menyokong pruyek Zionis dan memheri segala bentuk dukungan dan 

perlindungan padanya. 

7. Proyek apapun yang mengurangi hak pengungsi Palestina untuk kembali adalah 

proyek yang hams dikeeam dan ditolak. Baik im proyak ganti rugi, pernukiman 

(pengungsi di luar Palestina}, pemherian kewarganegaraan dan tanab air 

penggant~ dan pihak manapun atau tokob siapapun atau lembaga apapun atau 

organisasi apapun yang berada di belakangnya. 

8. Lembega PBB dimntut mengaktivasi hak kemhali Palestina tanpa ditunda­

tunda. Berlanjutnya penderitaan pengungsi adalah bukti peleeeban seeara terus 

terang terbadap system· intemasional dan bukti kesewenang-wenangan serta 

penerapan hukum rimba 

9. Lembaga PBB hams memikul tanggung jawabnya mengokobkan Bad an 

Bantuan PBB unmk Pengungsi Palestina (UNRWA) bisa terns menunalkan 

kewajibannya di semua tempat kerjanya. 

10. Babwa praktek-praktak Zionis Israel yang bermjuan menambah pengusiran 

orang-<>rang Palestina adalab praktek-praktek kejahatan berbabaya yang barus 

dilawan. Demildan juga proyek-proyek lain horus dibadapi. Seperti proyek 

"pertukaran penduduk'', "transfer" (pengusiran warga Palestina}, koloni 

permukiman Y abudi dan tembok pernisah rasial yang berm juan merubah identitas 

tanah dan manusia, 
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1 L Adalah bak para pengungsi Palestina untuk menikmati bak·bak sipil, ekonomi 

dan social mereka di berbagai tempat peagungsian sampai saat mereka lrembali ke 

rumab·rumah dan tanah mereka di Palestina. Adalab menjadi lrewajiban Negara­

negara Arab yang menjadi tempat tinggal pengungsi Palestina untuk memastikan 

mereka bisa mendapatkan hak-bak tersebut dan membebaskannya dari segala 

beatuk lredanliman dan penderitaan. 

12. Kami menganggap apa yang disebut dengan "Keyahudian Negara" (lsrael) 

adalab rencana untuk menyempurnakan pengusiran ornng-orang Palestina yang 

tinggal di tanab mereka yang diduduld penjl\iah Israel Jahun 1948, upaya untuk 

menggugurkan hak kembal~ menahbiskan "bukum lrembalinya ornng Y ahudi" 

sebagai legalitas modelrnsialisme di Palestina, dan mempertajam proyek-proyek 

koloni permuk:iman yang mengorbaekan bangsa Palestina dan identitaSnya 

13. Konferensi menghargai samangat·juang rekyat Palestina di dalam dan di luar 

serta periawanan dan pengorbanan mereka selama bertabnn-tahun dan 

bergenerasi, lak:i-leki, wanita, orang tua, anak-anak, yang bebas dan menjadi 

tahanan, dalam menghadapi eksi pengusirnn dan pemukiman. 

14. Bahwa semua institusi, organisasi dan lembaga yang membela hak kembali 

pengungsi Palestina, diserukan untuk mengoordmasi usahanya, dan berandil 

dalam manghimpun semua potensi dan kekuatan Arab, islam, Kristen dan 

lremanusiaan, yang lokal dan intemasional, demi merealisasikan konsensus dunla 

untuk melaksanekan hak kembali dan melawan upaya apapun untuk 

menggugurkan dan memalingkan darinya. 

15. Kami serukan peaggiatan mekanlsme dan sarana politik, hukum, ekonomi, 

informasi dan pendidikan secara keselumban untuk membela bak kembali 

pengungsi Palestina, menyebarkan wawasan (tentangnya) dan menanamkannya di 

dalam jiwa generas~ khususnya generasi yang sedang tumbuh dan pemuda. 

16. Sudah berlalu 60 tahun perampasan tanah Palestina tanpa realisasi 

pengemhalian orang-orang Palestina ke rumah-rumab dan tanah mereka. Sudah 

sebarusnya PBB menggugurkan keaggotaan entitas Zionis Israel dan mengusirnya 

dari system yang berlaku intemasional dan menjadiksn kembalinya (peagangsi 

Palestina) sebagai syarat diterimanyalsrael sebagai anggota PBB. 
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Kami mendeldara.sikan janji yang tidak menerima . perubahan atau 

pengganti, tentang komitmen kami kepada bak kembali pengungsi Paleatina dan 

pembelaan kami kepadanya, serta pewarisannya kepada generasi-generasi '.la!Dpai 

bangsa Paleatina mendapatkan kembali bak-haknya dan mereka kembali ke 

rumah-rumah dan tanah aimya. 

4.9. Sikap Israel terhadap Masalah l'engungsi l'aleotina 

4.9.1. Sistem Politik Israel 

4.9.l.l. Politik Dalam Negeri Israel 

Menurut toori bubungsn internasional, politik.luar negeri suatu negsra merupekan 

'perpanjangsn tangsn" politik dalam negerinya oleh karena itu selayakoya kita 

mengetahui politili dalam negeri Israel ter!ebih dalmlu. Jauh sebelum Israel berdiri 

knmunitas Y almdi mendirikan 'Histadrut' tahun1920. Histadrut yang tordiri dati 

para buruh Yalmdi ini memiliki peranan yang culiup penting dalam kiprah 

ekonomi dan politik Jsmcl (interest group). Histadrut ini jugalah yang 

mengorganlsasi imigran, menyiapkan pasukan (militer), serta membangkitkan 

kebudayaan dan bahasa Yahudi. 

Awalnya aspirasi mereka disalurkan dalam Partai Burub, narnun 

a.kbimya terpecah dan ada yang mendukung partai Liknd. Israel adalab penganut 

demokrasi pariementer yang meliputi kaknasaan legislatif; eksekutil; dan 

yudikatif Ketiga kekuasaan ini dipisah dan ookerja 'saling mengawasi' (checks 

dtm balances). Preoiden dipilih oleh knesset (legislatif) sebagai simbol pemersatu. 

Pernerintaban dipegang oleh perdana menteri (PM), dan bertanggung jawab 

kepada knesset. PM baruslah anggota knesset. Israel mengsnut sistem multi partai. 

Tiap pemilu ada puluban parpol yang bersaing, namun yang dapat menduduki 

knesset adalab yang menperoleh suara minimal I% dari jumlab pemilih. Partai­

partai ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok Pertama, Panai Buruh 

yang dihimpun dari para boruh Yahudi di Palesrina dan imigran awal. Kedua, 

Partai Likud merupakan saluran politik Y abudi asal Eropa ('Heredim') yang 

datang tahun 30-an yang umumnya datang akibat kekajaman Nazi. Umumnya 

orang-orang panai Buruh lebih 'menghormati' bangsa Arab, sebaliknya orang 
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Likud mengusir orang Arab dari negerinya. Kelompok ketiga adalah partai"!""lai 

agama. Kelompok keempak adalab partai,partai Arab. Dari seldan kelompok 

partai yang menjadi besar dan berpengaruh adalah Partai Buruh (tokohnya a.l. 

Simon Peres, Y"rtzhak Rabin), dan Partai Likud (tokobnya a.l. Yitzhak Samlr, 

Ariel Sharon, Benyamln Netanyahu). yaog lain banyalah partai keoil yang 

kadang-kadaog bisa menentukan kemenangan salab satu blok 

Bagi masyarakat Israel gerakan perlawanan kelompok-kelompok 

petjuangan Paleatina dianggap sebagai ancaman. Untuk mengbadapi masalah ini 

kedua partai sepakat mengakhirinya. Tetapi cara mereka agak berbeda. Likud 

ingin menyelesaikan dengan kekernsan, serta pengusiran hingga tidak ada lagi 

orang Palestina di Israe~ sedangken Partai Buruh ingin menyelesaikan dengan 

'damai'. Sikap Lilrud kerap dike<:am beberapa orang Israel sendiri sedangken 

Buruh dianggap tidak realistik Tapi kedaanya menganggap wakil Palestina 

adalah PLO (kelompok nasionalis-sekular-pragmatis) dengan menalikan 

kelompok revivalis "HAMA.S" setta "Jihad Islam". 

4.!1.1.2. Politik Luar Negeri Israel 

Politik luar negeri Israel dijalankan berdasarkao kepentingan dalam negerinya, 

yang salab satu pokoknya adalah menjega national securif)l Is....,l agar negara 

tersebut terus eksis. Make sedapat mungkin memberikan manfaat yang besar bagi 

kehidupan dalam negeri. Hal ini mengingat sejarah berdirinya negara Israel 

merasa keamanan dalam negerinya juga merupakan salah saru t\mgsi diplomatik 

internasionalnya. Kebijakan luar negeri Israel dapat dibagi dalam tiga oo, yaitu 

I. Fase pertarna di mana Israel masih disibukkan dengan pendirian 

negara,Israel membutuhkan pengakuan intemasional. Hubungan luar 

negeri dijalankan disesuaikan dengan kebutuhan ird. 

2. Fase kedua, politik Israel lebih menitik beratkao pada kepentingan 

domestik. Pembangunan dalam negeri tergantung pada keamanan daerah 

pendudukanlperbatasan. Politik "=rot and stic/C' dijalankan dalam 

berhubungan dengan nagara lain. Politik "can'ot" dijalankan terbadap 
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terhadap negara yang mau bemegosiasi dan keljasama dengan Israel, 

sedangkan politik "stick" untuk menunjukkan bahwa Israel superior di 

bidang militer. 

3. Fase ketiga, Israel menerapkan politik LN yang lel>ih pragmatis·. 

Misalnya setelah dipimpin Yitzhak Rabin (partai Buruh) Israel mau 

berunding dengan PLO yang semula dianggap teroris, dan mau 

'berbagi' laban yang direbutnya tahun 1967, walaupun terbatas. 

Namun itu semua tidak menunjukkan perubahan yang berarti bagi 

mayoritas bangsa Palestina (yang umumnya hidup dalam pengasingan, 

di Yordania, dsb.). Pelanggarllll demi pelanggaran terus dijalani Israel, 

tidak satupun penguasa Israel ( dari kubu Likud maupun Buruh) yang 

memiliki komitmen mengernbalikan wilayah yang dirampasnya dari 

bangsa Palestina. Adapun langkah 'pragmatis' seperti j11nji memherikan 

wilayah terbatas lebib dimaksudkan wrtuk mendapatkan simpati dunia. 

Agar negara Israel tetap berdiri dan memperkuat eksistensinya. Politik 

Luar negerinya pun tidak lepas dari pernn lobi-lobi (bisnis/politik) 

Yehudi di berbagai negara, termasuk AS. 

4.9.2. Sikap Israelterhadap Masalah Pengungsi Palestina 

4.9.2.1. Sikap Umum 

Kemungkinan kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah kelahirannya sering 

diistilahkaa para kaum Zionis sehagai sesuatu yang tidak mendasar dan tidak 

praktis (neither feasible nor praciical). Salah satu penolakan yang paling keras 

adalah pernyatallll Simon Peretz (www.palestineremembered.com, 2008: 08.12 

wib). Menurutnya kota-kota dan desa-desa Palestina telah hilang ... (dan). .. akan 

sulit untuk membangun kembali tempat-tempat tersebut. 

Alasan lain yang dikemukakan oleh para penggagas Zionisme adalah bahwa 

rnenurul mereka tanah Palestina adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk 
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mereka. Tidak tanggung-tanggung, hal ini mereka cantumkan di dalam deklarasi 

kemerdekaan Israel. 

"Alas dasar bak alamiah dan bak kesejarahim kita ... dengan ini 
(lwnl) memproklamasikan berdirinya sebuah Negara Y ahudi di 
Tanab Israel-Negara Israel." (Findley, 1995: 23) 

-Deklarasi Kemerdekaan Israel, 1948-

Selain alasan tak masuk aka! dan ahistoris di atas, alasan lain yang seringkali 

dikemukakan adalah kembalinya para pengungsi Palestina tersebut dapat 

menyebabkan ketidakamanan bagi penduduk Israel pada kbususnya dan 

ketidalwnanan internal Israel pnda umumnya Sehingga, para pemhnpin Israel 

lebih eenderung pnda kebijakan menempatkan para pengungsi Palestina tersebut 

di tempat lain, seperti di Islandia atau Swedia (www.eramuslim.com, 2008: 08.20 

wib), atau bahkan ke seberang benua Amerika, salah satunya ke Chili 

(www.tempeinteraktif.eom, 2008: 08.22 wib). 

4 .9.2.2. Sikap Pemerintahan Ehud Barak 

4.9.2.2. 1. Ebud Barak 

Ehud Barak (13ahasa Ibrani: ,In~ V,l~) lahir di kibbutz JIAishmar HaSbaron salah 

sam wilayah mandai Inggris alas Palestina pada 12 Pebruari 1942. Terlahir 

dengan nama Ebud Brog sebagai anak tertua dari empat anak laki-laki pasangan 

Israel dan Esther Brag. Dia kemudian meyahudikan nama keluarganya dari 

"Brag" menjadi "Barak" ketika bergabung ke dalam Angkatan Darat Israel pada 

tahua 1959. "Barak" mengandung arti cahaya atau sinar dalam Bahasa Ibrani. 

Pada saat bertugas di kemiliteran dia bettemu dengan Naava yang kemudian 

menjadi istrinya. Mereka dianugerahi tiga orang putri. Barak dan Naava bercerai 

pad a bulan Aguatus 2003. Pada 30 Juli 2007 Barak menikahi Nili Priel. 

Selama 35 tahun pengabdiannya di dunia kendliteran, ia menerupati posisi 

sebagai Kepala Staf Jenderal dan menerima posisi sebagai Rav Aluf; aebuah 
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posisi tertinggi di dunia kemiliteran Israel. Barsk dihadiahi "Medali Jasa 

Istimewa" dan 4 Ianda penghargpan lainnya untuk 'keunggulan keberanian dan 

operasional'. 

Dalam pada itu, Barsk menerima gelar satjana mudanya deri Fisika dan 

Matematika dari Universitas lbrani Y erusalem pada 1976, dan gelar masternya 

dalam Sistem Ekonomi Keahlian Teknik pada 1978 dari Universitas Stanford di 

Palo Alto, California, Amerika Serikat. 

Dalam politik, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (1995) dan 

Menteri Luar Negeri (1995-1996). Ia dipilih ke dalarn Knesset pada 1996, di mana 

ia menjadi anggota Urusan Lnar Negeri dan Komite Pertahanan Knesset. Pada 

1996 Barsk meqjadi pemiropin Partai Buruh. Ehud Barsk diangkat sebagai PM 

Israel yang kesepuluh pada17 Mei 1999 dan mengskhiri pemerintahannya pada 1 

Maret 2001 setelah kalah dari Ariel Sharon pada pemilihan khusus PM di bulan 

Pebrueri. 

Masa pemerinlahan Barsk sebagai PM memiliki heberapa peristiwa 

penting, seperti: 

• Pembentukan knalisi dengan partai Haredi Shas, setelah Barsk betjanji 

ruengakhiri "korupsi" yeng didukong partai keagamaan. 

• Meretz berhenti berkoalisi setelah gaga! bermufilkat pada kekuasaan buat 

diberikan pada Wskil Perdana Menteri Shas dalarn Menteri Pendidikan. 

• Penarikan kembali dari Lebannn selatan. 

• Penrulikan 3 pasukan Israel oleb Hizbullah, yeng dibantu angkatan penjaga 

perdamaian PBB setempat. 

• Perundingan perdamaian dengan Suriah. 

• Disebkannya Hukum Tal yang memberi UU resmi buat pembebasan Yahudi 

Haredi dari dinas militer. 

• KTT Camp David 2000 yang bertujuan 'memecahkan' konflik Palestina-lsrae! 

namun gaga!. Barak dan Presiden AS Bill Clinton menyalahkan Y asser Arafat. 

Barak menyatakan ia membongkar "Tujuan Sesunggubnya Arafat". Lalu, Barsk 

disalebkan po!itisi sayap kiri Israel bahwa ia membunuh pergerakan damai Israel 

dengan mengbadirkan Arafut sebagai "penolak perdamaian". 

• Meletusnya Intillldhah al-Aqsha. 
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• Pembantaian 13 penduduk Palestina oleb polisi dan seorang Wllf$1l negara 

Israel oleh seorang Arab, da!Jun Kerusuban Oktober 2000. 

• Pembicaraan Taba dengan kepemimpinan Otoritas Palestina, setelab 

pemerintabannya jatuh. 

Satu feoomena menarik dari Elrod Barak adalab sisi bumanisnya yang 

cenderung mengedepankan pembicaraan damai jika terlihat ada cebth kea.rab 

tersebul. Perdamaian Timur Tengab bukan merupakan hal yang beru bagi Elrod 

Barak. Sebelum jadi perdaua menteri, ia pernab terlibat dalam beberapa usaba 

untuk mewujudkan perdarnalan tersebul. Sebegai contoh, pada 1994, sebagai 

Kepala Staf Angkatan Bersenjata di bawab mantan Perdana Menteri Yitzbak 

Rabin, ia mengawasi penarikan mundur per!arna pasukan Israel dari Jericho dan 

Jalur Gaza, dan ia memainkan peranan penting.dalam mengamankan porjanjian 

damal dengan Yordania. Dahun salab satu pidatonya sebagai se<>rang pemimpin 

oposis~ Barak memuji langkah yang diambil oleh Netanyabu untuk melaltukan 

penarikan mundur dari Hebron pada 1997. Ia mengatabn bahwa bangsa Israel 

harus membebaskan diri dari bamba!an yang mereka alami dalam memerintab 

orang-orang Palestina yang telah menempati tanah !ersehut sehuna beratus-ratus 

tahun. 

Dalam kapasitasnya sebagai Kopala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), 

ia terlibat dalam implementasi perjanjian damai deagan Yordania pada 1994, 

suatu peristiwa yang sangat berarri bagi Ehud Barak sejalan dengan bubungannya 

yang erat dengan Raja Hussein. 

Setelab penandatanganan Gaza-Jerinho Agreement pada Mei 1994 

(aktualisasi dari Declaration of Principles 1993), Barak bertanggung jawab atas 

irnplementasi pengaturan perdamaian dan penarikan rnundur tentara Israel dari 

Jalur Gaza dan Jericho. Sepanjang periode ini, ia juga memainkan peran penting 

dalam pembicaraan damai Israel-Syiria termasuk benemu beberapa kali dengan 

para pejabat di Syiria. 

Sebagai pemimpin partai oposi~ Ebud Barak pada 1998 mengadakan 

kunjungan ke Amerika Serikat untuk membahas mengenai proses perdamaian 

dengan Palestlna. Salah satunya adalah dengan meminta Clinton agar mendesak 

Pemerintah Israel untuk memberikan konsesi bagi Palestina (Atlas, website). 
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Dalam konferensi pernnya di Washington, Barak menyatakan bahwa jika 

bangsa Israel ingin mendapatkan keamanan jangka panjang, maka satu-sall.lnya 

cara adalah dengan melakukan pemisahan secara flsik dari bangsa Palestina. Hal 

tersebut hanya akan dapat terealisasi dengan melanjutkan proses perdamaian 

dengan bangsa Palestina pada khususnya dan negara-negara Arab pada umumnya. 

Setelah kemenangannya ataa Benjamin Netanyahu, Barak muncul di depan 

puluhan rihu pendukungnya di Rabin Square di Tel Aviv dan mengumumkan 

bahwa pemerintahannya akan melakukan negosiasi perdamaian dengan pihak 

Palestina, menarik rnundur pasukan Israel dalam waktu setahun dan mengakhiri 

permusuhan yang memisahkan kelompok-kelompok yang ada di Israel. Pada saat 

menyampaikan pidatonya tersehut. Barak memberikan penghormatan kepada 

Yitzhak Rabin. Sepeni halnya Rabin, Barak menganggap dirinya sebagai seorang 

tentara di medan perang yang sangat mengetahui bagaimana caranya menciptakan 

perdamaian (www.abcnews.com). 

Barak menjaojikan perdamaian untuk Israel tanpa melemahkan keamanan 

domestik Israel. Barak Ielah beJjanji untuk menarik pasukan Israel sampai 9 mil 

dari zone keamanan yang dibanguo oleh Israel di Lebanon Selatan untuk 

melancarkan serangan. Barak mengatakan; 

''We will reach peacl! nof from weakness but from strength and a 
feeling of security-not a peace which comes at the expense of 
security, but peace that will bn'ng security .... ,] pledge that only the 
we/fore of the s{ate will guide me. • 
(Kmni a1<an meraih perdamaian bukan dari kelemahan melalnkan dari 
kekuatan dan rasa koomaaan-buktm sebuah perdamaian yang muncul 
dari mengorbankan keamanan, tapi perdarnaian yang nkan rnembawa 
keamaoan .... Saya bersmepah habwa hall)'a kesejabteraan lll)gafa yang 
menuntunsaya.) 

Keinginan Barak untuk merealisasikan cita-citanya daiam menciptakan 

perdamaian di kawasan Timur Tengah akhimya menjadi kenyataan pada tanggal 4 

September 1999 deogan ditandatanganinya Memorcmd11m Sharm el-Shelkh dan 

kemudian KTT Camp David IT 2000. 
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4.9.2.2.2 Kemenangan Ehud Barak dalarn Pemilu dan Janji-Janjinya 

"Perdana Menteri Israel terpilih adalah Ehud Barak, • demikian ueap Tamar Edri, 

Direktur Komite Pemilu, ketika mengumumkan basil pemilu di Israel. 

Perhitungan basil akhir memberi kemenangan kepada Barak sebesar 56,08 persen 

(1.791.020 pemilih) dan hanya 43,92 persen (1.402.474 pemilih) untuk Benjemin 

"Bibi" Netanyahu. "Kami akan memih perdamaian tidak dari kelemahan, tapi dari 

kekuatan dan perasaan aman, bukan perdamaian dengan ongkos keamanan, 

melainkan perdaomian yang akan membawa keamanan," kala Barak dengan 

berbunga-bunga (Fadjri, 1999). Dunia internasional pun turut bersorak, tak 

terkecuali Presiden Palestina Yasser Arafat. Dua kala kunci "perdarnaian" dan 

"kcarnanan" itulah yang selama ini memanaskan pulitil< dalam negeri Israel. 

Kadua partai utama, Partai Buruh dan Partai Likud, membolak-balik dua 

kala yang memiliki implementasi yang sangat berbed&-<falam kebijakan 

politik-dengan negara Arab, tetangganya. Partai Likud, yang didukung partai 

agama dan ultranasionalis, me1etakkan keamanan Israel sebagai kunci perdamaian. 

Sebaliknya, Partai Buruh yang didukung oleh kelompuk sekuler lewat konsep 
11tanilh untuk perdamaian11 meletakkan perdama!an sebagai syarat keamanan Israel. 

Kini sebagian besar rakyat Israel memilih perdarnalan demi keamanan Israel. 

"Israel harus memperoleh sebuah perdamaian akhir dengan Palestina sebelum 

Presiden Clinton turun pada Januari 2001," ujar Shimon Peres, bekas perdana 

menteri Israel, 

Kesungguhan Barak tampa!< juga dari keputusannya merangkap jabatan 

menteri pertahanan, setidaknya selarna dua tahun, semata-mata untuk mengontrol 

pembioaraan damai. Barak memang sudah berjanji akan menarik tentara Israel 

dari Lebanon Selatan dalam setahun, memulai perilbicaraan damai dengan Surialt 

dan mengesahkan persetujuan akhir dengan Palestina. 

Salah satu wujud kesungguhan Ehud Barak dalam upaya mencari solusi 

damai adalah keikutsertaan Israel dalarn KTT di Camp David peda Juli 200016 

-------
"Sering disebut sei>agai KTT O!mp David II 
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yang dibadiri PresidenAmerika.Serikat Bill Clinton, Perdana Menteri lsrael Ehud 

Barak, dan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat. K'IT ini diawali dengan 

undangan Presiden Clilllon kepada Barak dan Arafat pada 5 Juli 2000 wrtuk 

datang ke Camp David untuk melanjutkan perundingan mereka di Timur Tengah 

proses perdamaian. 

Pada kesempatan itu, dikeluarkan sebuah Trilateral Pernyataan yang 

mendefinisikan prinsip-prinsip yang telah disepakati untuk memandu negosiasi di 

masadepan. 

Pernyataan Trilateral 

Presiden William J. Clilllnn - Perdana Menteri Israel Ebud Barak - Ketua Otoritas 

Palestina (KOP) Yasir Arafllt. Pada tanggal 11-24 1u1i 2000, di bawah mediasi 

Presiden Clinron, Perdana Menteri Barak dan KOP Arafat bertemu di Camp 

David dalam upaya ullluk mencapai kesepakntan rnengenai status permanen. 

Berikut ini adalah pernyataan trilateral yang berhasil dicapai: 

1. Kedua belah pihak setuju bahwa tujuan negosiasi mereka edalab untuk 

mengakhiri Jronflik dan mencapai perdamaian yang adil dan ahadi. 

2. Kedua belab pibak berkomitmen untuk melanjutkan usaha mereka ullluk 

menyimpulkan kesepakatan mengenai semua masalah status permanen 

Palestina seoepat mungk:in_ 

3. Kedua belah pihak sepakat bahwa perundingan yang didasarkan pada 

Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338 adalah satu-satunya cara 

untuk mencapai kesepakatan tersebut dan mereka berusaba untuk 

menciptakan suasana negosiasi yang bebas dari tekanan, intimidasi dan 

ancaman kekerasan. 

4. Kedua belah pibak memabami pentingnya menghindari tindekan-tindakan 

sepihak yang dapat merusak basil negosiasi dan bahwa perbedaan mereka 

akan dapat diselesaikan banya dengan itikad balk perundingan. 

5. Kedua belah pihak sepakat bahwa Arnerika Serikat tetap menjedi mitra 

penting dalam mencari perdamaian dan akan terus berkoosultasi era! 

dengan Presiden Bill Clinton dan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright 

di masa depan. 
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4.9.3. Dukungan Amerika Serikat (AS) kepada Israel 

4.9.3.1. Dukungan Finansial 
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Hubungan erat antara Israel dan AS memang menjadi salah satu warna mencolok 

dalam kebijakan luar neg¢ri AS selama hampir tiga setengah dekade terakbir. 

Setiap tahunnya, AS mengirim bantuan eknnoeti dan mUiter senilai $ 3 milyar ke 

Israel. AS tak pemab segan dan malu untuk berdiri. di pihak Israel dalam 

'pengadilan' PBB dan furum intemasional lain yang menggugat pelanggaran 

Israel atas bukum inrernasional dan masalah serupa tainnya. 

Israel masih berdiri hingga bari ini dengan ditopang oleh suplai dana yang 

sangat-sangat besar dari negara-negara penduknngnya, terutama AS. Setiap tabun, 

bantuan AS untuk Israel melampaui bantuan yang diberikan pada setiap negera 

lain. Sejak 1987 bantuan eknnomi dan militer langsuns telab berjnetiab $3 etilyar 

atau lebih. Di samping itu, pengaturan-pengaturan finansial yang dilakukan 

semata-mata untuk Israel mencapai kira-klm $5 milyar. setabun. Ini tidak termasuk 

program-program yang demikian dermawannya seperti $10 milyar garansi 

pinjarnan Israel pada 1992. Antara 1949 dan akhir 1991, pemerintah AS 

mernberikan peda Israel $53 milyar dalam bentuk bantuan dan keuntungan­

keuntungan istimewa. Itu setara dengan 13 persen dari semua bantuan eknnomi 

dan militer AS yang diberikan ke selurub dunia dalarn perinde tersebut. Sejak 

petjanjian perdamaian Mesir-Israel pada 1979 hingga 1991, jumlah itu mencapai 

$40, I milyar, setara dengan 21,5 persen dari semua bantuan AS, termasuk semua 

bantuan multilateral dan bilateral seka!igus. (Friedman: 1987) 

Sejak 1984, Israel telab diizinkan untuk menggunakan sebagian dari 

kredit-kredit keuangan militer luar negeri untuk memperoleh barang-l;arang 

militer buatan Israel. Tidak seperti negara-negara lain yang menerima bantuan 

militer AS, Israel tidak harus membelanjakan seluruh dana itu untuk membeli 

peralatan dari AS. Pada 199!, deri dana bantuan militer sehanyak $1,8 milyar, AS 

memperbolehkan Israel menggunakan $475 juta untuk membeli basil industri 

pertahanan buatannya sendiri den bukannya produk-produk buatan AS. Selain itu, 
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Israel diperbolehkan untuk membelanjakan tambahan dana $150 juta dari dana 

bantuan tahun 1991 untuk riset dan pengembangannya sendiri di AS. AS juga 

tclah menyediakan $126 juta untuk mendanai pengembangan sistem pertahanan 

antimisil Arrow di Israel, dengan $60 juta lagi diberikan untuk kelanjutan proyek 

Arrow dalam tahun fi.skal 1992, dan janji beberapa ratus juta dollar di masa 

mendatang. 

Setiap pendnduk AS dan Eropa dikenai pajak untuk hampir semua 

komoditi yang digunakannya, bahkan untuk setiap roti yang mereka makan. Tap~ 

perusahaan-perusahaan Zionis dibebaakan dari pajak dengan alasan, dananya akan 

digunakan untuk membantu Israel. Negara-negara berkembang dan miskin pun 

tak luput jadi korban. Sndah banyak diketahui umum bahwa perusahaat>­

perusahrum terkemuka di AS-negara pendukung utama Rezim Zioni~imiliki 

oleh para penguseha Zionis. Mereka melebarkan bisnis ke berbagai penjuru dunia 

dan dengan cara-cara yang curang, mengeruk uang dari negara-negara 

berkernbang. John Perkins, penulis buku Confessians of an Economic Hit Mon, 

mengungkapkan modus operandi !embaga-lembaga keuangan AS dalam 

mengeruk uang: 

~'Sa1ah satu kondisi pinjaman itu -ka:tak..aolah US $ hnilyar untuk 
negara seperti Indonesia atau Ekuador-negara ini kemudian harus 
memberikan 9ll"/o dari uang pinjaman ilu. kepada sam atm 
beberapa perusahaan AS untuk membaogun inf'rastruktur­
misalnya Halliburton atau Bechtel. lni adaleh perusahaan yang 
besar. l'erusahaan·perusahaan ini kemudian akan membangun 
sistem listrik atau pelabuhan arau jalan to!, dan pada dasamya 
proyek seperti ini hanya melayaai sejumlab keci! keluarga· 
keluarga tetkaya di negarlHlegara itu. Rakyat miskin di negam.­
negara itu akan terbentur pada hutang yang Iuar biasa besar, yang 
lidak mungkin merelm bayar." 

Keuntungan besar yang mereka peroleh ito, ujung-ujungnya, digunakan untuk 

menopang ke!angsungan hldup Rezim Zionis. Sejak tahun ! 973, AS telah 

mengirirukan bnntuan keuangan untuk Israel seni!ai lebih dari 1,6 tri!yun dollar. 

Dalam sebuah bnsil studi ysng dilakukan oleh Mcarsheimer dan M. Walt 

terungkap babwa kcpentingan nasional AS seharusnya menjadi obyek utama 

kebijakan luar negeri AS. Dalam beberape dekade belakangan ini, nyatanya dan 
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pada khuSI!snya sejak Perang 6 Hari pada 1967, yang menjadi pusat perbatian 

kebijakan AS di Timur Tengah adalah hubungannya dengan Israel. 

Hasil studi itu me!ljjUngkapkan peran para cendikiawan Israe~ wartawan 

dan organisa.si hak asasi internasional sebagai pelobi Israel di AS dalam 

mengarahkan kebijakan !oar negeri pernerintah AS untuk memajukan 

kepeniingan-kepentingan Israel, tanpa mempedulikan dampak negatifuya bagi 

kepentingan AS sendiri. Mengutip lembaga bantuan AS, USAID, basil studi itu 

meneatat bahwa pemerintah Zionis Israel Ielah menerima bantuan dana dari AS 

sebesar J 40 milyar dollar, dsn merupakan dana bantuan terbesar yang diberikan 

secara langsung tiap tabunnya oleh AS untuk membantu perekonomian dan 

militer Israel. Lebih dari itu, AS juga menyediakan dana bagi Israel sebesar 

hampir 3 milyar dollar untuk membangun sistem persenjataannya, misalnya 

pernbuatan pesawat Lavi yang sebenarnya tidak dilnginkan atsu dibutubkan oleh 

Pentagon, dan membarikan akses pada Israel untuk membnat pesawat,pesawat 

tempur yang menjadi senjats aedalan AS, seperti heliknpter-helikopter Blackhawk 

dan pesawatjet F-16. 

Selain ito, AS juga selalu membantu Israel dalam peperangan dan selalu 

me!indungi Israel di Dewan Keamanan PBB. Washington secara konsisten 

memberikan dukengan diplomatik pad a Israel. Sejak ! 982, AS memveto 32 

resolusi Dewan Keamanan PBB menyangkut persoalan-persoalan kritis yang 

me!ibatkan IsraeL jum!ah veto itu lebih besar dari total veto yang pernah 

dilakekan oleh semua anggots Dewan Keamanan PBB. 

Keduanya menyebut sural kabar New York Times, Wall Street Journal, 

Chi~go Sun-Times, Washington Times dsn majalah seperti Commentary, New 

Republic dan Weekly Standard sebagai media yang bias dan aelalu membela 

kepentingan Israel. 
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4.9.3.2. Dukungan Hak Veto 

Tercatat hingga 1990-an AS telah menggunakan hak vetonya 30 sebanyak dua 

puluh sembilan kali untuk mennegab Dewan Keamanan (DK) PBB agar tidak 

mengeluarkan resolusi-resolusi melawan Israel. Berilrut adalah diantaranya: 

• 10 September 1972: mengecam seraugan-serangan Israel terbadap 

Lebanon Sellllan dan Syria, suara: 13 Jawan 1,1 abstain. 

• 26 Juli 1973: Mllnegaskan bak-bak bangsa Palestina untuk menentukan 

nasib sendirl, mendirikan negara, dan mendapatkan perlindungan yang 

sama; suara: 13 lawan 1, Cina abstain. 

• 8 Desember 1975: mengecam serangan-serangan udara Israel dan 

serangan-serangannya di Lebanon Selatan serta . pembunuhan yang 

dillllrukan Israel atas para penduduk sipil; suara 13 lawan 1,1 abstain. 

• 26 Januari 1976: menyerukan penentuan nasib send!ri hangsa Palestina; 

suara 9lawan l, 3 abstain. 

• 25 Mllret 1976: menyesa!kan tindakan Israel mengubah status Jerusalem, 

yang diakui sebagai kola internasional oleb hampir seluruh negora di dunia 

dan Perserikatan Bangsa-Bangsa; suata 14 Iowan I, 

• Z9 Juni 1976: menegaskan bak-hak bangsa Palestina yang tidak dapat 

dicabut; snara 10 lawan 1, 4 abstaltt 

• 30 April 1980: mendukung penentuan nasib sendiri bangsa Palestina; 

suara 10 lawan 1, 4 abstain. 

• ZO Januari 1982: menuntut penarikan mundur Israel dari Dataran Tinggi 

Gt:llan; suara 9lawan l, 4 abstain. 

• Z April 1982: mengecam perllllruan buruk Israel atas orangorang Palestina 

di wilayab pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza dan penolakan Israel 

untuk mentaati protokol-protokol Konvensi Jenewa mengenai bflJlgsa­

bangsa yang beradab; suara !4lawan L 

"Pertama ka1l Amerll<a Serikat ~ llllk Vetonya adalah pada 1970 ketilot ia lllCilll>lok 
sebuah resolus! -gl<ut Rhodesia Selallln. KJlli kedua Amerll<a Setilott menl!ll'mal:an llllk 
veto1zy3 adalllh dua talrun kelllllillan, ketilot ia mulai melllalllil31kan w:to im llll!ok melindungi 
IsraeL 
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• 20 April 1982: mengecam seorang serdadu lsmel yang menembak sebelas 

orang Muslim yang sedang berdoa di Haram AJSya.rif/Temple Mount 

dekat Masjid Al-Aqsba di Kota Tua Jerusalem; suara 14 lawan 1. 

• 8Juni 1982: mendesak sanksi-sanksi terhadap Israel jika ialidak menarik 

diri dari invasinya di Lebanon; suara 141awan I. 

• 26 Juni 1982: meodesak saaksi-sanksi terhadap brae! jika ia tidak menarik 

diri dari invasinya di Beirut; suara: 14 !a wan 1. 

• 6 Agustus 1982: mendesak pernutusan bantuan ekonomi kepada Israel jika 

ia menolak untuk menarik diri dari peadudukannya atas Lebanon; suara 11 

lawan 1, 3 abstain. 

• 2 Agustus 1983: mengecam pemuldmao-pemukiman Israel yang terus 

dibangun di wilayab-wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, 

dengan mencelanya sebagai rintangan bagi perdamaian; suara 13 lawan 

1,I abstain. 

• 6 September I984: menyesalkan pembantaian brutal Israel atas otWlg­

orang Arab di Lebanon dan mendesak penarikan mundurnya; suara 14 

lawan l. 

• 12 Maret 1985: mengecam kebrutalan Israel di Lebanon Selatan dan 

mencela kebijaksanaan represi "Tangan Besi" Israel; suara l1 lawan I, 3 

abstain. 

• 13 September 1985: mencela tindakan Israel melanggar hakbak asasi 

man usia di wilayah-wilayab pendudukan; suara I 0 Ia wan I, 4 abstain. 

• 17 Januari 1986: menyesalkan tiadak kekerasan Israel di Lebanon Selatan; 

suara: lllawan I, 3 abstain. 

• 30 Januari 1986: menyesalkan aktivitas-aktivitas Israel di Jerusalem Timur 

Arab yang Ielah diduduki sehingga menganeam kesueian ternpat suci 

kaum M:uslim; suara 13 lawan I, I abstain. 

• 6 Februari 1986: mengecam pembl\iakan yang dilakukan Israelatas sebuah 

pesawat penumpang Lybia pada 4 Februari; suara: 10 lawan 1,1 abstain. 

• 18 Januari 1988: menyesalkan serangan-serangan Israel atas Lebanon serta 

aturan-aturan dan praktek-prakteknya terbadap para penduduk sipil 

Lebanon; suara 13 lawan I, l abstain. 
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• I Februari 1988: menyerukan lilrael agar meninggallam kehijalcsanaan­

kebijaksanaannya terhadap gerak!m inti.tlldheb Palestina yang melanggar 

hak-hak bangsa Palestina yang diduduld, agar mentaati Konvensi Jenewa 

Keempat, dan menjalankan peranan sebagai pentimpin hagi Perserikataa 

Bangsa-Bangsa dalarn perundingan-perundingen perdamaian di masa 

mendatang; suara I4lawan I. 

• 5 April 1988: mendeaak Israel untuk menerima kembali orang-orang 

Palestina yang dideportas~ mengecam tindakan Israel menembaki para 

pendnduk sipil, menyerukan lsrnel agar menghormnti Konvensi Jenewa 

Keempat, dan menyerukan perundingan damai dengan bantuan PBB; suara 

14lawan 1. 

• 10 Mei 1988: mengecam seri>uan Israel tanggal 2 Mei ke Lebanon;suara: 

14Iawan l. 

• 14 Desember 1988: menyesalkan semngan komando Israel tanggal 9 

Desember alas Lebanon; suara: 14lawan I. 

• 17 Februari 1989: menyesalkan tekanan Israel atas gerak!m intilidheb 

Palestina daa menyerukan agar Israel menghermati hak-hak 1!SaSi manusia 

dari hangsa Palestina; suara 14 lawan I. 

• 9 Juni 1989: menyesalkan pelanggaran Israel atas hak-hak asasi manusia 

bangsa Palestina; suara: 14lawan I. 

• 7 November 1989: menuntut agar Israel mengembalikan kekayaan yang 

disita dari ornng-orang Palestina pada waktu tetjadinya protea pajak dan 

mengiziokan suatu ntisi penemuanlilkta untuk mengamati tindakan keras 

Isrnel at as gerakan intifadhah Pelastina; suara: I 4 lawar1 I. 

• 31 Mei 1990: menyerukan dijalaakannya suatu misi pencari fakta atas 

perlakuan kejam terhadap orang-orang Palestina di tanah-tanah 

· pendudukan Israel; suara: 14 lawan I. 
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Kesemua dulrungan tersebut dialrumulasikan oleh Israel untuk 

mengejawantahkan konsep national security yang pada gilirannya bertujuan agar 

eksistensi Israel dapat terus beljalan. Tujuan mempertahankan eksistensi ini 

kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya pe<aturar>-peraturan yang mendukung. 

Seiring berdirlnya negara Israel, negara baru ini segera mengeluarkan peraturan 

yang memililci dampak mendalam terbadap pennasalaban pengungsi. Peraturan ini 

menggolongksn meraka yang telab mengungsi sebagai "mereka yang tidak ada" 

(absentees), dan karenanya menyangkal hak-bak hulrum mereka, seperti hak 

properti, bak untuk borternpat tinggsl dan klaim kewarganegaraan di ternpat asal 

mereka. Peraturan ini juga menetapkan bak bagi setiap orang Yabudi (dan hanya 

orang Y abudi) untuk melakukan imigrasi yang tidak terbatas, bak bermukim dan 

kewarganegaraan otomatis di Israel (Shiblak, 2009). 

Fenomena penting yang terkait dengan masalab eksistensi Israel ini adalab 

masalah pemukiman Israel yang sejatinya merupakan upaya negara tersebut untuk 

membendung kembalinya arus pengungsi Palestina. Lalu apa itu pemukiman 

Y abudi? Namanya bisa menipu karena bisa berarti sesuatu yang bersifat 

sementara, atau mungkin ad hoc. Narnun jika anda tinggal di sana atau melihatnya 

dati desa-desa Palestioa di sekitarnya, ada kesan bangunan itu dibuat sooara 

permanen, a111u setidakoya untuk masa yang tidak diketabui kapan berakhir. 

Sebagal contoh pemukiman Efrat, yang dekat kota Betlehem, yang terdiri dati 

deratau rumab modern berwarna putih dengun genteng merab, eiri khas saru 

pemukiman Yalmdi. Ciri Jain adalah, pernukiman ini dibangun di atas bukit, para 

pemukim mengatakan lokasi itu penting untuk masalab keamanan. Tempat 

pernukiman Yabudi cenderung dikeli!ingi oleh satu zona perantara • tanah yang 

tidak bisa dimaufaatkan sebagai tempat pertanian oleh warga Palestina. Tempat 

pemulciman dihubungksn dengan jalan-jalan yang tidak boleh digunakan oleh 

warga Palestina. Banyak pemukirnan Yahudi yang bertambah besar, sernbilan ribu 

orang kini tinggal di Efrat dan rencananya akan bertambab hingga 30.000. Dan 

kini, jum!ah pemukim Yahudi yang tinggal di Tepi Barat dan Jerusalem Timur­

tanah yang menurut warga Palestina milik mereka dan harus menjadi bagian 

wilayah negara Palestina di masa depan-harnpir mencapai setengah juta orang. 
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Kelompok hak asasi manusia israel Peace Now" mengatakan pemerlntah 

Israel mencanangkan menggandakan jumlah pemuklm di Tepi Barat, tuduhan 

yang dibantah departemen perumahan Israel. Berdasarkan pengamatan mereka, 

kecenderungan berdirinya pemukiman·pemuklman tersebut terus meningkat darl 

tahun ke tahun. 

Bagi Israel, inti perdebatan mengenal isu pengungai Palestina sebetnlnya 

terletak pada interpretasi terhadap Resolusi UN 194. Banyak orang di Israel yang 

memahami resolusi ini sebagai afirmasi terhadap "hal< kern bali" -nya orang 

Palestina ke ntmah-ntmabnya di Israel; ini berarti kembalinya kurang lebih 4 juta 

orang Palesnna ke Israel yang tentu saja akan menghancurkan karakter ke>-yalmdi· 

an negara itu (Ma'oz, 2009). Oleh karena itu, salah satu upaya untuk tetap 

menjaga keamanan Israel adalah dengan membangun bcnteng-benteng yang 

diistilahkan dengan pemuklman Yahudi tersebut, walaupun apa yang dilakukan 

ini membuat para pengungsi Palestina akan semakln sulit untuk menggapai 

harapannya kemball ke. tempat asal mereka. 

Para pengungai Palestina dilihat oleh Israel sebagai gangguan keamanan 

bagi dalam negerl Israel. Terlihat bahwa di titik ini, Israel menentang arus mama 

yang berkembang di dunia internasional di mana keamanan tidal< lagi dilihat darl 

sudut pandang negara dan ancaman-ancaman tniliter yang dapat mengganggu 

stabilitas dalam negerl suatu negara. Darl sudut pandang konsep human security, 

Israel jelas menggunakan sisi negatif darl perspektif Raquel Freitas. Darl 

perspektif ini indi\'idu di dalam sebnah negaralah yang harus dilindungi dari 

ancaman yang bersifat eksternal, dalam hal ini peududuk Israel harus dilindungi 

darl serbuan kembalinya para pengungai Israel.. 

11 Peace Now (Shalom Achshav) adalah organitMlSi hak MaSi manusia berali1an kiri di Israel yang 
loti petjuangannya menonlllng pemb<ulgnnan daerah kantung Yahudi di willlyah yang direbut 
lsmel dalam perall8 1967. Karena lrerap meJl}'llakan penentalljll!llnya terhadap lrepentlngan 
keamanan lsraef untuk menguasU neg;w yang diupayakan rakyat Palestina. i'ltpnisasi ini menjad1 
"""""' kecaman kelompok sayap kanan. Otpnisisi ini juga menyuarakan solnsi duo negarn (two· 
state solution) bagi kQl\flik Isml~Pakstina. lnfonnasi mengenai lregialall organisasi ini dapat 
dilihat di situs resmi mereka www.peaoonow.org.il. 
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5.1. Kesimpulan 

BAB5 
PENUTUP 

Naiknya Ehud Barak sebagai Perdana Menterl Israel sempat menyiratkan harapan 

bahwa masalah pengungsi Paiestina akan mendapat titik terang. Ini 

dilatarbelaltangi dari beberapa sikap dan pernyataannya yang mengisyaratkan 

pendekatan perdamai!Ul dalam mengatasi berlarut-larutnys konflik antara Israel­

Palestina. 

Nyntanya, sikap Bhud Barak tidak berbeda dengan para pendahulunya 

ketika pembicaraan-pembicaraan damai sudah menyentub masalab national 

security lsrae~ sesuatu yang sepertinya tidak akan pernah bisa ditawar-tawar. 

Para pengungsi Palestina yang sejatinya barns mendapat perhatian 

kernanusiaan, malah dianggap dapat menjadi gangguan keamanan bagi dalam 

negerl Israel. Terfihat bahwa eli titik ini, Israel menentang arus utama yang 

berkembang di dunia internasional di mana keaman;m tidak lagi dilihat dari sudnt 

pandang Mgara dan ancaman-aneaman militer yang dapat mangganggu stabilitu 

dalam nageri suatu negara. Dari sudut pandang konsep human security, Israel 

jelas menggunakan sisi negatil' Lebih jauh, menurut Raquel Freitas konsep Jnmum 

Security dapat dilibat <!ari dua dimensi: positif dan nagatif. Human security dalam 

dirnensi positif menekankan padn ketiadaan ancarnan terbadap individu dan 

kualitas hidupnya terkait dengan HAM dan kesejahteraan universal. Individu di 

sini dilihat tanpa mempedulikan apakah individu tersebut bagian dalam 

keanggotaan suatu komunitas atau tidak. 

Di lain pihak, human security dalam dimensi negatif diasosiasikan dengan 

keamanan internal yang eksklusif berlandaskan pada sistem internasional yang 

bersifat state centric. lndividu di dalam sebuah negara harus ditindungi dari 

ancaman yang bersifat eksternal. Perlindungan didapatkan dengan status 

keanggotrum di dalam komunitas. Dalam dimensi yang negatif ini, human 

security fokus pada konsep keamanan yang bersifut altruistik, yaitu berdasarkan 

kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan seringkali bersifat politis. 
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Singkatnya, Israel-yang mengaku sebagai negara demokratis-masih 

menggunakan pendekatan we dan they dalam menyikapi masalah pengungsi 

Palestina ini. Tidak ada celeb sedikitpun bagi para pengungsi tersebut untuk 

rnendapat perhatian dari Negara Israel karena perbiltian utarnanya adalah 

penduduk Israel sendiri yang barns dijaga keamanannya. 

5.2. Saran 

Dalam kasus pengungsi Palestina ini. pene!iti memberanikan diri untuk 

memberikan saran yang semoga dapat bersifat aplikarif. Saran yang pertama 

adalah dari level pemerintah Indonesia. Melalui departemen luar negeri. Indonesia 

bisa melakukan pendekatan kepada pernerintah AS untuk lebih memikirkan nasib 

para pengungsi Palestina tinlmbang selalu berkutat di ranab pnlitik dan Negara. 

Selain pendekatan kepada pemerintah AS, Indonesia juga bisa berperan lebih aktif 

mendorong dunia internasional lowat berbagui forum untuk memikirkan secare 

lebih serius masaleb pengungui Palestina ini. 

Kedua, peneliti berharap semakin banyak penelitian teutang pengungsi 

Palestina ini karena memang masih banyak hal yang bisa digali, sepertl peta 

persebaran pengungui Palestina di luar kawasan Timur Tengah yang di tesis ini 

tidak tergarap secara mendalarn Pada gilirannya nanti, akan terbentuk komunitas 

akademis yang fokus terhadap pennasalahan ini yang dapat menjadi tenaga 

penggerek intelekmal bagi pencarian solusi yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan ini. Semoga. 
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New-York fr;om 11;Scplcil.ber 19Si tOiJ-1 'Dccembcl- 'tsS'i. 
.The EnslUh and Fr11-rich texis Or the cer.~Cntt<>n, whli:h ,, cqu~lly ~u­
thcnuC:: orn Opj.en'dcliO -!h'l!:F:tnal ACt:_~'' · -_ -

11. Tho ConiCrence decided.' by 17 voics to 3'wllh J.a~tent!oru, thM 
the tUlcs of the chopters and of the articles of the Convcn!lon' ore In· 
eluded f<>r prnct\c;~l purposes and do not ronnltutc Dll clement of lnlcr· 
prct~tlon. 

Ill. With ro::lpcct to thc_drnfi Protocol relating to the St.:ltus of Stotc!e« 
Pcrroru. the Q:lnfcrcncc adopted llle follo"":lng 'rosol~tlon: 

_,_ @) 

THt tONf(RfNI:E, 

·HAVINil,COI:/SIDfliED the d,rafl Protocol rel•tlng\c the StatY5 of Statclm 

""'~· CONSIOERINCi thot!he "'bjcctnlll requires more detailed <tudy, 
OECIDf.S riOt to lllko o dccl.ston' on the subJect 01 the pre>cnt C<>nfem,_c 
11nd n:fcn the drnft Protocol back to the opproprlotc <>rsoru of the Unl:· 
cd Natlom fo,r further stUdy, 

· , 1.~- ,Tho Conf~ adopted unanlrnowiy the following rt'COmml!lldaUom: 

... -·:, :'-
A 

·,(fa,ll/_t11tlon cf~fugtc·tiavels)l 1 1 

.nifC~i(~EREHC[." 
•"" -, '"' 
CONSIDERING tlultthe ·11sue .lri<l·=-ognltlon <>f trnvel documents IJ noc­

-::~~fY_iQ'(~ctilta-t.i'th.~:mOVI:,;,~ill of refugec<, .-nd 1ti p:~rtlculir lllctr ro· 

-,' ·_:t~~~i@~~~~~:;~~h ~ ~~~i_Lp __ ~eJ_ntcr-Govc_mm'erita! Agree· 
_: c-menr-on'Rcfugeo1ttivc1 DociimcJ)I.!·Signed In Lond<>n <>n 15 October 
• -0 l_'it_-i,~;'Or;,~h~~h i«pi!~lzc_.trn_ve!,~~lqen·ii·Usued Jn :accordont<! with 

.the A&l:ci:in~rlt, -tO c<iiitlnua· tO -!J3UO'<ii"; tO recogntw such trnvel docu· 
· ~;;u;·Bricl' 'tO· Cxrend:lttC'-miiC Of',u~h-~.,C,:,'menll t<> rcfusecs as den ned 
·_"1!1_Arll~h): ·( Qf ihe Coi!Von.ti.on "ll~il~ii'to)h_e_ S~tus <>f Refugc'c.s or t<> 

-: :ro~~srit~e;~o~_in!Vet d~cu!pCn~ ,o:l~uc'd·)i>_s~ch pcr!ons, umllthcy 
··'hall have·undeiUikcn ob\!g~Uons under Artldc 28 of the said Conven-
"iiij;,:,: ,_ - ' ' ' 

B 
(Prlnelple of-unl!y of rhe family)''' 

TliE CO~HRtNCE, 
CONSI(lERINCi th~t the unity of !he family, tho not~rnl ond fund~mont•l 
grOiip_unn orscclciy, u an =cnuill rll# cir thO refugee, ~nd that •uoh 

. u'nt'iy, td ,;,ru!antly threatened, ond 
'' ' •'' ., '' 

IU li~""··.sd••· 

@) 
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l>!!feto I JJn~U;ry HIS I" In nn1tlt 1,;~-A, ~~ 00 i.md•rH<><>d-fo . . ~ . ,. . . . 
me>ntl!hl:lr,, .· .. ·'· . __ 

~l·,~\a ~~n:"'a 111 &._rppfbt.:~o~,~-J~~· mH;_% 
tb] ~mint.> ll«'.:t:ll!t ,l~;~u<_.;;:pe or:,til~~-:~:,1 Jznu•ry 

19~1:, ,1114 ttcll C""*"*c:Uiig StatilliJ~n·<iial4f&i:!i!dlnJJ<m-•l <h<o 
!lm<i <i:f.JIP,1"'*, rot£!1a.l\ia·~ -o} :~=:;w~n;: ilitfif)1iig wlll~h llf 
!bel<! rneadr:gs lt. lfipM.r~ fot !he ~-or,:u o~l!gallom ~I'Klu 
lha Convtntil;m. 

(2l A~tr cm:.~rwlng 's'iote whltli .ii'Jii t~;,;, .alt~m~!!v~ (•,\' ltll)' )~ 
any·ii!M lbtt~nd 11.1 obliV\ii»u' b}'.'i<lJPunii a!ta~n~ll>k !bl by 

'm®!W 1;1/ n itoutlc~llon a(!d~ «> th~J~iiicil.tY-~!iffil! of the 
. Ur:!~<<i N~!IQ'ru, . . . · , :, '··' I' 

',. . ,.' ., . ' ' L I' :• :-~ • . . ·. 

C. 1ll!!..Cpnv~~911 'j!lilU tWi.> t?'ll!lll!y.\o: M.:r.f~'ftill!ng under !he 
!ermHlf·Joict!QtliA lt · - - · "' ·> ·-:, · ' -, ' . ' • ' . : ,:.:< . '. ' •'. ; 

U) fl~, has:i->Jf.,lltar!\1; rt•)Y-~Il~il hlhie!f:OI dlt.~rOU'!:tlon of the 
a~UiuYPitlii-_~tl.JY.-Oi .. · .=~\:>-.': .. ' · · 

{i) HsYif181~-l!\! ...:JOnailtY. 'ba :1!'!!.> ~l}: 'rQ•QCqutr«i h. 01' 
. ,,_,.. -- ,, _. •'· '' -\)-'-. - -,. I" ' " 

(J)H1 ~ .• ~u!re<l ~-,;""' Mtlo.~-~ijih#_,t~-.'i>m~ M· 
tM~""'<!iJ'Jt! n_cwo.~lll'W.-.Ofg .. :·-~;;><~:-:. :·. · : : 

{4) H~·)1.u.'\'{l\unWfliY ti::-~fukd hliWc:lr ln)h<i:eouliuy whkh he 
!cit: a~ ·ou~,\d'li,~1d! ~ ·ronu~~ ciw\~~; ~:~rw:ot pef=Yilo~: 

' "' - . .- _. . ' : : : -:' - .. ~·:: ',-:' ·:.:· .. 
t5} H~ c.l.n.MfJQAAtr;:blll:ll·wC tho d~~-j,., eon!WI\o;~n wnh 

Wllim.~.C:Jl,u·b«_~--~•¢C£nlllld·~: d.:-#~-~;w,: ¢¢rm<! 10 e....:fu. 
«\\}fl'!\"''lp refois~ tO aV~U ~f ~t!i" ~U:ctJQ!j ~~ L'le COli<'.• 
tryG!lla·.naw:ill~utY: .- · :: .. :·. ~, _,--';,:. ·_·,:,~,: · ,· 
rr~·~t '!)!~ ponefl'!',h ~ ~;.,pp·1t' ~~;-a~~ J.ill:tlt 
l.IIX!~:r ~.A(l) of tflb ~ 1.1ilt<fb nkli':to,l:ivtlka tO!!ipllllnt 
.:C.uOm aminS tnn cl ~Us:Pt:'ci~iuu~ii' r~, Nf!illns 10 !Mll 
hJin!elf qf tli:rp:cwclloo:bt,d.:,\:niul't&_~{~ - ,, . . - . . . .. . . . ',. 'I'"' ·- .- , . 

(G) &Ins e p<:ni:n whO h.» il<l nol.!oiiall,y:h~.l$,-bretl!!.l$ll or lho dr-­
tu!tll~ lri ~·n With ~~ .~~ niJ·~~ce~~. itrosnt:zed a.~ a 
rcfYJIIl~ ~ ~ !Q Cll.!l!. Ablt w_'retum w til!~ wt.mtry of hi< 
!ormorh»l!ual.•i:sldentQ; · .. , ' . -·,, ' 

~ ln.L tbl3 pangr.~ph wu·~ apply lo, nd~"!OO f411!rtS 

-~·-
{(!l) 

Ullda il.!(jlonA (l) oflhl!.;rrtldc~ b ~bl~ 10 Lr:vob Ct'<"l'l"'il.tnjj 
. ~m ertstl\s oUt of pF1'SIIIooJ ~tlnfl ror <<lru;,lng !:>mum ~~ 
·~tQotntfY .,r hll futriu!i ~ .!t:!l<;t~nat 

0; -o;-~ Coiiv~nllon Jh:tll oot' ~pp!j .t6 pcrwll! >Yfw #fl! M JlfC!oell! ro· 
CtiV!nli;Jrom orf:ll'l!. M f61lndt:l·or;cii~·Un!ttd Nftl<m• o•h<M" titan the 

· U~ll~'d N~tt:Oris HJah C.:.mnilulrnlnr ror R<lfuS"u prmtto:l!nn or !!Sffi· 

-~. 
·~l'li:I'IJ!U.t\l·~<lr ... b1~1ce ~-~ ror any rc~~on. wHhwl 
tl!e ii'lll!l~M of n:d• ~rloru b~f"S dtllnltlw.1y ~~~~~d ln acWf'(l>l!~:~J­
\Yw, ihi-"'le-n~nt rt-SO\utiono. llllcpttd bf·!M CooMal .u.~mt!ly o! l.hc 
'Uil\te4-Nalloru. th(l.l~ pt!lO!U 1hlilllp;1i) !~W:> bt cmhkd 10 tl~ b~n· 
~~ts-cl'llll$ Convontkl~ 

:·) •. 'rliu C.:m...,n~len WI! I!Ot"f'l'\Y w ~ [>!:nQJI whn.li m:ognl:v>rl by 
.-"thl wm~tiiHllll!horll!U i.if lht ~-tn:whl¢> htl hill ll!kOn <el· 
"'-:&_~~6.t~~ _l;._~~lrtg the'_rla(l'tt ,~ ebllsauon\ Which~·~ ;~tru:h~d w ~he 

,,~. _.;~-n~'cin!Of'ihi:; ntt!Ori!lny i:irt~(.«iu<~~?.' 
:''' · : '(·- fl·;~~~.;~nu;(~!l ~rwem~~ ~ app\y ta •ny ~non wl!h 

·· ~:u):~·thrrn an! J~~:~!!Of'tQru(defln! !hal: 
:. . ·,OO-M h:u (Qmi'n!itb!h cttmc ~-~· n Wilr crL>M. nu. cnm~ 

- ' · -~VIi"~ hllm;nlt)l ••i i<lllniii:i'lil .. th'e· lnt'trMOO!!a\ lru!rui!IMU 
·· dnlw.< up Iii! mtm;Jm'r~·ln'_~.,.r ~~en"""""· 

, ltfl·hc hu"omm!Utd.~~; M!itl!l(noli·polluc~\ zrlmrl auu!dc tho 
. ' · eoli[li.ry ~ ~®/g11 'pr!or tQ'hJ!- Jidmh!ltm :o th.n rolll'\11)' :15 a 

. -~full""l ' 
. iQ f\o 'lm• bill:n gulltf C(·at:~: tOI't1nl'y 10 !he purpu~uod p.r!,. 

,.t:t¢!1 of l!'ti:Uri!~~ ~~~~~~~N:- · 

,\t:kJ!2 
~-

WrAAl 08UCATIONS 
!:lvci)':i\irugec h:u®Uno ltl'l!W.~~~~try 'rr, WDicil t~ Und.l h~lr. whlch 
~u~Nt io pil'llrui::.nM n. l:tlllf.i.rm to kt flow> and ro!l:lllmlonul II'J!U as 

. tO' .l'f!dli$UM!I t.:~lten (ot" tho milllm!OIO«t .,r publle <m!cr. 
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·cHAPTER V:_Admlnlrtrallve Mf~·iiue,l 

Ar!Jd•25 

A 0 r.tl Nl SJ RAT I~ · ASSI S~ AlitE 

1. When the cxcrdsc or.a right by,!l_rc~liscC.~~~~-"ol'TIUilly.requlrc the 
W!s!llricc·of aw\OritJCs or. ro,:;,lgn·o:ouni!Y'Io'Whom he -.:anMot hove 
rccou~, !hc'Co~k'aCtJrlg Sta[;;,;:!;, wh;;;.;:leiilio'cy_'j;.;:l! rcli~li.'g' sholl 
nrr.mgc tho! sUd!. citslllllec be nffordod to htiri''OY'thclr.own oulhorlllcs 
or.by on lntcmaiJo'rinlauthorlty. .' ,.:~,:' :,. 

2: The nuthorlly o.r aurhorlt\~ mcnUoncd:i~i~agroph. J·shnll deliver 
or cawc to bc.dcHVC<t-d undl!l''thclr suPervbiO~ lo refu·g~ such di;ICU· 
~cnu:or c~r\iflb.~U~n.i."" would ~oima'u}i_b~cdciivnicd _,.,;~lens by or 
through thctriMuona\ nutho_~ucS: _._-;,;:;:;:.;-~ ,- ": ,-.- · · 
3. Documci"\L.-_~r e>n:tncattoru'":' dcll~~li.hnllstnrid II"\ the ncod of 
the official lru-trumcnts dnU....,red 10 o.llniis!lij,_Or thiO..Jjh. their na!lonol 
outho~Nco:-ana s!uill b<!:giv~:Credenc~,-f~:tf.ii'olis~'nC;i:'Or proof to tllc 
'con!r~.'.c ... , . ' _·:··:- ·C-.::~:· 

4. s~bjc.!cu:i:sui:h extepili;n.ol-ti-catnldit:D.;:~ay_'6·~illntcd to·!ndlgcnt 
persOns.- rees nuy be g,;~!ror the ~~~0::1 me.;-Ub~ hcrei~."but .u~ch 
fees ~II ~.modcra!C n<id'comme,;U~i.; wHI{ihoili cJw&c<i lo n~llon· 
o!• for•lmUnrse.vlces. ,; ' .· , .. ,, .. : · 
5- The prov!sloru of this on:lclc•holl.~:wi~'o.Ut_p<)ij~l~c Lo artlclos 27 
ond26. · _,,.. ': 

~:--

FREEDOM Of MOVEM£iiT 

&ch cOntracilog S~tQ sho\l.accord lo.rCiuS'cCs·!~ilr In lu lcrrltory 
the r.isht .'?_ thoOJC their pla~~:Or re:lldeilcc-i(!:nio\:<i1fisely within !ts !Cr· 
rltory, 1ubjcct lO any rogulo!lon• appllcilble tc:i'oJ!!iU·gcneruny In the 
sam'c clrcurri.nanccs. ·,· 

-n.:.. 
@) @) 

Ar!lde 27 

IDEHTITY Pld'.£RS 

Th!ConUi>t!logStnlesjM\II~e ldi!nUiy pope, to any refugee In their 
terTitory-wh'o docs nor. pOS'Iel.'i ~ ;,ud.iraVel·doxumcnL 

,Ara~~·Zs. 
TRAVEl. DDCUMEHIS 

1. The Contr.u:!lns SLe~e:~sMIItssuo to rcfug= lawfully '"'Ylngln their 
lcrrlrory trnYtl documcn~ for the purp~c of travel outside r.hclr 1crrl· 
tory, unl"'-' coniPclllrig reasons of n~'I!On.olsccurity or p~blic order oth­
erwise rfll~lrc', ond'tllo prov!lloru o(tllc Schedule to <ill• C':'nvemloll 
shallapply.w!Lh fC!~ to such documcnu. The Ccntrnc!lng Stuos moy 
tssUc,!u'ch a ti1lvc1 d~mcnt to any other n>fugro In their territory. they 
snOil'ln'paniculnr stVc .ymp•!hctlc co~ldcr~!lon to the l"uc of •~en • 
l!<'vcl document 10 r;ofu~ In tholr-tcri"ltory who arc ~nablc to obl.llln 
a uiiVel d"ocumcnl;from the country.of·tllclr lawful rosldcncc. 
2:•Th.:v_~i·d~~,;;n·l'l ts.suod to rciusct'5 under prcvlo.u lnternotlonol 
Ogrccrri'C!ils'.by.p3r'lios thcrCto •hill be recognized· and lreated by the 
-eon~r~~lrig St.itl:. In rha !lime wn)>·;u 'II tllcy tind been 1>-~ucd pursuant 

•'[~-:thti:i:M-Ji:h{':' :. . ' -

~ 
FISCAL CHARGES 

1. The-Cciltrodlng513tcs •hall not lm~ u.,an refuge"' duties. ch.a~ 
-"!" t!m, of.ftr!)l 'd~pdon ll'ho~, Olhc_ror higher than Ill= which 
m;M,moy ~·'lcii\~'ori tlleir.iwtonalun ilinllilr sltua!lon>. 
:2- Ni:.iiiJ;;g Jri thO,~bovc p=gr,;ph •hall prevent the opplleotlon to ref· 
ugee;:of,rhc Ili\ii5;3.nd tcgulailc\ils O:OOO!riililg chOrgcs In r"'prct of the 
i .. u~:~~:auens:~fnd&,!ri~lntlve doxunl~n!! Including tdentily pnper.. 

-ln-
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~ 
TltiNSfEROFASS£\'S' 

1. A Contro~tlnS Stntc shnll, In conf~rrplt.Y_ wl,\J:! l~ _lnws nnd regula· 
l.lons, penni! refugees to trarufer ~~ whl_"!';tJiciy_tia'Va'broughUnlo 11.1 
territory, to another country where they hmVo.bccn admlu&.!. for the 
purpO:res·of re3('ttlemcn't. · · · ' 

2. A C.:.ntractlng ~tllle shall. give symp:~thctlc.~.otli,l.dcratlon to th~ ap· 
plic:Jllon of,icflif#s fOr pcrTiiiMlon to trnri.:fcr-wets,Wheic=-_,lhCy moy 
be ~nd which""' neces:,,;,y lor th<ilr re!eui;;m:.;ndriimothc'r·cciUht')' !0 

which thcY·MYo'.~e~ adiniucd. ·. " · ' - · 

_ _ _ ~cJe-~1~-: __ '_;,~)i~~:_· 
R!JUGEES'UNlJ.WFULlY IN TH&COUiijRY.'Of,RHUGE · "" : . _., - ' .. . ', ", ''; ',·. r~-" c'- . ": :- ---

1. Thc-contr.~ctlng StateS.-Iholl·not·lmpruc.~aiUes, .on _account of 
their ille·g~i cOtiy or'p~cC. oO. rol~aocs.>Yho;'~min8 dlici:tly ·from o 
territory whcro their lifo' or fn>edom ·was -tllrioie~Cd In the •ense of 
article I, cnt~r or •reip.iaer>l'in th~lr. tcrru~'Qo .• ~ihOut au~hori~Uon: 
provided th..y presei\t.thcrnlcl= .wltl-iou\ delay' to the ,auth'OrUI"' :ind 
•how 80od ~~ -,~,\h<)tr-_t~·P( Cntiy: o~·pr~~~.,O •. _ . :·.: '· 
l. ThOCon""~tJng SI.!I:!CI :lluLII riot apJilY t~ thti;~cn!S of such rof· 
ugCCI re~trlc%10111 other than:!hOioC Which IIIli.~ and iuch'ro!trlc· 
tlons shal)-o_illy b!l; ··Plllled-un_tll ~tr-j~a~'_t:r;·:~il-'~ci~n\i1':_u.·~lirtzod 
or tho)'. o_btaln .. ~~~LisJO.n ln_to -~rioth& "'~_n~ry:~:r"-~ l:g~troo:tl~g Stare.. 
1hall alloW sueh rllfugcci a r:=onablq:pirrtg(i .~dTal) tho nC~:ciwy'facll-
l!IC! to obt.atii adm~lon Into onoth~r courit~X·: -

Anlclc'32 ~ 

EXPUlSION 
1. The Con~r.~cUng StatC~Ihall.not expc'l-~ raf~q~ce: lawfully In thclr tcr· 
rttory .ave on gro~ndiOf n:~tlonals-ccurlcy_Or.pubu~ order. 
2. The !!Xpublon of1uch a refugee shal! ~-~ on.ly l~.puDuance oro de· 
cl1lon reached In accoi;dance with du~'proce:ssrof _law. EK(<lpt where 
compelling reasOns of notlorinl ~«url!i Other:W~i: requtro, !he rofugcc 

_,,_ ® 

. ~.:.~_::r ....... ··. .. .. . . . , 
.~hllll'bii:_il!lowcd .lo·-submh ovlilcnce:to clear hi ':"5o I[. and to •ppc~lto 

, . 'niulcliO:ioJirosii~ic'd"for-th<>.Purpos'o bcfore,~-0-mpotcn! .authority oro 
' · • .' ,' ·p.;:.wn-Ci<'#i'SO'.ti J'pecia'llj dil.!lgri.atcd by ihe ~~mpctcnt outhortcy.· 

3, Th~:6J:n~-~tri8Sla;;,s shalr.illow iudi ~· n>fugcc a r...,;,~oble peri· 
od' wuhtn' Whtc~ iii .~.k lcgol .idmU,I~;,·Into nnothcr'c;,:,ntry. Tho Con· 
·ir(jCung s.U.:t~\.pe.Vo r.~e ~tght to ~pp1y durtnil:~h3t pertod •uch Inter· 
nat ~u:.m iu they. inil.y deem' nCcel-lollry. 

'·': ' Artlc/~'33 

--~Rtilii:B'ii:ION onxPUlSION:OR.RnURN ("R_EfOUl[r,u:tiT') 
1. No·¢o,ir-3:dif,g·st:~ii;:;h011 cKP.I or rotum' ('rilfoul~'r•) a refugee In 

·, , :. nny·lji~ti~r:~h•ts:~?~iO_.rhe Crontlc13 ~f:~.·~~tlirtes w~c_re 1\IJ \lfe or 
fri:eOOin-WOuld bi::thtuatened.oli OccOunt'cif hlJ' n!o:r, n>Uglon, nuuonall· 

.-.'.~.-;;;.mbmhiP'Dra;rmleulai SOcl!l(gloUp Or' poltu~:ot opinion. · 
2: Th~ bo~cil(~(i~Op~rit provilio~-m'oy n~t.:hoW;;er, be claimed 
by o·..,rueec'whom thcn> arC rwo1111b!o srou'nd. for regarding n< o dan· 
gc.r't.o'.\'~·icCurlcy"~l.'thc couQU')' In whh:h he II, or who, having been 

'- cOnvrctcd by aitl,;i.i)udgmoi:it'or o p;.mcuiarly '"rtou• crime, coruUtut"' 
··· o-dangcr:r~_\iiO~~OmmUriiiy' of that:counu-y. ,, ' 

:i' 

~ 
'· j :,::;·-"~· ., - ,"· HATU.RALilATION.-

- ''--'" ~:' '-.' ' ' '" ' -~ -'' '' ' ' 

® 

The Coniactiiis''Siauis'shall ilS far as po.slblc foc:lll!!ltc 11-c "-"'lmllatlon 
~~i<friati.'niuzli~~ii-o'rn>fugcci They.l~ll ·ln p:lrt!Culllr mokc cYI!ry effort 

.'to expildlt~_niuural12.otl0n procccdiili!s and to-n:ducc a• far :u po•slblc 
·~' , -- - , •- L-' " " -

th~ -clia~ and:O:_~sts _or sUch;prOccedl~l!"'· 
·.,-.. 
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CHAPTER VJ:_ E1_euitoiy and :Transitory Ptovlllons 

._:;;~ui:i~:;s_·. _ ... _ · -
co-oPERATioN oF rH[ HArlo-~At AU!ilORinES.wlrH rHC-~NirEo riA11oNs 

1. ~ Coii~r.~ctl~g S.llltco undO;uk~:i~-:~:.o~~tc w(~i~~.O.m"" ofthc 
Unlu:d Natloru-H~h. CommWIOnCr'fiif'Riili.igCcs, i:ir !'ilfother.-~gcr.cy of 
thc.l:ln!tcd NDtl~m..whlcl! mii)':.:U~•!I, ritlh~-e:.ro~ ~-f,-!t.,-funcllons, 
ond,>hall ,1~. :P:uti!:Ut•r _f~o41tmc. [ts .d~t}--Of'SL!pcfw0i(lho' ~ppilciJUon of 
the pruvbtons of-this con..,ntJoiJ:-~ ' -

2. In order to chioble u;,;·omoe.oftl,O•H!gh Comiriis.1oncr or ~ny oth­
er "S""<:J·Cflhc Un!IC<I Nouom whtcl! m..y.uco:cd.ll: ro ,:U,i<c m~ru \0 

the ccmpctcnt orgaru of.~e :United N~Uo(\J:_thc.cPntrocUf18 S!iltl:l un­
dcrt•kc to.provf<l~ them IR din apprOPft'Ot~ fOrm Wlih l.iform.l.tlcn Md 
5!l!tl>th:81 diita ~ucoled ~~tng:-- , · ,·'"-· 

(o) the condtilon of•rcf~gcc:s; 

(b) the lmplcmenta!IO~-~f!h.l! Cenvcntlon."ond 1. 

(c) law:~, rc_gulotloru an'd dccrcco which .,:_or:~y h.erc•flcr'be,.ln 
force n:!otlng to refuge.,.. 

Arilcle 36 

I Nf ORIIA 110 H. o"HiiAiiDiiAL· LEG! StA i iO H 

The ContrneUng Stat~ 1holl communl~~~;k;:·th~:s.;crct:iry:C..ncrnl of 
the llnllcd Nouciru the low:~ an'd rcgulauC·ru-:_Wh.leh they moy odcpr to 
cruurc the ~pp!!cotlcn of this Convcilllori. ; : - -

Article 37 

RrLAIIOH _10 PRE~IOUS COH~EHIIONS 
VVitho~l-prcjud[cc to arUdo 28. paragrnpl-i i. o(tlili Convention. I hi< 
Convcmlon rep!oc~. 115 bctw_~':\ porUi:.)O;It, the Arrnn'gamcn\5 of 5 
July 19Z2, 31 May 1924, 12 ~ay_~il,26~-~ti,Junc_l~~a ~d 30 July 
193S.tho Convcnlloru of28.0ctober;l933 and IO.FebNiiry·I93B. !he 
Protocol or 14 Scptcf.rtt.>r 1939 an·irthC ~in~nt oi -i5tO~tpber 1946. 

-33-
<® <® 

CHAP-TER VII: Final Clauses 

Atildo.38 

S(TTLEYEIIT OF liiSPUTES 
Any dbpu~ !>.tween par'! leo to th\:1 Conventlon rclatlng to liS lnterprc­
taUon or appl!cntlon, which cannot bo ••tile-d by other mc.om. 1ho!t be 
rdarred to thc:lnl<!matlonol Coun of Jusll«'at the rcqul":'lt of •nf one 
or the j»rllcs·io the d\!ip'utc. 

-~ 
SIGNAhiAE, RATIFlCATiokAND ACCESSION 

1. Th!< CortVentlon3h:!ll be opened for ~lgnoturc Ot Gcncv• on 28 July 
1951 ond 1hall thcrW!cr be depc>ltcd with lhc Secrc!l!ry·GcnciOII of Ute 
United NaUon1.lt •h.il! be open fer •tgr~•turc ot tho European Orncc of 
the Unllcd Nations frtim ZSJuly to 31 AuguJt 1951 and •h•ll be rc· 
OJ>C!!l"!i for llg~turi:'at,tho HeadqllMII!r1 of Jhi, United Noll on'! fn:>m 17 
Scj:Jtcm\i.Cr 1951 'to_3'1 December 1952. 

2. Thls·ConvcnUon:Jhnll be gpen for Jlgn_aturc on bch•lf of :!II Smco 
Men1\Xir1 of the Unlicd:Natloru, aiid aho o'n behalf of any other State 
lnvll~·to'~itcn<lthe Ccinfercnce_of PleniFOtcntlarlo> on the Statw of 
Ref !I Sec! lirid Sut'olleos_Pctlonl 'or to which an lnvi10Uon to 1lgn will 
h;M!~ add~ by-the General A=mbly. lr 1hnl! be rn~lncd ond the 
lnnruin0n1:1 Of 111tlflcauon WI! bC'depo.tted with the S.crctory·Gcnerol 
of ihc Liituo!d Natforu. 

3. Thlii-Conventlon Jh:tll be open from 28 july 1951 for acc<IDlon by 
the Sllites !l!fcrrcd l~Hn,parngroph 2 of th\:1 ortlclc. Acc~lon •ho!l be 
c!Tccicd~liy tho dcposll of an Instrument of ac:.,..lon with the S<"Crclltl)'· 
Ccneral ofrhc Unl!cd Notlom. 

-l•-
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l. Suct~ deri1.1r,~~ton ~· lakt'emict fol'i"di,;~conlr~·n~ng.SUt~ ~ 
~i'fl•ll t~nr.. )'"'i!r.'fid;r..tll~ c:~a·i,;·'uj)di\·;..'t:Jt:bifl:'((i(;Ccii~ by. t'iw~r!t> 
1at};.G~n!:fal o(·~O).r~>;t:~t~~~,',, ,, .:L... . 
s.: 'Any Sl.iltc "'litth.!-dl madt t~U:~:d~·hbuntit~ umlet •nkk 
40 may.M any dn)if'~r.·'b)' al~tlfle:lili~riio\hli ~u~CtM~ml 
~rith~ Usl!tcdJ-4iuom.. ~~:o:tta\ J.h.; CintYe'Rikm~i ~ to ttlHI'J'ld 
m'rucil-1~rrie'. '.;he· ·;an·;,.-·th···&un1f~ki·6f.iM·M·illl~n"'· , . , .. -.()fl.,. )!lUll;, " !1_, ., .,,.r,. , , '?" 

lheSII<:'ret~~~,~' ''' ,,. '.! •·: ~· 
,::.· 

''-'·' 
ArtJdtt4:> 
~· 

1. llr.y C(mlrncl!ng Stm.hl~y t~/iuOO: ~~\o~ cnnJ.i' Corw.tntlon 4\ 
oey Hrro~ by ~ nou!'lcuUOfl ed<lr~lll'<ki 10 lh~ISttioury-Cene('11l or tile 
Uotlt:d N~itmu. " ·.· 
l. The Cnncra\ ~mhly ,or'1he U~\wd Nlilt;;uu1hnll recommend 1h~ 
1tcps. tr ~ey. to lxl:tllfierHtfr6:P"Xt. Uf-n~~h·.rtquo».c . 

''' ' , .. ,. . 

Art.td~-16 ··,· .. ,' 
HOllf!tAIION>·BY lH£ SECR~I!Al'Of 1itt OHITID NATIOhJ 

The SOI¢f¢taty·C~oral Of th<i Untted:N~~on!-,l/;;tiinri:lim lin Mm~bcrs 
of the lJnlteli'Nallo/U nnd ;,on.·mcmhcr Stai""'f.Jr~rred tO Jn ~·rtld~ 39: 

(")Of dctbr~_tloru Md 110~1!l011li:iiu In ~i:~~idanro:.Vnh J«11tlll 8 or 
~rtkla 1: 

(b)O( $ltnatu~. n.tlfltlltloru nnd IK~km• In u~rd•lltn wl~h nt· 
tkle :«!1 · 

{!:)or d>ll:!arilllom~nd noU!lcilu~~.ln lltte>~mt~ W\Ul ankle 40, 
(d) Of rete!'l'"(t""' and w~hdu<,,/lili-ln ~d~nc~ -Wl!h l!ft!cla 42· 
(tl Oflbt dot! ~n. wl:l\eh tbb Cnilve_m!on wru' 00~' Into foro:: In "t· 

cord~!'l«l "Wlth arlldo 4.3; 
(fl Ofd"<~""cl~:t<l~ Mod noiJ!k~tlbru In ~~o:mk~ w1th "nloi• 4~; 

(al or r~«IJ.dt> fM r.li'UIIll'l'ln 3C«lri!:!f!CI! "'!:.~ ~~klc 45. 

-!1-
® ® 

Ill fAJTil:Wlii:MGF rhe urn1erJiglll'd. dllty·o~:lhoilzed, n~~c !lgn•d tW. 
C6nvtntloO.·~n·b<!Mtt.Or'llie!r ~pe«i..ia'c~o"l!· 

DO~[:u·G;;,IM, tl!b'fu'Cm:f•elghth da)'.bJ',]'ul~ Ol1e thoo:~•n<lniM hun· 
drcil ~llli l'lrly-on"- ln,iu.lnglc Cap;: ofwhkh th.,- E"l',l!>l: ~nd Fr~n•11 
II'Xl3 ""'·~~~~JIJ' ...,~_t!.t o!>d ;'hlch ~iirno1aln_l!•po$lrecllr> Ill• ar· 
eM~~<:~ or th~,Unlted Nimom, ard·certfllMI.trul! a.ples of whtdo WU b• 

· &-l~~!tl>:a:u Mcinbart'Otthc~Uiil!ed 'Naricr~~ ar,d'to tht' nor"""":t~ber 
Si&tes'·;.J~~!'<hotiit:tl~YC:39~.. · ' 

_,._ 
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ANNEX 

Sf'El:lMEN TRAV£t OO~UMEHT 

Th<! d~mc:TJ wjQ hi' In OO::kkt folrn {"J!!P~m.l!!!ly 15 ~ 10 (>llrlinm\:'t:l) 

lit> ~rld'ld rh~tll be ro prtnt'!<ilhM any ,ti'OUUI"I:' er almrM:Cn by 
~hvm!!:lll or orhcr '"""~~:~ t:~n be rtYIIIy d"teor<.lll, a!ld !hnt me werd~ 
'O,WI\I'U\on of ~81uly I !lSI• b( pflntt'd Jn «m\1::\1100! rcf"'\lilim 0:.11 
~J(h p~gc, in rht l;ngu;gr Ql'thu l!llUI11,11 coumry, 

(COIIUaf~ 

rEAVE( DOCUMENT 
((A:~,~ofl:fUvly 1951) 

N", 

(1) 

'l"R,.WEI.. 00t::l1M£l'<'T 
~Cenvon!lo!:on cf ZS July I !IS 1) 

Thi! ~1!1111!'1( ll.l(p1m•<m·,-,----,--------­
un1cn Hs v:~ildiiY ll N<t<>ro<lOO OH'ef!l!II'IXI, 

NI!M--------------
FOfilaame(>)- ·- ·~ -
A~t<:>mponlml ,_cllild (cl111di'WJ. 

L Thl! ~ .. .;.,rels tuut:d'w\tly wlrh'a Ylrw '» pmv!dlng:~t 'Mcld!!r 
with a lr.<wl ~lllCIIl \•hlth tMmlfyt! In llw 1:1f ;11\allonai;p;w.pcn. h 
I> wi:lioot proJudk~ ro ~nd In "0 "'llY ;!fl:<::U IJ!• k~ld<ll"l nitk!Mlity 

<:. The holdtt luuth1:1rltcd to trltlm ,10 -·-·- c--;;c-:;c-:-: 
1•:~~· h•r~ tfw tO\ltmy who~<> ~..:rhQilEI<!$ am a.~l"l! :he dor:<lm~nt) on 
ur ~r.,,~ __ '"'" ________ -· ---- . 
wn\t:l.!llo= !a!!'rM:11. to ~~c~~n~r •?•~lh~. (l'l'ni pcrlo!l d<.:rtog 1\'hkh 
lh¢. hc!&r l>.:.fowod 10 rctwm mli>t mY b<i lw thorl~h(~~ months,! 

s, Sho~Jd :he hold•• t~kc ;~p rs.h,jtnN !n' .:tH.IOtl'y o:Rr tbdn :r,.t 
w~l~h >.»11~ !h~ pr~ent documtrn. he muJt If he whhi::s w ltm'o1 
~pin. a? ply 1<1 tho o:ompct<U'.I at:hcrill¢l; of hi• C®lltl}' ?r mkk~n fot 

-•l- ® 

~ NIWdoco.:m'tnt. ITheJ>Id l!':>nl dorumont jhll,ll bo wHMnlll'~ by tho 
;lllhorlt)r,ll.ltrttla·ll~ 'n..w <ioal~~tCnt and rMh:me.l 10 tile ~\llho:lflty 1>111ch 

.. -lmied''!'t.·jlll ' ' ' 

' 
-<Thlil!f)nf~t .:-ontui~Pl'!'ll'- f!dU11ve of ~tl"or.) 

fZ) 

P'.&eO ~~,J 'd~tc _of ~:h---~~~- ------"'" 

-Pri:*n~~do·rn:,,!~-Oi:a.il)lltiQn~:·:·~~:;:;;.;;,:;;:;;;;::::::: 
·MO\d~~'......mc-mj<t'~Oma(.l <:irmre 

""""'-~ ... '-':~~~!H'f\.i('l.ot INS~:"':::===-~·_::' ====== ~-··-·-·-·- "·--· ., ,,; ' 

_. .00:," - Du:rtptlon 
l1~!ghi;_-_______ _ 

Hmlr ---· 
CoWU!',O~O)'Q< ·------· 

' -:'\':-;-c-~--c~ ,:_,:Shti)ep'tjaa!-_· ______ ·, --
:::-·'COir!P,tc_~!~~.-·-···----·-- :---

_ .. : -::· 
-"J 

~s~.~~l,Jil':rul!Jrllleo--· --~~----
.·.';· .. · 

/; -·.·. ·~;.;: ::- ' . ...: .. ,. 
: • ;.,_ ,. - -._ Clllklttit aetomp4nylni ltQ1dw 

· .' .. ~N~~:' ·:,;, ~·~-, ~~.~~~) ?ti:e'~d dow Sc.'< 
··:·- ' otb.lrth 

._. -· ·'---
·s~c Oll(~l~be~wn!ad ..Ot •pplr 

-•; - -- ~" ._:, - -
; (Th!l~>'ie-ru'..,rit*\.u..:....poges. e~lu.lh'e ofcovor.) 
-'"- ' ' ,~, . ' 

Ul 1)> ',.-.~<•<•IIi lot'~~.~·,,; o. ~ >fC.."""'''"' ""~<" ,_, 

® 
-~·-
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-.-" 

!anlsrnp!'l:JO 
' . 

The r • ., f<ltlhe !mm o{UI~. e:;bY.at·l...m!ll\'1\.l,nrnm nm -~~ L'Jo 
\ow!!t salt of ~ 1M vlSa;u•O:~~Or~&n ~i- '· · 

' '"'' ' ' 

P;ur#P~-d 
Wfwr:; 11. refllg~ ha!low[YIIjt .loll~::-: Up llllldcne= ln,the 1-erfi!Qry: uf ~It· 
;th~r Contncilng S!l!U.. the -.;;;&;~!hllJ~Y:far.iliCO~e:Or'il 'neW'dll.l~"" 
FMril, unde~ ~lie 'ti~' a."!~:cOMfi\i~f_.~;;r-~i:t~:~~-~~)~~1)., .1t:='t Ql" ,lho 
·col_llp<:llml ~u_th'!rl!)' <;'f-_l~f,,tl.0:\1~'(-· u._ 'NhiC~-~~~a -~h,ll'I>Q M· 
tltlildto&p.ply. · · •• ·--L,_,-, ~!·:I:::-:' · 

.- ___ ,.: 

' Rl.,;;;~£1' J~ ,.-,--_ - :--

The alllhorlty_Wulf'i:a n.~-~~:~~ni '-;N!Lwl,ll:,'/-&~·-~;bld -~mrnt 
~nd s.n~u rew_m ,\1 ID th~ ~U~ilJ'.S~ #:'UO l(lp~ statciJ.!.~:~~~ l_kli:Umcnt 
lh>t ll ohcu\d bo'1o n!to.lmed: olhorwiJ.iilt £h~U:wllhl!~w,Md·t"'nQ.lllll~ 
dowment. · :. ,';; · · · , ,,, 

'", .::~:J~ .. '.: :::.-· ' 
1. &.eh Cont~ctinB Sullll Ur:c~c•!h4i it,;,_;_~·i:.ld_er .Ji:O:m.vd dowment 

·U>ucd by !t 1n ~<:tOromWlth il!'tlde za.o:~f'ihtrCoffi.e-ntlbn wu be rc. 
admlm:d ro tu u:nltoty ~~ _en,r ~;N <!~rlna,~ P#!~.~f,ii,;val)dlty, 
2. Su~jc<:t 111 tM PfQ"'4J0JU,~r.lhil'p~JOi.iub:-~. a-~r:;lr:t<:t· 
InS ~til.l~ ffi~y -~~ ~~i!YLf'f·~¢ ~~~~~:~pl)'~_!.l, _IWch 
formaUtl~ ~ ~- ~-p~~:E:·~~)1?,fi!t:rNm!~r-~ w !u 
terrltOI)'. ·-~ i'' _.··,,,,- .,,' 
J. The C<:~nt=!.'\g S\11;~ ~e-!.ll~ rlill&v;.~ ~. <:~r lu 
Wc::-wlldd-tn~·-~ni~;aJ~~:~:~~~.d·:rpr,&~~ ptrli!HI>'I!'li~ · 
t=tr.g !he ~mMt to. !lnill. the: puled du_rJng whldi IN ~ m:l)' 
rewrn U:>c p<:rfOO of nod~ t!i.iirl ilm:-e :~:. , • 

-~1-
~ (@ 

~_lj 
S'JJbjttl ~mly to thJ! !etl'!'tl ot p.:inl~ ll, the provllllm:l-tthhl< khl!d· 
uti: ln·M oi1yllliii:1 tb~ Jaws Mid n;g_vlti- QO\<trnlng W oond>lb::~• 
,Of ~l$ml»\IWi. io,~!t_ lim:mgh. tt<Jld~:;.:a .~no tMZlll!stlrne:;i !n, a~tl 
dl:purt~Sti ~J,.tllt terttlnrllll of the Co<llrmttlngS~ta 

!'llp&!:=ph is 
N,cti.h¢t i.h<'l ~mo.,Qfti>\Ydoorui'Nmtrmr me ~llbrlcl nMll !ht."!!il d'ewl!IL1r 
.~t aifrCI. {tib~~-~f.ll'le_h()ldilf. pll'!.ICl!J.ru.fy;u >~g;~ni! JUtlon.t~cy: 

fur:tcropll J/1 

Thu i.s'Wa<~flha d!X'IImrnl '*""-' nollro ~ny way cn!llle tho hnldw \<llht 
pr.w.ctlan of t1w ll!)>~A!k <>r ~cmml~r ~uthoritltJ.• nr ~ e<>Wlt<y <If 
JM~~. and do17 n .. r tonror <:m tloe:;e MJI-horltle~ ~ rtght or p1ote~tlon. 

-•1-
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GENERAl ASSEMBlY RESOlUTION 2198 (XXI) 

ffiOTOCQRiiAit!<G 

·~!~ 

CONSID~R_ING,,th{it the Cqt:~ve.ntioO-:feJatlng to·_.th~, StatuS ,Qf.Refugees. 
signcd.at=-~~neva_.X;>n -~8 JU!y-19.~1.00 ilY,~I:S o~Y:tifuse persdris Wh9~~ve 

-- .-,1 ·' ~-"-. --- '' --
be~I'!'e ieJug~·as a'(esu1t o.t~vpnts o~_tirrrlog"b_.;:fore 1 Jantiary,·t@.5l. 

< '' - < ,', 
CONSIDERING that neW ~efugee.situ!itlbns· haYe:artsen·S1r1~ the Conven­
tion was adopted and that the fefuge:es_conce.rfWd may thC'refore not·.fu.u 
within rhe scope of thi! Convention,-

CONSIDERING that It is desiqlhl_e that equi'l1 statu~_ should be enjoyed by aU 
refugees-covered by the definition in~ Convention. irrespeCtive of the 
date-line of 1 janllary 1951. -

TAKIN~ NQTE ~f the r~mmendation '6!tfe Exe~~_ve Co~~:~~e of the 
Programme ci[tbu Unlfed Nali<;insJ-lig!l.C:9mtr)iSSiQiler for_-:RefJ.Jgeestll 
than he- >:_:~ran :nf:o~oco(r¢1~ting,tf>:_the: s_~at_YS.-Of [{~_rug~_ s~o_i.dd -h.~_ sub~ 
·mttted tO:.th~ (;Qil_~Gll AsS~fi]~l;y- (if~[~C.o_Jjsit{e-~t~Oii~~~Jti9J~Conoflli~ and-_:; 
-SQoai C~1ncil, tO:_-~rder- that:i:pe· S~ref~~-~-C~e~rmtghdle a~tli.t;;i~d --~­
tO_f?pen_ ihe. ProiO~ol for ac~10n bJ:.G~'('en;t:ffients -~iffifn<the shortest 
jlossih!etlme,-_·- ->-~-<- :--- · --~---

(l) Unlti!d_ Natio!lS,-rrcaty Scr~e>,_vol-139 _(1954); No. 2545. _ 
(Zl SeeN53_1.ltR:ev:JI~dd.l. part'two, p\lra. )_18_. · 

-53-
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CONSIDERING tll<!-t the Economic a!ld Social CounciL in its resolution 
-l fS6 (XLI) qfl~ November 1.96,P. took note witli a,pprpVa~_of the.draft 
Protocol contained ln the·add.;ihdurr) tt;?.the report ofihe.UQrted Nations 
High Commi?Sioner fof Refqg~e.S-and ~ncerritng mea..')ures tp extend 
the personal scope nf-the·Conv':!ntlont11.3nd transniltted the addendum 
to the General Assembly, 

1. TAKES" NOTE .of the Protocol relaUng to the Status of Rcfu~. the 
teXt of whi~IJJ is contained in the addendum tq- the repOrt of !.he 
Unlted.-Nati6ns High_.Commlssloner For ~,fugees; 

" - ' :.· - .. 
2. REQUESts" the S~~tctary~tene_~~ to tra:rismif~h;e~~ext Of-the 

Pc.otocOl to ·.the States menticii1(xfirnrtlde V tb~~-~'r_<With a· Vrfnv 
to eOabli~g-them .to acce-d~-~i~ the Protocol(~). 

(3) lb!d., pitt:i.wm; PM"· 2. ' 
{4) The Pcotota! Viis: slined by tlie Preslde!K .. of tlw Ccm.>mllwcmb!y and by 

-lhc Scctoury-Genera! on 31 January 1961. 

-54-
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Lampiran 3 
Peta Tanah yang Dijanjikan versi Theodor Herzl 
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Lampiran5 
Peta Persebar.~~~ Pengungsi Palestina di Timur Tengah 

"' 
PALISTINIAN 

Rl!Ft!G£1!$ 
lttJil't.At'f.Q l'tWM tfRIIAN 

MUl .RtHt\1 AaUS 

lt DiUfl<:t Cl!ft\t~ 
R ihif·t· 'R<~ftrQ:f!!~$ 
0 Urban. ~eiU~HS 

,.... R.e:(vgee~ Rout$$ 
£bpYtJ-sht 0 

P>altiA~~hffcd.=ru 
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